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ABSTRAK

Nama : Editha Mahrany
Program Studi : Pascasarjana Hubungan internasional
Judul : Perubahan Kebijakan Luar Negeri Indonesia Dalam Penyelesaian

Proliferasi Nukhir Iran {2006-2007)

Tesis ini membahas tentang mengapa Indonesia merubah kebijakan luar negeri-nya dalam
penyelesaian proliferasi nuklir Iran pada tahun 2006 — 2007 .Penelitian ini adalah penelitian
kualitatif dengan design deskriptif. Dalam penelitian ini menyatakan bahwa ada dua faktor
yang mempengaruhi Indonesia dalam merubah kebijakan luar negerinya,yaitu faktor internal
dan faktor eksternal Hasil penelitian menyarankan bahwa para pembuat kebijakan harus lebih
mementingkan kepentingan nasionalnya terlebih dahulu untuk membuat suatu kebijakan Dan
Jjuga harus lebih hati — hati dalam menentukan kebijakannya ,schingga tidak akan merusak
citranya bangsa dimata pihak luar maupun warga negaranya sendiri.

Katakunci  : kebijakan luar negeri , proliferasi nuklir Iran | faktor internal dan ekstemal ,
Pembuat kebijakan
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ABSTRACT

Name : Editha Mahrany

Study Program : Magister International Relations

Title : The Changing of Indonesia foreign policy for resolving Iran’s nuclear
proliferation (2006-2007)

This thesis discuss about the reasons Indonesia changes their policy for Iran’s nuclear
proliferation in the year 2006 — 2007.This research is qualitative descriptive interpretive.
This thesis declare there are two factors internal and external factor that affect the decision of
policy maker to changes their foreign policy. The researcher suggest that the policy maker
should be more be careful before they make the foreign policy . And they have put the country
needs and wants first before anything else.

Key Words  : foreign policy , Iran’s nuclear proliferation , internal and external factors ,

Policy maker
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DAFTAR LAMPIRAN

. SBY dan Ahmadinejad akan bahas krisis nuklir Iran

. Pembahasan nuklir Iran oleh Hikmahanto Juwana

. Soal nuklir Iran oleh Hassan Wirajuda
. Indonesia mengharapkan penyelesaian secara damai isu nuklir Iran
. RI dukung Iran kembangkan nuklir untuk tujuan damai

. Liputan 6 soal kontroversi nuklir Iran
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BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Berakhirnya Perang Dingin telah memberikan peluang yang lebih besar
bagi kerjasama dalam pencegahan dan penyelesaian konflik, menimbulkan
harapan bagi munculnya suatu tata dunia baru yang lebih damai. Sebagai
bagian dari masyarakat internasional, Indonesia memandang perubahan
dalam hubungan internasional ini menjanjikan peluang yang lebih besar bagi
keterlibatan pelaksanaan politik tuar negerinya. Politik atau kebijakan luar
negeri suatu negara pada hakikatnya merupakan "kepanjangan tangan" dari
politik datam negeri sebuah negara.”

Sejak proklamasi kemerdekaan, landasan politik luar negeri Republik
Indonesia terletak pada Mukadimah Undang-Undang Dasar 1945, khususnya
alinea pertama dan keempat.? Dalam Pembukaan UUD 1945 alinea pertama
menyatakan "kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu,
maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan
perikemanusiaan dan perikeedilan." Alinea keempat menyebutkan bahwa
pemerintahan nepara Indonesia tidak saja harus melindungi segenap bangsa
Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kepentingan
umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, tetapi juga "...ikut
melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian
yang abadi dan keadilan sosial...”*

Berdasarkan pidato Bung Hatta di depan sidang Komite Nasional
Indonesia Pusat yang berjudul "Mendayung Antara Dua Karang" pada 2
September 1948, Indonesia menganut "politik luar negeri yang bebas aktif”™*

yang dipahami sebagai dasar Indonesia menolak masuk dalam safah satu blok

* Riza Sihbudi.Indonesia, 1997. Indonesia Timur Tengah, Masalah dan Prospek, Jakarta : Gema
Insani Press

? Ratna Shofi Inayati dkk.1998. Peluang dan Kendala Pofitik Luar Negeri RI, Jakarta: PPW LIPI.
Hal 11

¥ Pembukaan UUD 1945

' Riza Sihbudi,Politik Luar Negeri RI Mau ke Mana? Diakses dari hitp://www.polarhome.com/
pipermail/nasional-m/2002-Octobert00034 1_html pada 26 Maret 2009 pukul 14.39

1 Unlversitas Indonesla
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superpowers;, menentang pembangunan pangkalan militer asing di dalam
negeri; serta menolak terlibat dalam pakta pertahanan negara-negara adidaya.
Namun, Indonesia tetap terlibat aktif dalam setiap upaya meredakan
ketegangan di dunia internasional. Sebagaimana diamanatkan konstitusi,
Indonesia juga menentang segala bentuk penjajahan di atas muka bumi ini,
dan menegaskan bahwa politik luar negeri harus diabdikan untuk kepentingan
nasional.

Pelaksanaan politik luar negeri Indonesia juga memperhatikan
perkembangan kawasan regional dan internasional, di mana terdapat
pandangan bahwa kawasan Asia Tengpara dan Asia Pasifik dapat
dikategorikan sebagai suatu sphere of primary strategic (political, economic,
social and military) interesis bagi Indonesia. Sejak akhir tahun 1980-an,
khususnya sejak terbentuknya kerjasama ekonomi Asia Pasifik, APEC (Asia
Pacific Economic Cooperation), ASEAN (Association Of Southeast Asian
Nation) Regional Forum (ARF) pada tahun 1993 dan ditandatanganinya
Persetujuan Pemeliharaan Keamanan Indonesia-Australia (dgreement on
Maintaining Security), dan apa yang disebut sebagai regiorn of primary
strategic inferest Indonesia telah meluas sampai ke kawasan Asia Pasifik.’

Selain itu keanggotaan Indonesia juga terlibat aktif dalam organisasi
internasional lainnya seperti GNB (Gerakan Non Blok), OKI (Organisasi
Konferensi Islam), WTO (World Trade Organization), OPEC (Organization
of Petroleum Exporting Countries), PBB (Persatuan Bangsa-Bangsa), dan
yang lainnya. Hingga pada saat itu citra Indonesia cukup baik di mata
internasional. Hal itu pula yang kemudian mendorong Indonesia untuk lebih
giat dalam organisasi ASEAN; seperti mengupayakan terciptanya perdamaian
di Kamboja; tampil menjadi Ketua Gerakan Non Blok (Periode 1992-1995);
dan puncaknya menjadi tuan rumah pertemuan para petinggi APEC di Bogor
pada Nopember 1994.

Keaktifan Indonesia di kancah internasional, membuka peluang menarik
minat investasi dari negara-negara di dunia dalam upaya mengembangkan

pertumbuhan ekonomi. Semakin tinggi pertumbuban ekonomi yang dicapai

% Ratma Shofi Inayati dkk ibid Hal 17

tniversitas Indonesla
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maka akan semakin baik pula kondisi perekonomian rakyat Indonesia.
Kebijaksanaan ini terbukti telah menempatkan negara Indonesia pada posisi
negara dengan pendapatan tingkat menengah.

Pada tahun 2004, Indonesia menyelenggarakan pemilu presiden secara
langsung dan dimenangkan pasangan Susilo Bambang Yudhoyono dan Jusuf
Kalla sebagai presiden dan wakil presiden terpilih periode 2004-2009.
Periode kepemimpinan tersebut dipenuhi tantangan dalam berbagai bidang.
Tantangan itu antara lain meliputi masalah korupsi, penegakan hukum, dan
pertumbuhan ekonomi.

Selain itu, tantangan politik lvuar negeri juga menjadi hal vang perlu
diperhatikan pemerintah. Pada akhir Mei 2004 Presiden Yudhoyono yang
merupakan presiden baru Indonesia, memiliki banyak agenda penting
pertemuan internasional yang antara lain harus menghadiri KTT ASEM (4sia
Europe Meeting) Oktober 2004, KTT ASEAN dan KTT APEC November
2004, dan KTT Asia Afrika April 2005.

Kebijakan politik luvar negert yang dituangkankan dalam keempat
pertemuan puncak itu, diharapkan berguna untuk kepentingan kebijakan di
masa mendatang.® Mengingat terbatasnya kemampuan nasional dalam
mengatasi krisis ekonomi, yang telah menyulut dan mempertajam konflik
sosial dan politik di berbagai wilayah di Tanah Air, maka mobilisasi
dukungan ekonomi internasional tetap merupakan hal yang mutiak dilakukan
pemerintahan Indonesia. Bangsa Indonesia secepatnya harus dapat menarik
kembali investasi asing yang berkurang masuk ke Indonesia, karena
ketidakpastian hukum.

Dengan kondisi ekonomi makro yang terus menunjukkan perbaikan —
ditandai oleh pertumbuhan eckonomi pada 2004 yang diperkirakan sekitar
4,5%-5% — kebijakan Indonesia untuk menarik investasi dari luar dan
peluang pasar guna meningkatkan nilai ekspor, tetap harus menjadi prioritas
pemerintah Presiden Yudhoyono agar roda perekonomian dapat terus
bergerak.7

: SBY dan Tantangan Politik Luar Negeri. Bisnis Indonesia edisi 8 Oktober 2004
Ibid

Universitas Indonesia
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Politik luar negeri Indonesia pada masa pemerintahan Presiden
Yudhoyono lebih menitikberatkan pada upaya perbaikan citra Indonesia di
mata internasional. Hal ini dapat terlihat dari keaktifan Indonesia dalam
organisasi-organisasi internasional dan meningkatkan kerja sama serta
dukungan internasional melalui keterlibatannya dalam ASEAN, APEC, ARF,
ASEM, OKI, Gerakan Nonblok, Kelompok 15 dan Kelompok 778

Kebijakan politik luar negeri Indonesia pada prinsipnya berdasarkan
politik bebas aktif. Kebijakan politik yang sepenuhnya dilakukan oleh
Pemerintah Indonesia tidak terlepas dari prinsip tersebut. Hal terpenting dari
prinsip yang dianut adalah mengembangkan kebijakan berdasarkan
kepentingan internasional yang menghormati kepentingan negara-negara lain
di dunia. Kebijakan politik luar negeri dapat ditempuh melalui peran serta
aktif di dalam oraganisasi atau forum-forum regional maupun internasional.
Pemerintah Republik Indonesia berupaya mengoptimalkan partisipasi dan peran
aktif Indonesia dalam forum regional dan multilateral **

Kebijakan luar negeri Indonesia mendapatkan protes dari sebagian
masyarakat dalam negeri terkait masalah Program Nuklir Iran. Kebijakan
tersebut menimbulkan kontroversi termasuk di lembaga legislatif. Dewan
Perwakilan Rakyat bahkan menggagas hak interpelasi terhadap Presiden
terkait dengan kasus tersebut. Hal ini terjadi dikarenakan adanya dukungan
Indonesia atas dikeluarkannya Resolusi DK PBB No 1747 tahun 2007.%

Indonesia awalnya mendukung Iran untuk mengembangkan nuklir yang
digunakan untuk tujuan damai. Dukungan Indonesia ini dapat terlihat dari
kunjungan Presiden Iran Ahmadinejad yang datang ke Indonesia tanggal 9-12
Mei 2006 yang lalu yang menandakan keinginan Iran akan dukungan
Indonesia pada proyek nuklir untuk kepentingan sipil. Iran berusaha
mendapatkan dukungan Indonesia secara sosial, politik, dan ekonomi.

Kedatangan Presiden Ahmadinejad ke Indonesia ini disambut perduduk

¥ Riza Sikbudi, Politik Luar Negen RI Mau ke Mana? Diakses dari http/lwww polarhome.com/

B"pennaiVnasional-m12002—0ct0ber;’00034] il pada 26 Maret 2009, pukul 14.39

Kebijakan Departemen Luar Negeri Indonesia, diakses dari http://www.depln go.id/ diakses 2
Juli 2009 pukul 22,30 WIB.
3 Hak Interpelasi DPR terhadap Kasus Nuklir Iran, diakses dari http:/fwww.tempointeraktif.com
tanggat 1 Juli 2009 pukul 14.55 WIB.

Universitas Indonesia
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Indonesia dengan antusias yang menandakan adanya dukungan penuh
Indonesia bagi Iran untuk proyek nuklirnya. *®

Sejauh ini posisi Indonesia mendukung pengembangan tenaga nuklir
untuk tujuan damai. Ini hak mendasar setiap negara. Akan tetapi, Indonesia
juga konsisten menolak penyebarluasan senjata nuklir”. Sikap Indonesia itu,
menurut Menlu Hassan Wirayuda, telah dikonfirmasikan kepada Iran.
Pemerintah Iran menyambut baik dukungan tersebut karena proses pengayaan

uranium yang dilakukan oleh Iran tidak ditujukan memproduksi senjata
pemusnah massal.'?

Dukungan Indonesia terhadap Iran juga ditujukan dengan mengambil
sikap abstain dalam pemungutan suara 35 anggota Dewan Gubernur IAEA
pada 4 Februari 2006. Sikap abstain Indonesia didasari agar para pihak yang
terkait dalam kasus nuklir Iran ini dapat memaksimalkan proses damai.'’

Indonesia secara resmi terpilih menjadi anggota tidak tetap Dewan
Keamanan PBB periode 2007-2008 pada sidang ke-61 Majelis Umum PBB di
New York, Amerika Serikat. Bersama dengan anggota tidak tetap lainnya,
Inddﬁésia akan dapat memainkan peran baru di sebuah dewan yang seiama
ini - mengendalikan arah dan kebijakan PBB."

'Tekad pemerintah untuk membantu penyelesaian masalah Timur
Tengah menjadi prioritas dalam agenda DK PBB. Sebagai negara demokrasi
berpenduduk muslim terbesar di dunia, Indonesia memiliki posisi tawar
untuk lebih mempengaruhi dewan keamanan.

Peran Indonesia sebagai angpota tidak tetap Dewan Keamanan PBB
mendapatkan protes dan kritik dari datam negeri. Banyak pihak yang kecewa
atas keputusan pemerintah Indonesia di DK PBB yang mendukung keluarnya

Resolusi DK PBB No 1747 tahun 2007 yang memperberat sanksi terhadap

Iran.!’

*Indonesia Mendukung Program Nuklir Iran untuk Tujuan Damai, diakses dari
hitp://www.unisosdem.org/ tanggal 25 Juni 2009 pukul 13.30 WIB.

"2SBY - Ahmadinejad Bahas Krisis Nuklir Koran Pikiran Rakyat edisi 11 April 2006

YIndonesia Berikan Suara Abstain Dalam Voting Resolusi lran DK PBB, diakses
http://Awww.indonesia-ottawa.org/ tanggal 29 Juni 2009 pukul 22.25 WIB.

"Indonesia Menjadi Anggota Tidak Tetap Dewan Keamanan PBB, dikutip dari Harian KOMPAS,
edisi 05 September 2006.

“Indonesia Mendukung Resolusi DK PBB terkait Program Nuklir Iran, diakses dari
www.ina.po.id/ tanggal 3 Juli 2009 pukul 01.22 WIB
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Dukungan pemerintah atas Resolusi Dewan Keamanan PBB No. 1747
tahun 2007 untuk memperberat sanksi terhadap Iran menuai reaksi dan
menjadi sumber ketidakpuasan berbagai pihak terhadap pemerintahan
Presiden Yudhoyono, dan beranggapan bahwa dukungan pemerintah terhadap
pemberian sanksi untuk Iran menunjukkan Indonesia masih menjadi bayang-
bayang pemerintah AS. '®

Indonesia mengajukan empat usulan uniuk mengubah rancangan
resolusi yang diajukan oieh Jerman, Perancis dan Inggris. Keempat usulan itu
antara lain jaminan tentang hak setfiap negara untuk mengembangkan
teknologi nukiir guna tujuan damaj; kewajiban mematuhi traktat non
profilerasi; kawasan bebas senjata pemusnah massal di Timur Tengah; dan
perundingan dilakukan dengan niat baik.!”

Kebijakan politik luar negeri Pemerintah Republik Indonesia di bawah
kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Wakil Presiden
Muhammad Jusuf Kalla terkait program nuklir Iran terlihat fidak konsisten.
Awalnya Indonesia memberikan dukungan terhadap program nuklir Iran
tetapi ketika masalah tersebut dibawa ke forum Dewan Keamanan PBB
Indonesia berubah haluan mendukung sanksi terhadap Iran. Melalui Resolusi
Dewan Keamanan PBB No.1747 tahun 2007 Iran mendapatkan sanksi yang
lebih berat. Perubahan kebijakan tersebut tentu menimbulkan kontroversi
yang berkembang di masyarakat Indonesia. Tidak hanya organisasi sosial
kemasyarakatan tetapi juga direspon oleh Dewan Perwakilan Rakyat melalui
penggunaan hak interpelasi.

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti tertarik untuk menganalisa
kebijakan luar negeri Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Susilo
Bambang  Yudhoyono dengan mengambil judul:"PERUBAHAN
KEBIJAKAN LUAR NEGERI INDONESIA DALAM PENYELESAIAN
PROLIFERASI NUKLIR IRA (2006-2007)"

'é Hikmanto Juwono. Pasca Dukungan Resolusi DK PBB kolom opini Harian KOMPAS edisi 10
April 2007.

"7 Raker Komisi I dan Menlu Ricuh, DPR-Pemerintah Beda Pendapat Soal Resolusi DK PBB.
www.poogle.com.
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Penelitian ini ditopang oleh beberapa mata kuliah pokok (core subject)
dalam jurusan Hubungan Internasional yang dipelajari di Universitas
Indonesia yang meliputi:

e Politik Luar negeri Indonesia; dimana dalam penelitian ini memfokuskan
kajian pada upaya pemerintah Indonesia melakukan hubungannya dengan
negara lain dalam memperjuangkan kepentingan nasional bangsanya.

e Organisasi Internasional; tentang peranan PBB sebagai organisasi
internasional dalam upayanya menyelesaikan sengketa nuklir Iran.

o Hukum Internasional; dimana konsep yang digunakan adalah tentang
hukum perjanjian internasional (baik perjanjian bilateral maupun
multilateral) dan tentang Non Proliferation Treaty.

e Analisis Politik Luar Negeri; konsep yang digunakan adalah tentang

pengaruh pemimpin negara dalam pengambilan keputusan-keputusan luar

negeri.

1.2 Fokus Masalah

Kejatuhan pemerintahan Presiden Soeharto, yang dipicu oleh
terpuruknya perekonomian nasional sebagai dampak dari krisis ekonomi
regional telah mewariskan sejumlah permasalahan besar. Harga-harga
kebufuhan pokok di dalam negeri mengalami kenaikan sebagai akibat dari
utang Indonesia yang bertambah besar dan harus dibayar dalam bentuk mata
uang asing yang saat itu nilai tukar Rupiah melemah terhadap mata uang
asing kbususnya Dollar Amerika Serikat.

Dampak dan krisis moneter ini juga mulai merembet ke segala bidang
perckonomian nasional ditambah lagi dengan lemahnya sistem keuangan
nasional dimana sistem perbankan yang dialokasikan pada sektor yang
kurang menguntungkan dan beresiko tinggi. Selain itu, para investor asing
yang menginvestasikan dananya yang bersifat jangka pendek suatu saat dapat
ditarik kembali sehingga menyebabkan kerugian yang cukup besar (defisit
balance of payment). Knsis ekonomi ini juga menyebabkan daya saing ekspor

Indonesta di dunia Intentasional mulai menurun.
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Sisa-sisa persoalan warisan pemerintahan Soeharto, belum semua
tertangani. Sejumlah persoalan baru yang ibarat "benang kusut" harus diurai
satu persatu untuk menyelesaikannya, antara lain mulai merebaknya konflik
di daerah-daerah yang mengancam keutuhan wilayah Indonesia yang secara
tidak langsung timbulnya permasalahan baru yaitu masalah Hak Asasi
Manusia (HAM).

Kerusuhan pasca jajak pendapat di Timor Leste pada tahun 1999 telah
menjadikan pemerintah Indonesia terpublikasi di dunia internasional sebagai
bangsa yang tidak menghargai penegakkan HAM. Munculnya berbagai
konflik komunal dan sosial telah mengakibatkan penderitaan yang luar biasa
bagi masyarakat dengan jatuhnya korban jiwa maupun material yang tidak
terhingga.

Selain itu ancaman terorisme yang terkait dengan peledakan bom di
Bali juga mulai mempersulit Indonesia untuk membangun kembali politik
lvar negeri Indonesia, terutama setelah terorisme internasional dinyatakan
juga mempunyai jaringan di Indonesia.

Berbagai upaya dilakukan untuk mengembalikan citra Indonesia
dimata internasional semenjak masa pemerintahan Presiden Habibie hingga
Presiden Yudhoyono. Hal ini dapat terlihat dari mulai aktifnya Indonesia di
berbagai organisasi internasional, dan kini ini Indonesia tercatat sebagai
anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB. |

Indonesia telah berhasil terpilih sebagai anggota tidak tetap Dewan
Keamanan PBB pads pemilihan yang dilakukan oleh Majelis Umum PBB
pada tanggal 16 Oktober 2006, melalui pemungutan suara, dengan perolehan
158 suara dukungan dari keseluruhan 192 negara anggota PBB yang memiliki
hak pilih.'?

Selain Indonesia yang dipilih dari kawasan Asia, Majelis Umum juga
telah memilih Afrika Selatan dari kawasan Afrika, Belgia dan Italia dari
kawasan Eropa Barat sebagai anggota tidak tetap untuk periode yang sama,
sementara pemilihan wakil kawasan Amerika Latin dan Karibia masih

menunggu pemunguian suara lanjutan antara Guatemala dan Venezuela.

'8 Op. Cit,.
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Keanggotaan Indonesia di Dewan Keamanan, terhitung mulai pada tanggal 1
Januari 2007 hingga tanggal 31 Desember 2008.

Keanggotaan Indonesia di Dewan Keamanan merupakan wujud dari
upaya di bidang diplomasi untuk melaksanakan amanah Pembukaan UUD
1945, yang memandatkan Indonesia untuk "turut serta secara aktif dalam
upaya menciptakan ketertiban dunia yang berdasarkan kebebasan,
perdamaian abadi dan keadilan sosial”.

Sebagai salah satu anggota yang mewakili kawasan Asia dan sekaligus
wakil dari negara berkembang dan berpenduduk mayoritas Muslim, Indonesia
dapat memberikan warna terhadap kerja Dewan Keamanan, termasuk dalam
menentukan priorifas, pendekatan serta upaya reformasi kerja Dewan
Keamanan.

Kebijakan atau peran Indonesia sebagai anggota tidak tetap Dewan
Keamanan PBB mendapatkan protes dan kritik dari dalam negeri. Hal ini
dikarenakan dukungan Indonesia atas dikeluarkannya Resolusi Dewan
Keamanan PBB No 1747 tahun 2007 terkait dengan krisis nuklir Iran.

Iran yang menempati kawasan Timur Tengah, merupakan salah satu
negara yang menganggap bahwa pengayaan uranium merupakan program
yang penting bagi negaranya yaitu sebagai pembangkit tenaga listrik yang
digunakan sebagai kelangsungan hidup warga masyarakatnya. Pembangunan
program nuklir yang dijalankan Iran mempunyai tujuan salah satunya adalah
mengingat bahwa cadangan minyak — Iran akan habis dan merupakan langkah
pengaman atau perlindungan terhadap sumber minyak. Jika minyak Iran
hancur, maka perekonomian Iran pun akan hancur.

Adanya proliferasi nukhr yang dilakukan oleh Iran, pada dasarnya
merupakan ancaman bagi Amerika Serikat dan juga bagi negara-negara di
kawasan Timur Tengah, maupun bagi kelangsungan sistem internasional.
Karena dengan semakin meningkatnya kemampuan uranium yang dimiliki
oleh Iran jika berhasil mendekati pada pembuatan senjata nuklir make akan

terjadi instabilitas serta perlombaan senjata antara negara di kawasan Timur
Tengah.
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Berbagai upaya damai pun telah dilakukan oleh Amerika Serikat dan
PBB untuk menghentikan program pengayaan nuklir Iran, antara lain dengan
menjatuhkan Resolusi DK PBB No 1696 Tahun 2006; Resolusi DK PBB No
1737 Tahun 2006 dan yang terbaru Resolusi DK PBB No 1747 Tahun 2007.
Pada awalnya Indonesia mendukung Iran untuk mengembangkan nuklir yang
digunakan untuk tujuan damai. Seperti yang ditegaskan dalam NPT (Non
Proliferation Treaty) setiap negara yang menandatangani NPT memiliki hak
mutlak (inalienable right) untuk mengembangkan teknologi nuklir untuk
tujuan damai."

Indonesia berupaya untuk membantu penyelesaian nuklir kasus nuklir
Iran secara damai. Namun setelah Indonesia menjadi anggota tidak tetap
Dewan Keamanan PBB, Indonesia merubah arah kebijakan Iuar negerinya
dengan mendukung dikeluarkannya Rssolusi Dewan Keamanan PBB No
1747 tahun 2007 yang memberikan sanksi lebih berat kepada Tran.?°

Untuk itu, dalam penelitian ini, peneliti memfokuskan masalah
penelitian pada perubahan kebijakan luar negeri Indonesia dalam
penyelesaian kasus proliferasi nuklir Iran dan hubungannya dengan tujuan
untuk ikut menciptakan perdamaian dunia, serta upaya mengembalikan peran

dan citra Indonesia di dunia internasional.

1.3 Perumusan Masalah

Perumusan masalah digunakan untuk mempermudah menganalisis dan
mendapatkan penjelasan yang didasari pada identifikasi masalah, maka
peneliti merumuskan masalah sebagai berikut: Faktor —faktor apa saja
yang menyebabkan kebijakan luar negeri Indonesia berubah dalam

penyelesaian proliferasi nuklir Iran (2006-2007)?

1.4 Tujuan Penelitlan
1.4.1 Tujuan Umum

Adapun tujuan umum dari penelitian dan penulisan ini adalah untuk

' fawaban Terhadap Pertanyaan Masalah Teknologi Nuklir Damai Republik Islam Iran, diakses

dari hitp://www.iranembassy.or.id/ tanggal 3 Juli 2009 pukul 01.23 WIB.
# Op.Cit,.
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mendeskripsikan implementasi politik luar negeri Indonesia pada masa
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono
1.4.2 Tujuan Khusus

Secara khusus tujuan penelitian ini untuk menjelaskan dan
menganalisa perubahan kebijakan luar negeri Indonesia terkait dengan

proliferasi nuklir di Iran.

1.5 Manfaat Penelitian
1. 5.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan atau
kontribusi bagi pengembangan konsep-konsep kemajuan ilmu pengetahuan,
khususnya ilmu Hubungan Internasional serta sebagai referensi dan bahan
kajian tambahan untuk memperluas wawasan tentang upaya penyelesaian
krisis nuklir Iran.
1.5.2 Manfaat Praktis

Penelitian ini merupakan salah satu syarat untuk menyusun skripsi
pada Jurusan Hubungan Internasional Fakultas Iimu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Indonesia

1.6 Kerangka Pemikiran

Untuk membantu mengkaji permasalahan dalam penelitian ini, maka
peneliti menggunakan pendekatan realisme karena pendekatan ini dianggap
mampu menjelaskan dan mempermudah dalam menganalisis Politik Luar
Negeri, pendekatan ini menyatakan bahwa politik seharusnya dimainkan
dalam corak yang realistis.

Bagi kaum realis, polittk dianggap sebagai perjuangan untuk
mendapatkan power. Power didefinisikan sebagai suatu hubungan yang
bersifat psikologis dimana salah satu aktor mampu mengendalikan
(mengontrol) perilaku aktor lain, dimana yang dijadikan aktor dalam
pendekatan realis ini adalah negara sebagal aktor utama. Pada umumnya,
kaum realis mengatakan politik sebagi power yang diartikan sebagai

hubungan psikologis dimana seorang aktor mampu melakukan kontrol
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terhadap tingkah laku aktor lainnya.
Dalam pendekatan realis, tindakan rasional adalah segenap kegiatan
kepentingan pribadi, kelompok, atau kepentingan nasional berarti memenuhi
tuntutan kekuatan-kekuatan yang inheren dalam kodrat manusia.2!
Kaum realis memandang bahwa politik sebagai perjuangan untuk
mendapatkan power yang merupakan konsep sentral pertama mereka, dimana
unfuk bertindak secara rasional sesuai dengan kepentingannya, seseorang
harus berusaha mencari power agar memperoleh kemampuan serta dapat
mengendalikan orang lain dan mengejar power dalam rangka usaha
mengembangkan kepentingan yang berarti memenuhi ketentran dasar hukum
alam karena pada diri manusia alami melekat kekuatan-kekuatan yang dapat
dipergunakan untuk mencapai suatu tujuan. Kaum realis beranggapan bahwa
manusia dalam bertindak secara rasional dan ciri utama insan politik yang
rasional adalah bijaksana atau hati-hati (prudent).”
Dominasi perspektif atau pemikiran realis pada hakikatnya didasari
oleh beberapa asumsi yaitu?:
¢ Negara merupakan aktor penting dan utama dalam politik global
e Negara sebagai aktor utama adalah sebuah kesatuan yang utuh
s Negara bertindak rasional atas dasar untuk mencapai kepentingan dan
tujuan nasionalnya

o Politik adalah upaya untuk memperoleh kekuasaan (struggle for power)
dalam Hubungan Internasional yang anarkis untuk semakin memperkuat
posisi negara dan menjadi tema sentral dalam tradisi ilmiah politik
internasional serta hubungan internasional.

Bagi realis, power adalah dasar bagi negara-negara untuk berinteraksi.
Preskripsi khas realis adalah perlindungan clan peningkatan power. Power
yang dimiliki negara-negara bervariasi dan hanya sejumlah kecil negara yang

mendominasi sistem global.

2! Robert Jackson dan Soremsen George. 1999, Pengantar Studi Hubungan Internasional.
Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hal. 88.

2 Mochtar Mas'oed. 1990. limu Hubungan Internasional. Disiplin dan Metodologi. Jakarta:
LP3ES, hal. 222.

B Paul R. Viotti dan Mark V. Kauppi. 1999. Infemasional Relations: Realism, Pluralism,
Globalism and Beyond New York : Allyn and Bacon Viacom Co. hal. 6-7.
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Pendekatan realis salah satunya adalah konsep kepentingan nasional

dar1 Hans J Morgenthau. Ia menyatakan,

“Political realism believes that politics, like society in general, is
governed by objective laws that have their roots in human nature.
In order to improve society it is first necessary to understand the
laws by which society lives. The operation of these laws being

impervious to our preferences, men will challenge them only at

the risk of failure”. 2*

Kepentingan nasional adalah tujuan-tujuan yang ingin dicapai
sehubungan dengan kebutuhan bangsa negara atau berhubungan dengan hal
yang dicita-citakan.”’ Pada umumnya kepentingan nasional dilakukan demi
(1) pertahanan, (2) keamanan, (3) kesejahteraan (4) prestige (5) ideologi.?®

Istilah kepentingan nasional pada dasarnya berusaha untuk
mensejajarkan kepentingan-kepentingan individu dan atau kelompok dalam
suatu masyarakat dengan anggapan bahwa ada beberapa kebijakan luar negeri
yang absah bagi masyarakat tersebut. Kepentingan nasional termasuk
kedalam visi yang diperjuangkan oleh suatu bangsa atau negara untuk
dipergunakan dalam rangka menjaga ketertiban internasional.

Kepentingan nasional mengandung nilai-nilai yang merupakan dasar
bagi suatu negara untuk dipergunakan dalam mencapai sasaran ataupun
strategi yang telah dirumuskan.?’” Kepentingan nasional ini kemudian
menjadi konsep kunci yang dipergunakan oleh para pembuat kebijakan dalam
memakai pertimbangan nilai pada realitas politiknya.

Secara umum William D. Coplin mengemukakan kepentingan
nasional sebagai berikut :

“Masalah-masalah prespektif yang mengitari perdebatan
yang mengitari konsep kepentingan nasional berkaitan dengan
kepentingan-kepentingan yang harus diwakili, definisi eksak
dari kepentingan-kepentingan kolektif bangsa dan cara
membentuk proses perumusan kebijakan untuk menangani

MHans J. Morgenthau, 1978. Politics Among Nations: The Struggle for Power and Peace, Fifih
Edition, Revised, New York: Alfred A. Knopf, hal. 4-15.

T. May Rudi. 1993, Teori, Etika dan Kebijakan Luar Negeri Bandung: Penerbit Angkasa,
hal.16.

% Abdul A. Said. 1998. dikutip dalam Tutus Warsito, Teori-Teori Politik LuarNegeri: Relevansi
dan Keterbatasannya. Y ogyakarta:Bigraf Publishing, hal 27.

T Suffri Yusuf. 1989. Hubungan Intemasional dan Politik Luar Negeri: Sebuah Analisis Teoritis
dan Uraian Tentang Pelaksanaannya, Jakaria: Pustaka Sinar Harapan, hal 30
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interaksi diantara kepentingan sub:gasional kelompok-kelompok

dan kepentingan kolektif bangsa”.

Jadi kepentingan nasional merupakan faktor paling menentukan yang
memandu para pembuat keputusan dalam merumuskan politik luar negeri.

Politik luar negeri merupakan strategi atau rencana tindakan yang

dibentuk oleh para pembuat keputusan suatu negara dalam menghadapi

negara atau unit politik lainnya, dan dimaksudkan untuk mencapai tujuan

nasional yang apesifik yang dituangkan dalam terminologi kepentingan

nasional.¥’

Politik luar negeri merupakan studi yang kompleks dan luas yang
mencakup tidak kurang dari kehidupan intemal dan kebutuhan-kebutuhan
eksternal dari sekelompok besar masyarakat yang terorganisir untuk
mengupayakan dan memelibhara identitasnya (geografi, hukum, dan sosial)
sebagai suatu negara bangsa.’®

Kajian politik luar negeri menelaah formulasi sikap dan tindakan
suatu negara terhadap lingkungan eksternalnya.®® Oleh karepa itu, dalam
politik luar negeri terdapat faktor-faktor internal dan eksternal yang
mempengaruhi formulasi sikap, tindakan atau kebijakan suatu negara
terhadap lingkungan internasional tersebut.

James N Rosenau memandang bahwa politik luar negeri meliputi
semua sikap dan aktivitas melalui masyarakat nasional yang terorganisir
berusaha untuk mengatasi dan memperoleh keunfungan dan lingkungan
internasionalnya. Rosenau mengemukakan tiga konsepsi tentang politik luar
negeri, yaitu:*

s Seperangkat orientasi (a Busier of orientation), merupakan pedoman bagi
para pejabat dalam suatu negara untuk menghadapi kondisi eksternal yang
menuntut pembuatan keputusan dan tindakan berdasarkan keputusan

tersebut. orientasi tersebut terdiri dari sikap, persepsi, dan nilai-nilai yang

2 william D Coplin. 1992. Pengantar Politik Internasional Suatu telash Teoritis (tj) Mersedes
Marbun, Bandung: Bina Cipta, hal. 446.
3 Jack C. Plano dan Roy Ofton. Ibid hal 5

38 T May Rudy.1993. Teori, Etika dan Kebjjakan Luar Negeri. Bandung: Angkasa- hal 77
% T May Rudy, fbid. hal 16

* James N Rosenau. 1976. Kenneth W Thomson, Gavin Boyd, World Politics: An Introduction,
New York: Free Press. hal 16-17
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dijabarkan dari pengalaman sejarah. Oleh karena itu politik lvar negeri
dipandang sebagai sekumpuian orientasi mengacu pada prinsip-prinsip
dan tendensi umum yang mendasari findakan negara dalam dunia
internasional.

Sekumpulan komitmen dan rencana tindakan (a sef of commitments and
plans of action), merupakan fase yang menghubungkan negara dengan
lingkungannya yang dikembangkan oleh para pejabat berwenang untuk
membina dan mempertahankan situasi di luar negeri yang sesuai dengan
orientasi pokok suatu negara. Fase ini terdiri dari tujuan yang spesifik dan
instrumen untuk mencapai tujuan yang dianggap cukup memadai untuk
menjawab peluang dan tantangan dari luar negeri. Dalam kenyataannya,
rencana tindakan ini merupakan penerjemahan dari orientasi umum dan
reaksi terhadap keadaan yang konkret. Fase ini disebut juga fase
perumusan politik luar negeri. Dalam fase ini tindakan politik luar negeri
lebih diamati karena biasanya diartikuiasikan dalam pernyataan-
pernyataan formal, dalam konferensi pers atan dalam komunikasi media
massa.

Suatu bentuk tingkah laku (a form of behavior), merupakan langkah-
langkah konkret yang diamati oleh para pejabat yang berhubungan dengan
kejadian dan sitwasi ekstemal. Tindakan ini merupakan kelanjutan dari
orientasi umum dan pengembangan sasaran dan komitmen yang bersifat
spesifik.

Howard Lentner mengemukakan bahwa politik luar negeri

merupakan bentuk kebijakan yang terdiri dari tindekan yang meliputi:*!

Penetapan pemilihan tujuan (selection of objectives) yang menyangkut
pemilihan tujuan dari berbagai alternatif pilihan dengan mempergunakan
cara-cara untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Pengerahan alat (mobilization of means) yang meliputi pengerahan semua
sumber daya yang dimiliki oleh suatu negara berkenaan dengan tujuan

politik luar negerinya. Hal ini berarti pula hubungan yang tercipta antara

*! Howard Lentner, Foreign Policy Analysis: A Comparative and Conceptual Appreach, Ohio:
Charles F Mermril Publishing, 1974, hal 3,
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pemimpin eksekutif dengan masa publik dan kelompok pemerintahan.
o Pelaksanaan (implementation), merupakan pelaksanaan instrumen-
instrumen politik luar negeri guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan

baik secara politik, diplomatik, ekonomi dan militer.

Secara lebih luas Lentner mengklasifikasikan dua komponen besar
faktor-faktor yang mendasari dan menentukan rencana-rencana serta pilihan-
pilihan yang dibuat oleh para pembuat keputusan yang mempengaruhi oleh
lingkungan eksternal dan lingkungan internal menjadi:

e Determinan luar negeri (foreign determinants): mengacu pada keadaan
sistemn internasional dan situasi pada waktu tertentu. Determinan luar
negeri tidak dapat terlalu mengontrol tindakan yang dilakukan karena
para pembuat keputusan politik luar negeri tidak boleh melakukan
kesalahan dalam menginterpretasikan pola yang ada. Deferminan [uar
negeri selalu memiliki andil dalam kesuksesan pencapaian politik luar
negeri, yang pada dasarnya memang kesuksesan tersebut tidak hanya
diperoleh dari negara yang berinisiatif tetapi juga dari negara-negara yang
memberikan respon dilingkungannya. Kesuksesan pencapaian tujuan
kebijaksanaan apakah didukung, tergantung pada keseluruhan cola dari
situasi dan realisasi konsep serta kemahiran dalam pelaksanaannya.

e Determinan domestik (domestic determinants): adalah atribut,
karakteristik kondisi dan proses yang bersama-sama dengan determinan
luar negeri, membantu tindakan-tindakan politik luar negeri. Pada
kenyataannya determinan ini juga dijadikan target pengaruh oleh negara-
negara lain karena dalam merubah determinan-determinan yang ada,
negara-negara Jain juga akan merubzah tindakanhya. Determinan domestik
selalu mengalami perkembangan dan perubahan, namun dapat ditemukan
bahwa terdapat beberapa determinan yang relatif stabil, sehingga dapat
diklasifkasikan kedalam tiga kategori berdasarkan kecepatan
perubahannya yaitu:

» Highly Stable Determinanis, terdiri dari luas geografi, lokasi, bentuk

wilayah daratan, iklim, populasi, dan terdapat sedikit sekali
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kemungkinan terjadinya perubahan yang sangat mendesak. Perubahan
terhadap determinan ini olek negara lain, biasanya hanya dapat
dilakukan dalam bentuk penggunaan kekerasan.

» Moderately Stable Determinants, terdiri dari budaya politik, gaya
politik, kepemimpinan politik dan proses politik. Faktor individu ini
berkaitan dengan nilai-nilai, bakat-bakat, pengalaman dan kepribadian
pemimpinnya selama hidupnya. Dalam beberapa kajian hubungan
internasional membuktikan bahwa perilaku luar negeri suatn negara
akan berbeda dari satu pemimpin sebelumnya dengan pemimpin yang
sekarang. Kepemimpinan adalah kemampuan untuk mempengaruhi
orang lain, sehingga orang lain tersebut berfingkah laku sebagaimana
dikehendaki oleh pemimpin tersebut.>* Perubahan yang dapat terjadi
pada determinan ini, sedikit lebih cepat daripada determinan Highly
Stable Determinants

» Unstable Determinans, yaitu sikap dan persepsi jangka pendek seperti

.. halnya faktor ketidaksengajaan (accidental). Kesemuanya memiliki
kemungkinan untuk mengalami perubahan yang cepat dalam suatu
situasi.’*

Politik luar negeri snatu negara banyak dibentuk oleh determinan
domestik. Karakteristik dan sumber daya suatu negara juga membentuk suatu
kapasitas dan kecenderungan tertentu. Setiap negara memberikan respon
yang berbeda terhadap lingkungannya, karena adanya perbedaan latar
belakang, pengalaman, ide, dan sumber pencakupan budaya politik.
Walaupun faktor-faktor ini relatif bersifat permanen, masih ada faktor
ketidaksengajaan dari faktor-faktor yang dapat. berubah lainnya, yang
membantu untuk memahami perumusan politik luar negeri, namun bukan
untuk memprediksinya.

Kapasitas yang dibentuk oleh determinan-determinan yang dimiliki

lebih lanjut akan melahirkan suatu bentuk persepsi dari negara yang

M Soerjono Soekanto. 2002. Sosiologi Suatu Pengantar. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, hal.
30.

¥ Howard Lentner. Op.Cit, hlm 55-56.

Universitas Indonesia

Perubahan kebijakan..., Editha Mahrany, FISIP Ul, 2009.

S e [



18

memilikinya dan dapat digunakan untuk menjadi pertimbangan dalam
perumusan tindakan politik Iuar negeri.

Politik luar negeri yang telah dikemukakan oleh balk oleh Rosenau
maupun Lentner, pada dasarnya adalah sama yaitu merupakan suatu bentuk
kebijakan yang terdiri dari tindakan-tindakan balk abstrak maupun konkret.
Dari apa yang telah dikemukakan diatas, pada fase perfama merupakan
tujuan yang ingin dicapai sesuai dengan nilai-nilai persepsi dari negara
tersebut; kedua, adalah perumusan politik luar negeri dengan menggunakan
sumber-sumber yang ada dalam negara; kefiga yaitu membangun opini
publik.

Menurut Letner dalam perkembangannya, perumusan yang telah
dijadikan kebijakan dapat saja berubah, terdapat empat cara untuk terjadinya

suatu perubahan dalam proses pembuatan kebijakan luar negeri. Cara-cara itu

dapat melalui : *®

e Perubahan pada tingkat elit politik, baik melalui suksesi atan secara
konstitusi dan prosedur langsung membawa pimpinan baru dalam
pemerintahan. Hal ini membawa pengharapan dan kepentingan yang
berbeda,

¢ Perubahan kebijakan dari elit yang berkuasa. Perubahan ini otomatis akan
membawa dampak pada perubahan persepsi dan tujuan dan perubahan ini
akan membawa pada keputusan baru, bergantung kepada pemecahan
masalah dan pengetahuan dan kapabilitas dari elit politik tersebut. Hal ini
akan membawa pada suatu masalah bagi elit politik yaitu bagaimana
mempertahankan koalisi yang dominan,

e Perubahan pada koalisi yang dominan. Perubahan ini hanya bisa terjadi
pada sistem politik yang menyetujui adanya oposisi dan hanya bisa pada
koalisi dimana elit sebelumnya mengalami kegagalan atas faktor tertentu,
misalnya dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi,

» Perubahan pada struktur pemerintahan. Perubahan int akan mempengaruhi
pada kebijakan jangka panjang, perubahan ini yang menjadi penting

dalam kebijakan luar negeri adalah mereka yang mengubah hubungan dari

* Howard Lentner. Op. Cit , him. 191,
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segmen-segmen politik dan mereka yang memberikan akses langsung
pada para pembuat keputusan kepada elit politik baru yang memimpin
konstitusi.

Perumusan kebijakan luar negeri. pada dasarnya tidak sesederhana
menetapkan sasaran serta menggariskan tindakan untuk mencapai atau
mempertahankan tujuan, dan kebanyakan keputusan pemerintah biasanya
diarahkan pada berbagai peristiwa yang tidak diharapkan di luar negeri, pada
saat krisis berlangsung, perumus kebijakan harus mencurahkan perhatian
sepenuhnya pada pengambilan tindakan segera; dengan mempertimbangkan
opini masyarakat; kebijaksanaan tradisional, peranan nasional, orientasi
politik luar negeri, seria sasaran luar negeri.’’

Sebagian besar keputusan dan tindakan kebijaksanaan luar negen
harus dipahami sebagai respon terhadap peristiwa dan kondisi yang
berlangsung pada lingkungan eksternal. Kebijakan luar negeri menipakan
aspek cita-cita suatu bangsa.

Diplomasi merupakan salah satu instrumen politik luar negeri yang
pada hakekatnya merupakan cara suatu negara untuk mencapai kepentingan
nasionalnya. Diplomasi merupakan praktek pelaksanaan politik luar negeri
suatu negara dengan cara negosiasi dengan cara lain. Tugas diplomasi adalah
berusaha menerapkan keinginan-keinginan dan pikiran-pikiran pemerintah
dan bangsa pada keinginan-keinginan dan pikiran-pikiran masyarakat yang
didekati. Diplomasi adalah jalan atau sarana untuk mencapai maksud dan
tujuan yang kita inginkan maka oleh karena itu dapat dipahami betapa
pentingnya pengetahuan yang diperlukan oleh seorang diplomat tentang cita-
cita dan kepentingan nasional.

Diplomasi dalam arti luas, pada dasarmya diplomasi sama dengan
politik luar negeri. Diplomasi diselenggarakan oleh masing-masing negara
dalam rangka pencapaian tujuan dan kepentingan dalam hubungan dengan
negara-negara lain. Diplomasi hanya akan berhasil balk apabila

pelaksanaannya dijiwai oleh mental patriotisme yang kuat, loyalitas yang

37 K.J Holsti. 1992. Politik Internasional Suatu Kerangka Anafisis (terj), Wawan Juanda, Bandung:
Percetakan Bina Cipte. fiat 121-125.
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besar terhadap pemerintah, bangsa dan negara dan kesadaran serta keyakinan
yang mendalam tentang kebenaran politik pemerintahnya. Diplomasi pada
hakekatnya adalah berusaha meyakinkan pihak negara lain.

Berakhimya Perang Dingin berarti berakhirnya sistem hubungan
internasional yang bipolaristik. Dalam studi politik luar negeri, elemen
sistem internasional merupakan salah satu faktor determinan untuk perubahan
politik luar negeri suatu negara. Oleh karena ifu, perubahan dalam sistem
internasional seharusnya menjadi pertimbangan pokok bagi negara
(pemerintah) untuk melakukan revisi, reinterpretasi, dan redifinisi politik luar
negeri.

Sejak pertengahan dekade 1990-an, ketika hubungan internasional
mengalami perubahan-perubahan mendasar akibat munculnya actor-aktor
baru (aktor ekonomi dan masyarakat), disertai pula munculnya isu-isu baru
(demokratisasi, perdagangan bebas, lingkungan hidup, HAM, kriminalitas
internasional, dan lain-lain} situasi domestik Indonesia pun mengalami
perubahan-perubahan yang mendasar.

Proses demokratisasi yang diwarnai dengan instabilisasi sistem
politik, runtuhnya perekonomian Indonesia yang dibangun dengan hutang
luar negeri selama pemeriniahan Soeharto. Munculnya gerakan separatisme
di beberapa wilayah, konflik horizontal di masyarakat, beroperasinya
jaringan terorisme internasional di wilayah Indonesia, dan yang terakhir
masalah bencana alam (tsunami, gempa bumi, kelaparan) menyebabkan
pemerintahan-pemerintahan pasca Presiden Soeharto harus memberikan
perhatian yang lebih besar pada persoalan domestik daripada politik luar
negeri. Beban hutang Iuar negeri dan ketergantungan terhadap bantuan luar
negeri untuk mengatasi berbagai problematika dalam negeri menyebabkan
Indonesia praktis terjebak dalam kendala ketergantungan.

Secara umum, dalam satu dekade terakhir posisi tawar Indonesia di
forum internasional drastis melemah, politik luar negeri pun cenderung lebih
bersifat pasif (reaktif). Maka pemulihan ekonomi pasca krisis dan integritas
teori-teorl Indonesia, merupakan dua prioritas politik luar negeri

pemerintahan pasca Presiden Socharto.
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Dari beberapa definisi mengenai politik lvar negeri yang telah
dijelaskan sebelumnya, peneliti mengambil pengertian politik luar negeri dari
Howard Lentner, Foreign Policy Analysis: A Comparative and Conceptual
Approach, Ohio: Charles F Merril Publishing dalam menganalisis penulisan
penelitian ini.

Dimana menurut Lentner dalam pengambilan kebijakan luar negeri
dipengaruhi oleh dua faktor yaitu faktor internal (domestik) dan ekstemal

(internasional).

1.7 Asumsi
Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan diatas, maka peneliti
menarik beberapa asumsi sebagai berikut:
o Setiap negara memiliki kepentingan nasional yang dicapai melalui
Politik Luar Negeri.
s Politik Luar Negeri sebuah negara dapat dicapai melalui interaksi dengan
nepara lainnya ataupun dengan organisasi internasional.
s Politik Luar Negeri Indonesia di dalam implementasinya dipengaruhi oleh

faktor internal (domestik) dan eksternal (luar).

1.8 Hipotesis

Berdasarkan kerangka pemikiran yang telah dipaparkan maka peneliti
menarik jawaban sementara terhadap permasalahan penelitian yang diajukan
atau hipotesis, yaitu:

Perubahan Kebijakan Luar Negeri Indonesia dalam Penyelesaian
Proliferasi Nuklir Iran disebabkan oleh dua faktor yaitu faktor internal
(domestik) dan faktor eksternal (internasional). Perubahannya yaitu faktor
internal (domestic determinants) yaitu pertama, faktor kepemimpinan
Yudhoyono dalam pengambiian keputusan luar negeri; kedua, persepsi
jangka pendek Indonesia dalam pengambilan keputusana; ketiga, peran serta
Indonesia dalam upaya menciptakan perdamaian dunia; Keempat,
meningkatkan citra/prestige Indonesia di dunia internasional. Faktor ekstemal

(international delerminants) yaitu, mulai membaiknya hubungan antara
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Indonesia dan Amerika Serikat.

Politik luar negeri Indonesia pada masa pemerintahan Presiden
Yudhoyono saat ini fetap berpedoman pada prinsip politik luar negeri bebas
aktif. Selain itu prinsip dasar Republik Indonesia adalah membangun
pergaulan bangsa yang saling menghormati antar negara di dunia
internasional. Kebijakan Pemerintah Indonesia tetap beranggapan bahwa
setiap nepara anggota penandatanganan NPT mempunyai hak untuk
mengembangkan nuklir untuk tujuan damai dan menentang apabila energi
nuklir yang dikembangkan untuk tujuan militer. Terkait dengan kebijakan
Republik Islam Irae yang tengah mengembangkan program nuklir yang
diklaim bertujuan damai yaitu mengembangkan energi listrik, Indonesia
mendukung dengan alasan bahwa setiap negara berhak mengembangkan
energi termasuk nuklir selama bertujuan damai. Terkesan Indonesia memiliki
standar ganda karena di satu sisi mendukung program nuklir Iran tetapi di
saat lain mendukung Resolusi Dewan Keamanan PBB yang memberikan
sanksi terkait program nuklir Iran. Dengan alasan berpegang pada alasan
tersebut, Indonesia tetap mendukung Iran untuk mengembangkan nuklir bagi
tujuan damai dan menentang Iran bila program pengembangan teknologi

nuklir ditujukan untuk pengembangan senjata pemusnah massal.

1.9 Definisi operasional
Sebelum mendefinisikan secara operasional variabel yang terkait

dalam penelitian ini, maka terlebih dahulu akan didefinisikan variabel-
variabel yang ada dalam judul "Perubahan Kebijakan Luar Negeri Indonesia
dalam Penyelesaian Proliferasi Nuklir Iran (2006-2007)"

Perubahan adalah menjadi lain, berbeda dengan yang semula, tidak
tetap keadaannya.

Kebijakan Iluar negeri (foreign policy), menurut T. May Rudi
merupakan strategi atau rencana tindakan yang dibentuk oleh para pembuat
keputusan suatu negara dalam menghadapi negara lain atau unit politik

internasional lainnya sebagai alat untuk mencapai kepentingan nasionalnya.’®

3* May Rudi, Op Ci, hal. 20.

Universitas Indonesia

Perubahan kebijakan..., Editha Mahrany, FISIP Ul, 2009.

ez gy trcir -

=T



23

Perubahan Kebijakan Luar Negeri adalah stratepi atau rencana yang
dibentuk oleh para pembuat keputusan suatu negara dalam menghadapi
negara lain menjadi berbeda. Perubahan kebijakan Ivar negeri Indonesia
adalah pada awalinya Indonesia mendukung Iran untuk mengembangkan
nuklir dan setelah Indonesia menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan
PBB, kebijakan luar negeri Indonesia menjadi berbeda yaitt mendukung
dikeluarkannya Resolusi No 1747 Tahun 2007 yang memberikan sanksi lebih
berat kepada Iran alas kasus proliferasi nuklir Iran.

Dalam kamus politik sebagaimana dikutip Marbun proliferasi
didefinisikan sebagai pertumbuhan dan pengembangan yang sangat cepat.
Proliferation berasal dari kata Proliferate yaitu increase rapidly in number
or amount atau peningkatan secara cepat dalam hal kuantitas atau jumlah.*

Untuk mempermudah penganalisaan dalam penelitian ini, maka
peneliti membuat suatu pembatasan definisi operasional melalui judul:

“Perubahan Kebijakan Luar Negeri Indonesia dalam
Penyelesaian Proliferasi Nuklir Iran (2006-2007)" melalui indikator-
indikator sebagai berikut:

e Peran serta Indonesia dalam upaya menciptakan perdamaian dunia.

e Upaya Indonesia dalam meningkatkan citra/prestige di dunia
internasional.

e Kian membaiknya hubungan antara Indonesia dan Amerika Serikat yang
ditandai dengan upaya-upaya pemulihan hubungan militer Indonesia

dengan Amerika Serikat.

1.10 Tinjauan Pustaka

Sebapai bahan perbandingan bagi peneliti dalam mengkaji tentang
kepentingan nasional Indonesia pasca pemerintahan Presiden Soeharto, maka
peneliti meninjau referensi dari penelitian terdahulu yang peneliti anggap
cukup relevan dengan permasalahan yang akan diteliti.

Tulisan yang ditinjau adalah buku yang berjudul:
¢ Politik Luar Negeri Indonesia di Bawah Soeharto yang ditulis oleh Leo

% B.N. Marbun, Op. Cit.. hal. 455

Universitas Indonesia

Perubahan kebijakan..., Editha Mahrany, FISIP Ul, 2009.

AN ST G R ADER LR T



24

Suryadinata, Jakarta:PT Pustaka LP3ES, Mei 1998.

Indonesia sebagai sebuah negara besar dan berpengaruh di kawasan
Asia Tenggara dipandang mempunyai ambisi untuk menjadi pemimpin
regional dan bahkan tingkat dunia. Posisi Indonesia yang strategis, balk
dari segi ekonomi maupun politik kerapkali menjadi "incaran" negara-
negara dari benua lain. Aspirasi dan posisi seperti ini tampaknya menjadi
faktor penting dalam arah politik luar negeri Indonesia, yang
mengimplementasikan melalui perannya dalam bentuk gerakan dan wadah
kerjasama internasional.

Dalam menganalisa politik luar negeri Indonesia selama orde
pemerintahan Presiden Soeharto, militer dan budaya (budaya politik)
Indonesia merupakan faktor yang sangat penting. Kajian dalam buku ini
membicarakan faktor-faktor utama yang telah menyumbang pada perilaku
politik luar negeri Indonesia.

Termasuk kapasitas negara, persepsi tentang para pemimpin utama
atas masalah-masalah politik luar negeri, budaya politik yang dominan
dan lembaga politik yang berfanggung jawab atas politik luar negeri.

Militer bersama dengan Soeharto seorang mantan jenderal militer,
adalah para perumus kebijakan utama. Kebijakan mereka dipengaruhi
oleh budaya politik yang umum, dalam anti orientasi abangan (atau
budaya Islam nominal), dan preferensi pada otoriterianisme.

Dalam hubungannya dengan persepsi Indonesia soal keamanan
dalam arti luas, Amerika Serikat dan Jepang adalah nepgara-negara yang
paling penting. Meskipun demikian, jika keamanan diterjemahkan dalam
arti militer dan politik, maka geopolitik merupakan faktor utama. Ini tidak
berarti hanya negara tetangga yang memiliki kapabilitas militer yang kuat
yang merupakan ancaman bagi Indonesia. Bahkan suatu negara tetangga
yang kecil yang dikuasai atau dimanfaatkan oleh negara-negara besar
untuk mengganggu Indonesia mungkin akan dilihat sebagai suatu
ancaman.

Dua negara adidaya, yakni Amerika Serikat dan bekas Uni Soviet,

dan juga adidaya ekonomi Jepang, penting untuk menjamin kesejahteraan
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Indonesia dibawah pemerintahan Socharto. Hampir 60% minyak mentah
Indonesia dijual ke Jepang dan Indonesia juga menerima bantuan asing
dalam jumlah besar dari "Negara Matahan Terbit" karena peranan Jepang
yang penting di Asia Tenggara, Indonesia juga menaruh perhatian pada
soal militerisasi mereka.

Timur Tengah adalah wilayah lain yang menjadi lebih penting bagi
Indonesia karena adanya kebangkitan Islam di dunia dan juga didalam
negerl Indonesia sendiri. Di masa lalu, kebijakan". Indonesia terhadap
negara-negara Timur Tengah lebih bersifat responsif daripada proaktif.

Politik luar negeri Indonesia sebelum Once Baru dicirikan dengan
nasionalisme yang kuat dan peran yang dominan dari para pemimpin
sekuler dibandingkan pemimpin Islam. Para pemimpin yang dianggap
telah kompromi dengan nasionalisme Indonesia tidak dapat bertahan dan
politik luar neperi Indonesia menjadi lebih militan bersama dengan
berjalannya waktu.

Hal ini karena rencana Presiden Soekarno mengalibkan masalah-
masalah dalam negeri ke persoalan-persoalan internasional. Selain itu
juga Bung Hatta juga memperkenalkan politik luar negeri yang bebas
aktif yang tidak hanya menjadi kebijakan negara dalam era pemerintahan
Presiden Soekarno, namun juga dalam era pemerintahan Presiden
Soeharto.

Setelah pemilihan presiden pada tahun 1983, tidak diragukan lagi
bahwa Presiden Soeharto menjadi lebih berperan dalam perumusan politik
luar negeri. Hal ini dapat terlihat dari penyelesaian masalah antara
Indonesia dengan Malaysia yang diakhiri dengan kerjasama regional.
Indonesia dibawah kepemimpinan Presiden Soeharto berkeinginan untuk
memajukan kerjasama regional di dalam konteks ASEAN dalam rangka
untuk mencapai stabilitas regional.

Selama era kepemimpinan Presiden Socharto, pembangunan
ckonomi dalam negeri merupakan dasar bagi legitimasi pemerintah.
Politik iuar negeri digunakan untuk memperbaiki kondisi ekonomi

Indonesia.
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Selain itu, dalam buku ini juga mengidentifikasikan pola dan proses
politik luar negeri Indonesia melalui suatu pengakajian mengenai
hubungan Indonesia dengan berbagai negara.

Politik Luar Negeri Indonesia Pasca Soeharto: Diplomasi Pemulihan
Ekonomi Nasional yang ditulis oleh Ratna Shofi Inayati dkk, Jakarta: P2P
LIPI, Desember 2006

Kajian yang dilakukan oleh kelompok Studi Politik Luar Negeri
Indonesia yang berjudul "Politik Luar Negeri Indonesia Pasca Soeharto:
Diplomasi Pemulihan Ekonomi Nasional" merupakan suatu upaya untuk
mengungkap peran politik luar negeri Indonesia dalam rangka pemulibhan
ekonomi khususnya upaya pemerintah untuk mengatasi krisis dibidang
politik dan moneter seperti penciptaan stabilitas nasional dan pemulihan
kepercayaan internasional.

Politik luar negeri merupakan kebijakan untuk mengembangkan
hubungan dengan negara-negara lain atau organisasi internasional dalam
upaya mencapai tujuan nasional. Politik luar negeri Indonesia di dalam
implementasinya dipengaruhi oleh faktor internal dan faktor eksternal.

Faktor internal yang mempengaruhi kepercayaan luar negeri adalah
mengenai kondisi domestik yang sangat menentukan arah dan dinamika
pelaksanaan Politik Luar Negeri. Selain itu faktor eksternal juga sangat
ditentukan oleh kondisi dan perilakn kita di dalam negeri dan juga upaya
diplomasi dalam penyelesaian utang luar negeri yang dialami Indonesia
pasca pemerintahan Presiden Soeharto. Peran IMF dan World Bank yang
menentukan dalam penyelesaian utang Indonesta. Masalah eksternal
lainnya yang mempengaruhi pemulihan ekonomi nasional juga datang dan
negara-negara besar seperti Amerika Serikat, Jepang, dan RRC serta
lembaga keuangan internasional.

Kejatuhan pemerintahan Socharto, yang dipicu oleh terpuruknya
perekonomian nasional sebagai dampak dan krisis ekonomi regional saat
itu telah mewariskan sejumlah permasalahan besar. Antara lain, Indonesia
harus menanggung beban utang luar negeri yang sangat besar,

kepercayaan luar negeri yang sangat rendah akibat citra bangsa Indonesia
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yang dianggap tidak dapat melindungi Hak Asasi Manusia (HAM) dan
hak,,demokrasi rakyat, praktek Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN)
yang dianggap felah membudaya, serta lemahnya penegakkan hukum dan
ambruknya sistem perbankan nasional sebagai akibat dan krisis moneter.

Gerakan reformasi yang berkembang di Indonesia pada akhir tahun
1990-an  mendorong pemerintahan yang terpilih menggantikan
Pemerintahan Soeharto untuk melakukan perombakan secara menyeluruh
terhadap penyelenggaraan pemerintahan, termasuk dalam pelaksanaan
politik luar negeri kita.

Semakin bebasnya pasar dunia dengan skenario Putaran Uruguay
menghasilkan kesepakatan untuk memperkecil hambatan-hambatan
perdagangan. Indonesia akhirnya memilih untuk mengakselerasikan din
dengan kerjasama regional dalam kerangka AFTA dan APEC, maka
tantangan untuk memperkoat gars belakang (home front) tidaklah
sederhana karena Indonesia harus siap untuk membuka pasar domestiknya
bagi produk-produk dari sesama anggota ASEAN menerobos pasar
regional yang semakin terproteksi sebagai akibat dari munculnya blok-
blok perdagangan.

Politik luar negeri Indonesia tidak dapat lagi dihadapi dengan
pendekatan politik, ekonomi, sosial-budaya, keamanan secara terpisah-
pisah tetap harus didekati secara terintegrasi dan hal ini memerlukan
suatu sikap yang baru pula, yakni dengan melihat perkembangan-
perkembangan nasional, regional dan internasional sebagai suatu
rangkaian kejadian dan perkembangan yang terintegrasi.

Tantangan utama politik luar negeri dan diplomasi Indonesia adalah
bagaimana meraih dukungan politik dan kerjasama ¢konomi dari negara-
negara di dunia, lembaga lembaga internasional dan regional guna
mewujudkan pertumbuhan ekonomi untuk mengatasi jumlah
pengangguran yang terus meningkat melalui pemulihan kepercayaan
dunia internasional terhadap pemerintah Indonesia.

Serangan terhadap World Trade Center dan Pentagon di Amerika
Serikat pada 11 September 2001, telah digunakan oleh Amerika Serikat
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untuk membangkitkan isu terorisme internasional. Diperkirakan isu
tersebut telah dimanfaatkan oleh pihak Amerika Serikat untuk
mengembalikan popularifasnya yang mulai mepurun didalam negeri
sekaligus digunakan sebagai alasan pembenaran untuk mewujudkan
sasaran strategis Amerika Serikat untuk menyingkirkan rezim-rezim yang
tidak disukai Amerika Serikat maupun meluaskan pengaruh-pengaruhnya
di kawasan-kawasan tertentu antara lain Asia Tengah.

Menghadapi pengaruh khususnya yang datang dari luar (eksternal)
sebagai akibat globalisasi, Indonesia dituntut untuk tetap menjalankan
politik lvar negerinya secara assertive dengan mengambil posisi yang
tepat terhadap berbagai masalah global dan merumuskan kembali
landasan politik luar negerinya yang bebas aktif dalam konstelasi dunia
saat ini dengan bertitik tolak dari azas lingkaran konsentris.

Posisi strategis Indonesia dengan jumlah penduduk serta potensi
alamnya yang besar mengharuskan Indonesia untuk berperan aktif di
dunia internasional, meskipun kini masih dalam keadaan yang kurang
menguntungkan. Indonesia tidak boleh menjadi objek dalam permainan
dan pertarungan politik intermasional. Indonesia tetap harus merupakan

subjek yang berhak menentukan kebijakannya sendiri.

1.11Metode Penelitian
1.11.1 Tipe Penelitian

Tipe penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Penpelitian kualitatif
adalah riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis dengan
pendekatan induktif. Proses dan makna (perspektif subyek) lebih ditonjolkan
datam penelitian kualitatif. Landasan ‘teori dimanfaatkan sebagai pemandu agar
fokus penelitian sesuai dengan fakta di lapangan.

Selain itu landasan teori juga bermanfaat untuk memberikan gambaran
urnum fentang latar penelitian dan sebagai bahan pembahasan hasil penelitian.
penelitian kualitatif peneliti bertolak dari data, memanfaatkan teori yang ada
sebagai bahan penjelas, dan berakhir dengan suatu “teori”.
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Alasan menggunakan metode kualitatif karena permasalahan belum
jelas, holistik, kompleks, dinamis, dan penuh makna sehingga tidak
memungkinkan untuk digunakan metode kuantitatif dengan instrumen seperti
test, kuesioner untuk menyusun data pada situasi sosial tersebut.*’

Dalam penelitian ini, berdasar pada keperluan untuk memahami,
menggambarkan dan menjelaskan keterkaitan variabel, maka digunakan
metode penelifian, yaitu:

o Metode Dekriptif

Metode deskriptif merupakan metode penelitian yang dimaksudkan
untuk menggambarkan mengenai situasi atau kejadian tertentu. Tujuan
dari penelitian ini adalah untuk membuat deskripsi, gambaran, lukisan
secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta serta hubungan
fepomena yang diselidiki. Dalam pelaksanaannya, metode ini hanya
membatasi pengumpulan dan penyusunan data, tetapi juga meliputi
analisis dan interpretasi terhadap data-data tersebut.

--Adapun fungsi dari metode ini adalah memberikan gambaran
mengenai perubahan sikap Indonesia dalam upaya penyelesatan krisis
nuklir Iran secara damai pada periode 2006-2007. Pada awalnya
-Indonesia mendukung Jran dalam memproduksi nuklir yang akan
digunakan untuk tujuan damai akan tetapi setelah Indonesia menjadi
anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB, Indonesia justru mendukung
dikeluarkannya Resolusi Dewan Keamanan PBB No 1747 tahun 2007
yang menjatuhkan sankst lebih berat kepada Iran.

e Ciri-ciri Metode Deskriptif*'

» Secara harfiah, penelitian deskriptif adalah penelitian yang bermaksud
untuk membuat pencandraan (deskripsi) mengenai situasi situasi atau
kejadian-kejadian. Dalam arti ini, penelitian deskriptif itu adalah
akumulasi data dasar dalam cara deskriptif semata mata tidak perlu
mencari atau menerangkan sating hubungan, mentest hipotesis,

membuat ramalan, atau mendapatkan makna dan implikasi, walaupun

4% Sugiyono. 2006. Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D, Bandung : Aliabeta, hal. 238.
*! Sumadi Suryabrata. 1997. Metodologi Penelitian. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
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penelitian yang bertujuan untuk menemukan hal-hal tersebut dapat
mencakup juga metode-metode deskriptif.
» Metode deskriptif ini juga bertujuan untuk :

= Untuk mencapai informasi faktual yang mendetail yang mencandra
gejala yang ada.

=  Untuk mengidentifikasi masalah-masalah atau untuk mendapatkan
justifikasi keadaan dan praktek-praktek yang sedang berlangsung.

=  Untuk membuat komparasi dan evaluasi

* Untuk mengetahui apa yang dikerjakan oleh orang- orang lain
dalam menangani masalah atau situasi yang sama, agar dapat
belajar dari mereka untuk kepentingan pembuatan rencana dana

pengambilan keputusan di masa depan.

1.11.2 Tempat dan Waktu Penelitian
e Lokasi Penelitian
Untuk memperoleh data yang diperiukan dan yang berkaitan dengan
penyusunan skripsi ini, peneliti mengadakan penelitian pada tempat-
tempat berikut ini :
a. Departemen Luar Negeri RI, Badan pengkajian dan pengembangan
Kebijakan.
JI. Taman Pejambon No. 6 Jakarta Pusat melakukan kunjungan pada
tanggal 23 Januari 2009 pukul 10.00 WIB — 12.00 WIB.
b. Centre For Straetgic and International Studies (CSIS)
JI. Tanah Abang III No.23-27 Jakarta melakukan kunjungan pada
tanggal 30 Januari 2009 pukul 14.00 WIB — 16.00 WIB.
¢. Perpustakaan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI)
JI. Gatot Subroto Kav. 113 Jakarta melakukan kunjungan pada tanggal
5 februari 2009 dan 14 Maret 2009 pukul 13.00 WIB - 15.00 WIB.
d. The ASEAN Secretariat
JI. Sisingamangaraja No. 70 A Jakarta 12110 melakukan kunjunga
pada 14 April 2009 pukul 10.00 WIB.
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e. Perpustakaan Universitas Indonesia (UT)
JI. Margonda Raya, Depok 16424 melakukan kunjungan pada tanggal
25 Februari 2009, 30 Maret 2009, 10 April 2009, 14 Mei 2009, dan 25
Mei 2009.
f. Interriét
¢ Waktu Penelitian
Wakfu yang peneliti perlukan dalam pelaksanaan penelitian ini

dimulai pada bulan Januari 2009 sampai dengan bulan Mei 2009,

1.11.3 Instrumen Penelitian
Dalam penelitian ini, instrumen utamanya adalah peneliti sendiri. Hal
ini dikarenakan peneliti menjadi pengumpul data, pengolah data, sekaligus

menjadi penganalisis data dalam penelitian ini.

1.11.4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan teknik
pengumpulan data primer dan sekunder. Pengumpulan data primer melalui
korespondensi dengan pihak-pihak terkait untuk memperoleh data yang
berkaitan dengan masalah ini melalui wawancara terstruktur dan observasi
non-partisipan.

Pengumpulan data sekunder melalui studi kepustakaan yaitu mencari
serta mempelajari data-data yang berasal dari buku, surat kabar dan dari

sumber-sumber informasi lainnya seperti dari internet.

1.11.5 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah
secara induktif. Hal ini dikarenakan, analisis induktif lebih dapat membuat
hubungan peneliti dengan responden menjadi eksplisit, dapat dikenal, dan
akuntabel.? Dalam menganalisis data yang ada, peneliti memulai dengan
pernyataan-pernyataan yang spesifik untuk menyusun suatu argumentasi

yang bersifat umum, fakta-fakta atau hasil-hasil pengamatan yang terpisah

* Lexy. J. Moleong. 2006. Metode Penelitian Kualitatif; Edisi Revisi, Bandung, hal. 10.
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dirangkai menjadi suatu rangkaian hubungan atau suatu generalisasi.

1.11.6 Rencana Pengujian Keabsahan Data
Untuk menetapkan keabsahan data, diperlukan teknik pemeriksaan,
Pelaksanaan teknik pemeriksaan didasarkan atas sejumlah kriteria tertentu.
Namun yang utama adalah uji kredibilitas data dimana dalam penelitian ini
dilakukan melalui:*
o Menpgadakan Member Check
Kegiatan Member Check ini dilakukan untuk mendapatkan keyakinan
terhadap data yang telah didapatkan sudah memadai dan jelas serta up o
date.
e Diskusi dengan teman sejawat
Pemeriksaan yang dilakukan dengan jalan mengumpulkan rekan-rekan
sebaya yang memiliki pengetahuan umum yang sama tentang apa yang
sedang diteliti, sehingga secara bersama-sama peneliti dapat mereview

persepsi, pandangan, dan analisis yang sedang dilakukan.

1.12 Sistematika Penulisan
BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisikan mengenai latar belakang masalah, fokus masalah
yang terdiri dari identifikasi masalah dan pembatasan masalah, perumusan
masalah, tujuan penelitian yang terdiri dan tujuan umum dan tujuan khusus,
manfaat penelitian yang terdiri dari manfaat teoritis dan manfaat praktis,
kerangka teori,asumsi,hipotesis,definisi operasional,tinjauan pustaka dan
sistematika penulisan
BAB II PERUBAHAN KEBIJAKAN PEMERINTAH INDONESIA
TERHADAP PROGRAM NUKLIR IRAN

Bab ini akan menjelaskan hasil penelitian yang telah diteliti oleh
peneliti, yang terdiri dari gambaran umum Indonesia, letak geografis

Indonesia, kondisi social ekonomi, system politik dan pemerintahan,

** Lexy 1. Moleong, Jbid,. hal. 11.
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gambaran umum Iran ,isu nuklir ,sejarah nuklir Iran, proliferasi nuklir Iran
BAB III ANALISIS FAKTOR-FAKTOR PERUBAHAN KEBIJAKAN
PEMERINTAH INDONESIA TERHADAP PROGRAM NUKLIR IRAN

Bab ini berisikan analisis mengenai perubahan sikap Indonesia yang
dimana pada awalnya mendukung Iran untuk mengembangkan nuklir yang
digunakan untuk tujuan damai akan tetapi setelah menjadi anggota tidak tetap
Dewan Keamanan PBB Indonesia justru mendukung dikejuarkannya Resolust
Dewan Keamanan PBB No 1747 tahun 2007. Perubahan kebijakan luar
negeri Indonesia ini diakibatkan oleh faktor-faktor dimana kedua faktor ini
berpengaruh dalam menentukan rencana serta pilihan yang dibuat oleh para
pembuat keputusan yaitu pemerintah.
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

Menjelaskan mengenai kesimpulan dan saran dari hasil penelitian

ini.
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BAB 11
PERUBAHAN KEBIJAKAN PEMERINTAH INDONESIA TERHADAP
PROGRAM NUKLIR IRAN

2.1. Politik Luar Negeri Indonesia
2.1.18Sistem Politik dan Pemerintahan
Dalam sistem politik, menurut ajaran frias politica, struktur politik
dibedakan atas kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Menurut
Montesquieu (1689-1755), kekuasaan pemerintahan di bagi menjadi tiga
bagian, yaitu kekuasaan legislatif, cksekutif, den yudikatif. Kekuasaan
legislatif merupakan kekuasaan membuat undang-undang, kekuasaan
eksekutif melaksanakan undang-undang, dan kekuasaan yudikatif merupakan
kekuasaan yang mempunyai kewenangan untuk mengadili atas pelanggaran
undang-undang.*¢
Dalam Undang-Undang Dasar 1945, sebagai dasar konstitusi negara,

tidak menyebutkan secara eksplisit bahwa kekuasaan negara di susun atas
ajaran irias politica. Namun, bila dilihat secara seksama, maka ajaran trias
politica ini menjadi dasar bagi pembagian kekuasaan di Indonesia. Dalam hal
ini, kekuvasaan negara dibagi secara seimbang dan adanya checks and
balances. Checks and balances di antara penyelenggara negara ini
dimanifestasikan dalam wujud:**
a) Pembuatan undang-undang yang memeriukan persetujuan DPR, DPD, dan

presiden yang masing-masing mempunyai kewenangan veto;
b) Pengawasan dan impeachment oleh lembaga lembaga legislatif terhadap

presiden;
¢} Judicial review oleh Mahkamah Konstitusi terhadap undang-undang dan

produk di bawahnya;
d) Daerah otonom yang dapat mengajukan gugatan terhadap keputusan

pusat; dan

e} Pengangkatan menteri yang memerlukan pertimbangan DPR.

# Miriam Budihaio. 2003. Dasar-Dasar Ilmu Politik. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, hal 152-
153.

5 Budi Winamo, 2007. Sistem Politik Indonesia Era Reformasi. Yogyakarta: MedPress, hal. 90.
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Indonesia, setelah kembali ke Undang-Undang 1945 dan setelah
mengalami amandemen, menganut sistem pemerintahan presidensial dimana
presiden dipilih secara langsung oleh rakyat untuk masa lima tahun. Pasal 6A
ayat (1) menegaskan bahwa presiden dam wakil presiden dipilih secara
langsung oleh rakyat; dan Pasal (2) menyebutkan bahwa pasangan calon
presiden dan wakil presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan
partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan
umum. Selanjutnya, Pasal 7A menyebutkan bahwa "Presiden dan/atau wakil
presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatannya oleh Majelis
Permusyawaratan Rakyat atau Usul Dewan Perwakilan Rakyat, balk apabila
terbukti telah melakukan pelanggaran huknm berupa pengkhianatan terhadap
negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya atau perbuatan
tercela, maupun apabila terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden
dan/wakil presiden.

Dengan Amandemen UUD 1945 ini, presiden dan wakil presiden
dipilih’ langsung oleh rakyat melalui pemiiihan umum setiap lima tahunan
sekali. Pemilihan langsung ini membuat kedudukan presiden sangat kuat, dan
hanya bisa dijatuhkan setelah presiden terbukti secara hukum melakukan
pelanggaran yang tidak dapat ditoleransi.?

Dalam sistem presidensial, presiden memiliki posisi yang relatif kuat
dan tidak dapat dijatuhkan karena rendah subjektif seperti rendahnya
dukungan politik. Namun masih ada mekanisme untuk mengontrol presiden.
Jika presiden melakukan pelanggaran konstitusi, pengkhianatan terhadap
negara, dan terlibat masalah kriminal, posisi presiden bisa dijatubkan. Bila ia
diberhentikan karena pelanggaran-pelangparan tertentu, biasanya seorang
wakil presiden akan menggantikan posisinya.
2.1.2Prinsip Politik Luar Negeri Bebas Aktif

Kebijakan politik bebas aktif Indonesia merupakan kebijakan luar negeri
Indonesia yang merupakan konsep yang ditawarkan Hatta pada tahun 1948. Saat
itu konsep tersebut adalah perwujudan penolakan terhadap ideologi kiri komunis

* Budi Winamo. /bid. hal 92-93.
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yang berkiblat ke Uni Soviet dan penarikan pengaruh liberalis-kapitalis yang
dipimpin oleh Amerika Serikat, pengaruh kedua kekuatan tersebut terpola setelah
Perang Dunia Kedua hingga terciptanya era Perang Dingin.

Hatta dan kawan-kawan menegaskan bahwa bangsa Indonesia yang baru
berdiri pada waktu itu meletakkan dasar politik luar negeri sebagat upaya netral
diantara dua kekuatan negara adikuasa tersebut.

Prestasi terbesar Indonesia saat itu ialah memimpin dan menginspirasi
negara-negara ketiga dalam hal ini negara-negara yang baru merdeka untuk
bersikap netral, hal ini terlihat dari keberhasilan Indonesia menyelenggarakan
Konferensi Asia Afrika (KAA) di Bandung pada bulan April 1955.4

Hal lain dapat terlihat bahwa di bawah kepemimpinan Presiden Soekarno
ketegasan dalam bersikap menghadapi arogansi Amerika Serikat dan
memanfaatkan kekuatan Uni Soviet, dengan menciptakan Poros Jakarta-Peking
telah ditunjukkan Indonesia, melalui semangat nasionalisme yang tinggt dan
kecerdikan diplomasinya. Selain ifu pemerintah melalui diplomasi cantik dan
elegan Soekamo juga berhasil mandin dari pengaruh Amerika Serikat dan Uni
Soviet dalamn kasus pembebasan Irian Barat dari penjajahan Belanda.

Dengan berlalunya masa Perang Dingin yang ditandai oleh runtuhnya
kekuatan Uni Soviet dan semakin menguatkan peran Amerika Serikat yang
merasa sebagai satu-satunya kekuatan dunia, maka melalui kepentingan yang
lebih besar Amerika terus menanamkan pengaruhnya di dunia. Melalui berbagai
kekuatan; ekonomi, politik, bahkan tak jarang invasi militer. Amerika
memaksakan kehendaknya untuk menguasai dan mempebesar pengaruhnya
seperti yang mereka lakukan di Irak dan Afganistan. Kedua negara tersebut kini
hancur, kemerdekasannya dirampas dan seluruh kepentingan ekonominya
dikuasai.

Dalam hal gaya hidup Amerika juga menginvasi seluruh dunia melalui
berbagai korporasinya. Mc Donald, Pepsi, Coca Cola, merupakan kenyataan yang
tidak bisa dibantah bagaimana mengguritanya kekuasaan korporasi tersebut
membentuk cita rasa masyarakat dunia *®

7 Riswandha Imawan, 1997. Membedah Politik Orde Baru. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hal. 13.
#® Gaya Hidup Amerika Serikat Merambsh Dunia diakses dari www.kompasonline.com pada
tangeal 24 Juni 2009.
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Amerika Serikat telah berhasil memutarbalikkan persepsi masyarakat
dengan isu-isu terorisme, sehingga saat ini tercipta keseragaman pola pikir bahwa
apapun gerakan kontra Amerika dan sekutunya adalah terorisme. Apalagi tuduhan
teroris terscbut banyak ditujukan kepada negara-negara yang meneniangnya. Atas
alasan terorisme tersebut mereka meninvasi Afpanistan, Irak, mengisolasi Kuba
dan Libya dan menuduh gerakan jihad Islam melawan Amerika sebagai gerakan
teroris.

Indonesia menganut prinsip politik luar negeri bebas aktif terkait
dengan hubungan internasional. Prinsip ini menyatakan bahwa negara tidak
memiliki keberpihakan terhadap blok tertentu yang ada di dunia. Di masa
perang dingin prinsip ini menemukan momentumnya ketika terjadi
pertarungan sengit antara Amerika Serikat dengan Uni Soviet. Melalui
ketidakberpihakan tersebut maka terbentuk blok baru yang tergabung dalam
Gerakan Negara Non-Blok.

Di samping itu Indonesia turut aktif dalam upaya perdamaian dunia
sehingga apapun yang terkait dengan perang ataupun kekerasan dan
pelanggaran Hak Asasi Manusia senantiasa dikecam oleh Indonesia. Tidak
hanya sebatas mengecam tentunya tetapi juga dilakukan upaya-upaya
moratorium perang atau atau kekerasan yang terjadi.

Pasca perang dingin isu yang berkembang di dunia adalah nuklir dan
terorisme. Banyak terjadi tindakan teror yang dilakukan oleh sekelompok
orang terhadap kepentingan tertentu. Amerika Serikat dan Sekutunya
merupakan negara yang paling banyak mendapat serangan teror termasuk
yang terdahsyat dan terpopuler adalah Serangan 11 September 2001 terhadap
Menara Kembar World Trade Center di New York."

Serangan Black September tersebut memicu kampanye baru Amerika
Serikat yaitu perang terhadap terorisme. Indonesia sebagai negara yang
menjunjung tinggi perdamaian terlibat dalam kampanye melawan teror
tersebut. Terlebih Indonesia turut menjadi korban sejumlah serangan teror
termasuk Bom Bali pada tahun 2002.°°

Selain terorisme, isu yang paling menarik perhatian dunia

“*® Tragedi 11 September di Amerika Serikat, Harian KOMPAS, edisi 14 September 2001.
* Bom Meledak di Bali, Harian KOMPAS, edisi 12 Oktober 2002.
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internasional adalah isu nuklir. Program nuklir yang dikembangkan oleh
beberapa negara terutama Korea Utara dan Iran memanaskan forum PBB.
Program nuklir Iran yang bertujuan damai yaitu mengembangkan energi
listrik dicurigai oleh Amerika Serikat digunakan untuk mengembangkan
senjata permmusnah massal.

Pemerintah Indonesia bersikap hati-hati terhadap isu terorisme dan
program nuklir Iran. Hal ini terjadi dikarenakan isu tersebut menyangkut
dunia Islam. Aksi teror selalu dialamatkan kepada orgamisasi atau negara-
negara yang berbasis atau berideologi Islam. Demikian halnya dengan proyek
nuklir Iran. Sebagai sesama negara berpenduduk Islam tentunya Indonesia
harus bertindak bijaksana.

Pemerintah Indonesia dalam hal ini berada dalam posisi dilematis. Di
satu sisi agar stabilitas keamanan dalam negeri tetap terjaga maka pemerintah
harus mendengarkan aspirasi masyarakat. Sebagai negara berpenduduk
muslim terbesar di dunia sangat beralasan jika masyarakat memberikan
dukungan kepada Iran sebagai sesama negara Islam. Akan tetapi di pihak lain
Pemerintah Indonesia mendapat tekanan dunia internasional di bawah
komando Amerika Serikat yang menginginkan sanksi lebih berat agar Iran
menghentikan program nuklirnya.

Jalan tengah diambil oleh Pemerintah Indonesia. Dengan tetap
memegang prinsip politik lvar negeri bebas aktif maka kebijakan yang
ditempuh adalah mendukung program nuklir suatu negara termasuk Iran

selama diperuntukkan bagi kepentingan sipil atau tujuan damai.

2.2 Program Nuklir Iran

2.2.1 Sejarah Nuklir Iran

| Dekade *60-an merupakan awal dari masa perintisan nuklir bagi negara-
negara Arab, termasuk Iran. Dan dengan usaha-usaha penekanan serta intrik yang
dilancarkan Amerika menjadi kendala utama terhentinya sebagian besar usaha-
usaha yang dilakukan negara-negara Arab tersebut, terkecuali Iran. Pada awalnya,
Amerika dan Jerman berniat membantu Iran untuk membangun instalasi nuklir.
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Namun propaganda tarik-ulur yang berkepanjangan antara Jerman-Iran berujung
jalan buntu untuk langkah awal bagi proses pengembangan nuklir Iran tersebut.

Selang tujuh tahun kemudian (tepatnya Juni 1967), kota Teheran dipilih
Iran untuk mendirikan Pusat Riset Nuklir dengan reaktornya yang berskala 5
megawatt yang digunakan sebagai acuan dasar untuk menuju angka yang lebih
besar, yaitu 20.000 megawatt. Namun pergolakan politikk pada 1979 membuat
semuanya stagnant. Ongkos kerjasama dengan perusahaan Siemens (asal Jerman)
sejumiah 6 miliar dolar lenyap begitu saja. Dan sekali lagi, nama Amerika dibantu
Israel yang berperan sebagai tokoh antagonis kembali berperan di balik semua
skenario tersebut.

Namun Rusia dan Cina seakan menjadi “Messiah™ bagi program tersebut
pada tahun 1990 yang dengan sukarela bersedia membantu agar riset tersebut
kembali dimulai, bersamaan dengan dikirimkannya beberapa bantuan teknis oleh
Rusta untuk pendirian fasilitas reaktor nuklir tersebut. Dan pada tahun berikutmya,
1.800 gram yang terdiri dari beberapa jenis uranium asal Cina dikirimkan oleh
negara “Tirai Bambu” tersebut ke Teheran guna dipakai sebagai proses pengaysan
bahan nuklir.

Tahun 1995, diadakan pertemuan Rusia-Iran untuk memantapkan
kesepakatan akhir mengenai proses penyempurnaan pembangunan reaktor nuklir
Iran, yang pada saat itu telah mampu menghasilkan produksi energi nuklir 1.000
megawatt yang akan terus ditingkatkan sampai menuju ke angka 6.000 megawatt
dengan perkiraan selesai pada 2020 dan dengan puncaknya 23.000 megawatt,
yang merupakan jumlah fantastis yang diharapkan dapat menutupi pasokan listrik
Iran setiap tahunnya.

Hingga 2002 yang lalu, program tersebut masih terus dilanjutkan di bawah
pengawasan Badan Tenaga Atom Internasional (JIAEA). Amerika semakin
“gerah” melihat perkembangan nuklir Iran tersebut dan puncaknya benar-benar
terjadi pada saat Iran berhasil menemukan uranium dibeberapa tambangnya yang
berada di wilayah Yadz, yang menjadi titik terang untuk cita-cita Iran dibidang
nuklimya. Langkah-langkah penting Iran tersebut sebenamya ditentukan oleh
teknologi pemisahan dan pengayaan uranium yang dimiliki Iran, yang mampu
melakukan penyempurnaan fuel cycle nuklir secara laborat melalui 164 perangkat
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sentrifugal, yang mampu menghasilkan uranium hingga level 3.5 % (level
minimum untuk 1 tegangan listrik). Produksi 235 uranium tersentrifugasi level
9% (yang cukup untu membuat sebuah senjata / bom nuklir) sedang coba dilewati
Iran yang kini memiliki 3 rantai perangkat sentrifugal yang setiap rantainya terdiri
dari 164 perangkat tipe B1, dengan rencana bahwa beberapa tahun mendatang
Iran dapat menghasilkan lebih dari 50.000 perangkat sentrifugal.

Selain itu Iran juga telah memiliki 110 ton uranium fluoroid level ke 6,
yaitu bahan mentah bagi uranium yang dikembangkan untuk selanjutnya
dituangkan ke dalam perangkat sentrifugal, untuk memisahkan gas dari uranium
hingga dihasilkan uranium dengan level 3,5%. Melalui proses sentrifugasi dengan
menggunakan 235 uranium hingga level 9% ke atas, diperolehlah suatu bentuk
logam int dari proses pembuatan bom nuklir. Itu berarti, Iran hanya butuh sekitar
25kg bahan logam tersebut untuk membuat “korek api” yang dinyalakan Amerika
di Hiroshima, Jepang, pada Perang Dunia II 1945. Dengan demikian , dalam
kondisi sesulit apapun, paling tidak Iran hanya membutuhkan waktu 5 tahun untuk
membuat satu bom nuklir, dan paling cepatnya 2 tahun (dengan fakta absolut
bahwa Iran harus sudah benar-benar melengkapi segala kebutuhan dan fasilitas
pabrik pengayaan uraniumnya).

Ketertarikan Iran pada upaya untuk memiliki dan mengembangkan
nuklir sudah berlangsung setidaknya sejak tahun 1957. Pada masa itu,
hubungan antara Amerika Serikat dan Iran yang berada di bawah
pemerintahan Shah Reza Pahlevi sangatlah mesra yang ditandai dengan
perjanjian kerjasama nuklir sipii sebagai bagian dari program "Atom for
Peace". Melalui perjanjian ini, AS akan menyediakan bantuan teknis,
menyediakan bantuan pengayaan uranium, dan kerja sama penelitian
penggunaan energi nuklir untuk tujuan damai.

Pada tahun 1968, Iran menandatangani perjanjian NPT dan sejak itu
pulalah Iran mengklaim memiliki hak mutlak (unalienable right} untuk
menggunakan nuklir dan mengembangkan energi nuklir untuk tujuan

damai.’!

3! Anak Agung Banyu Perwita, Ph.D. Perkembangan Isu Nuklir Iran dan Pengaruhnya Terhadap
Keamenan fnternasional Makalah yang dipresentasikan pada "Pertemuan Kelompok Ahli: Arah
Kebijakan Indonesia Dalam Isu Nuklir Iran”, disélénggarakan oleh Badan Pengkajian dan
Pengembangan Kebijakan-DEPLU RI, Hotel Novotel-Sole 27-28 April 2006. hal 49
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Program nuklir Iran dimulai pada 1974 dengan rencana membangun PLTN
di Bushehr dengan bantuan Jerman, atas restu AS. Proyek tersebut terhenti karena
revolusi islam lima tahun kemudian, namun dihidupkan kembali pada 1992
sctelah Teheran menandatangani perjanjian kerja sama dengan Rusia untuk
memulai pembangunan kembali di tapak tersebut. Ada dua PLTN jenis PWR yang
dibangun—satu dilaporkan telah mendekati penyelesaian.

Tujuan Iran dalam melaksanakan program teknologi nuklir dicurigai untuk
mengembangkan senjata nuklir. Amerika Serikat menganggap Iran sekarang
maupun di masa depan dapat dengan mudah memenuhi kebutuhan energinya
tanpa perlu mengembangkan energi nuklir. Anggapan tersebut secara substansial
tidaklah sepenuhnya akurat. Seperti diungkap oleh Mohammad Sahimi, profesor
teknik kimia dan perminyakan pada University of Southern California, Los
Angeles, dan dua rekan akademisinya—Prof. Pirouz Maojtahed-Zadeh dan Prof.
Kaveh L. Afrasiabi-—di harian International Herald Tribune beberapa waktu lalu,
bahwa ada beberapa alasan subtansial yang patut diketahui dalam program nuklir
Iran.?

Pada tahun 1975, organisasi energi atom Iran menandatangani kesepakatan
dengan Massachusetts Institute of Technology (MIT) dalam pelatihan-pelatihan
ilmuwan nuklir Iran. Beberapa negara lain juga terlibat dalam pengembangan
nuklir Iran. Perancis misalnya, membantu Iran dalam membangun Pusat
Telmologi Nuklir di Esfahan pada pertengahan tahun 1970-an. Reaktor-reaktor di
Esfahan juga disuplai oleh Cina.**

Bantuan AS dan negara-negara Eropa terhadap pembangunan nuklir Iran
mulai berhenti pada akhir dekade 1979-an ketika AS menerima data intelijen yang
mengindikasikan bahwa Shah telah merancang program rahasia pengembangan
senjata nuklir. Menurut Akbar Etemad, direktur Organisasi Energi Atom Jran
ketika itu, para peneliti di Pusat Peneliian Nuklir Teheran terlibat dalam

eksperimen laboratortum yang mencoba menerapkan proses pemanfaatan bahan

2 Op.Cit.,

% Inernational Herald Tribune, ed. 25 October 2007.

M Ali A. Wibisono. Profiferasi Iran dan Keamanan Internasional. Makalah yang dipresentasikan
pada "Perlemuan Kelompok Ahli: Arah Kebijaken Indonesia Dalam Isu Nuklir Iran”,
diselenggarakan oleh Badan Penpgkajian dan Pengembangan Kebijakan-DEPLU RI, Hotel
Novotel-Solo 27-28 April 2006. hat 58
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bakar yang habis digunakan (plutonium). Hingga pada akhirnya, tahun 1979 AS
menyetop suplai highly enriched uranium (HEU) kepada Iran, yang selanjutnya
juga membatalkan kesepakatan dengan Perancis yang rencananya akan
membangun pembangkit listrik nuklir di Darkhovin, dekat Ahvaz. Masa pasca
revolusi Iran ditandai dengan indikasi kuat dihidupkannya kembali program
senjata nuklir oleh Ayatollah Khomeini setelah Irak menggunakan senjata kimia
terhadap Iran.>

Beberapa upaya Iran untuk memiliki nuklir antara lain ditandai
dengan kesepakatan antara Argentina dan Iran tentang suplai HEU dari
Argentina kepada Iran pada Desember 1985. Pada awal tahun 1990-an
pemerintah Iran membuat keputusan untuk menjadikan nuklir sebagai

pemasok 20% energi di Iran menjelang tahun 2005.%

2.2.2 Proliferasi Nuklir Iran

Pasca tragedi 11 September 2001 ditandai dengan peningkatan
perhatian AS terhadap program nuklir Iran, dan laporan dan Dewan
Perlawanan Nasional Iran pada Agustus 2002 merupakan awal dan
pengungkapan kapasitas nuklir Iran dan krisis nuklir yang mengikutinya.
Laporan organisasi oposisi Iran tersebut mengungkapkan lima proyek nuklir
Iran yang sedang aktif, termasuk pembangkit energi di Bushehr, Arak, dan
Esfahan.’’

Pada September 2002, setelah mengumumkan di konferensi IAEA di
Vienna tentang program pembangunan beberapa reaktor nuklir dengan
kapasitas 6000 MW dan meminta bantuan teknis dan negara-negara yang
mampu, pemimpin organisasi energi atom Iran Reza Aghazadeh menyetujui
permintaan kunjungan inspeksi IAEA ke Iran.

Iran sebagai penandatangan perjanjian Non Proliferation Treaty (NPT}
pada pasal keempat mempunyai hak untuk mengembangkan teknologi

nuklirnya sendiri dan menyatakan sebagaimana mestinya.’® Iran merupakan

3 Ali A. Wibisono. Ibid. hal 60
* Op.Cit.,
37 Ali A. Wibisono. Ibid. hal 60

58 Pemerintah Iran Masih Hitung Untung Rugi Program Nuklir. Sumber Koran Kompas. Edisi 12
06-2006.
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negara yang memanfaatkan nuklir dalam hal pengayaan uranium untuk
tenaga listrik bagi kelangsungan kehidupan masyarakatnya.*’

Bagi Iran sendiri, nuklir adalah sumber energi yang besar dan
langgeng. Untuk itu pemerintah Iran sejak beberapa dekade silam telah
mencanangkan untuk menjalankan proyek nuklir non militer. Berkat kerja
keras para ilmuwan Iran, negara ini berhasil memperoleh kemampuan untuk
memanfaatkan teknologi produksi listrik dengan menggunakan tenaga nuklir.

Nuklir sipil sendiri merupakan suatu investasi jangka panjang yang
menguntungkan Iran, jika dilihat dari sisi ekonomi. Keberadaan sebuah
instalasi nuklir akan menghemat konsumsi minyak Iran dalam jangka
panjang. Sebagai suatu produsen minyak terpentirg di dunia, tentunya hai ini
sanpat menguntungkan Iran. Cadangan minyak Iran sendiri adalah ketiga
terbesar di dunia dan mencapai 132,5 milyar barmrel®®, dengan konsumsi
mencapai 1,425 juta barrel per hari, ekspor sebesar 2,5 juta barrel per
harinya.®!

Dalam hal ini keberhasilan Iran dalam memperkaya uranium U-235
hingga 4,8 %. Skala yang dibutuhkan untuk menggerakkan reaktor nuklir.
Keberhasilan Iran akan pengayaan uranium untuk tujuan damainya®?
ditentang oleh Amerika Serikat, dalam hal ini Amerika Serikat berpandangan
bahwa program nuklir Iran tersebut merupakan kedok untuk
menyembunyikan kegiatan pengembangan senjata nuklir® Pengayaan
uranium (uranium enrichmeni) merupakan bagian dari proses pemurnian
yang dapat digunakan untuk memproduksi bahan bakar bagi pembangkit
listrik tenaga nuklir (Low Enriched Uranium) tetapi uranium hasil pemurnian
tingkat tinggi juga dapat dimanfaatkan sebagai bahan baku ledak (Highly
Enriched Uranium).®*

Hal ini diperkvat dengan adanya uji coba rudal balistik Shahab-3

¥ Ahmadinejad Dituduh Ancam Israel, Iran Tidak Mungkin Kembangkan Senjata Nuklir dalam
Waktu Dekat. Sumber: Koran Pikiran Rakyat, Edisi 16-04-2006.

% http://www.house.gov/jec/publications/109/rr109-31.pdf

8! hhtp://www.cia.gov/cia/publicationslfactbook/geasrir.html

? Washington Bersikeras Tekan Pemerintah Iran.Sumber: Koran Pikiran Rakyat 25 Agustus 2004.
% Satukan Sikap Untuk Iran, Amerika Serikat Tolak Pembicaraan Langsung.Sumber: Koran
Kompas, Edisi 26 mei 20{)6.

™ Batas wakiu Jran Akhir Juni, Bush Tekan agar Menerima Tawaran Paket Isentif, Sumber:
Koran Kompas, Edisi 21 Juni 2006.
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untuk pertama kalinya di kota Teheran dengan jangkauan 1300 km dengan
berat 750 kg 1000 kg, rudal ini membawa bom kimia dan biologi seberat 800
kg 55

Kekhawatiran Amerika Serikat akan keberhasilan Iran akan pengayaan
Uranium dalam hal kepemilikan nuklir dianggap sebagai ancaman dunia.
Amerika Serikat khawatir akan kemampuan Iran untuk memiliki senjata
nuklir yang akan mengubah peta kekuatan di kawasan Timur Tengah.

Amerika Serikat menuduh aktivitas nuklir Iran mencurigakan seperti
diutarakan pembangkang Iran, Ali Reza Jafarzadeh menyatakan bahwa
"diam-diam Iran telah memproduksi alat pemutar yang bisa dipakai untuk
memperkaya uranium, layak bagi senjata nuklir. Atau, Iran mengimpor satu
setengah ton uranium mentah pada 1990-an tanpa memberitahu JAEA meski

program sipil nuklirnya tidak membutuhkan karena sudah mendapat pasokan

dari Rusia.%

Teknologi nuklir Iran untuk pembangkit listrik didukung oleh Rusia
bahkan Rusia dan Iran menjalin kerja sama strategis. Nilai kontraknya
diperkirakan senilai 25 Miliar Dollar Amerika. Rusia membutuhkan Iran
sebagai partper strategis untuk mengimbangi upaya dominasi Amerika
Serikat di kawasan Eurasia (Eropa-Asia). Sementara Iran membutuhkan
teknologi Rusia agar Iran menjadi pusat geopolitik-ekonomi di Timur
Tengah. Selain teknologi nuklir, Rusia tenyata juga mentransfer teknologi
militer dan ruang angkasa ke Iran, Dalam intelijen internasional, kawasan
Eurasia memang merupakan target dominasi Amerika Serikat.

Amerika Serikat mencemaskan program nuklir Iran, berkaitan dengan
isu terorisme global dalam hal kepemilikan senjata pemusnah massal,
khususnya senjata nuklir maupun material nuklir lainnya, Amerika Serikat
menduga bahwa di negara Iran terdapat jaringan kelompok Al-Qaeda.®’
Menurut laporan Ketua Intelejen Isracl Mayjen Amas Yadin, yang dikutip

dari harian Haarat menyatakan "Iran telah menerima pengiriman awal rudal-

& Iram Uji Coba Rudal Shahab-3: Tempo Interaktif, Edisi 2 November 2006

® Smith Alhadar, Penyelesaian Damai Krisis Nuklir Iran: hups:/Mrww kompas.com/kompas-
cetak/0510/14/0pini/2122254.htm
" Ibid
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rudal dari Korea Utara yang jangkauannya mampu mencapai Eropa. Rudal ini
dikenal dengan nama BM-255 yang memiliki jangkauan 2500 kilometer.
Dimana rudal ini memiliki jangkauan yang lebih jauh daripada Rudal Shabab
4 buatan Iran yang mampu menjangkau Israe]”.®®

Menurut pernyataan Presiden Amerika Serikat, George W. Bush, "Iran
tertangkap melakukan pengayaan uranium setelah mereka mengatakan tidak
akan melakukan pengayaan uranium. Mereka melanggar sebuah kontrak
dengan masyarakat internasional."®®

Sejak pemerintah Iran menyatakan menghidupkan kembali program
pengembangan nuklirnya, pihak pemerintah Amerika Serikat telah
menyatakan sikap menentang terhadap kebijakan Iran tersebut dan berupaya
untuk tetap membawa masalah tersebut ke Dewan Keamanan PBB.

Isu program proliferasi nuklir Iran tidak semata persoalan pengembangan
teknologi atau sumber energi alternatif, tetapi telah menembus ranah lainnya yang
lebih luas yaitu geopolitik dan keseimbangan kekuatan regionat di Timur-Tengah.
Kedua aspek terakhir ini, meminjam terminologi Ben Tonra (2001), termasuk ke
dalam domain kompleks keamanan (security complex) dan tirai keamanan
(security overlay). Di bawah Ahmadinejad yang menjabat presiden sejak 2005,
Barat khususnya AS mengkuatirkan Iran bisa mengoyak tirai keamanan regional
yang bagi Barat merupakan kokon yang membentengi kompleks keamanan yang
di dalamnya menyangkut eksistensi Israel.

Indikasi kasat-mata terhadap kebijakan Barat tersebut bisa dilihat dari
perbedaan standar sikap dan intensitas manuver AS dalam penyelesaian krisis
nuklir Korea Utara. Bagi AS, Iran sebagai sebuah kekuatan nuklir lebih besar
bahayanya terhadap kompleks keamanan dan tirai keamanan Israel, sebagai satu-
satunya kekuatan nuklir di Timur-Tengah, dibanding Korea Utara.

Kekuatiran Barat itu berbasis pada permnyataan Ahmadinejad yang ingin
"menghapus Isreal dari peta dunia”, bahwa Barat yang mesti "bertanggung jawab
atas terjadinya holocaust, bukan bangsa Palestina”, bahwa "suatu hari nanti Israel

akan hancur", dan sebagainya. Kombinasi figur seorang Ahmadinejad dengan

¢ Krisis Nuklir Iran Memuncak, Israel Tuduh Iran Terima Rudal Korea Utara: Kompas, Edisi 28
April 2006
 Iran Eksplorasi Tambang Uranium, www. Pikiran Rakyat.com.
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kekuatan nuklir Iran, secara luas mengakumulasi kekuatiran tadi. Barat tidak
mempercayai Iran jika kemampuannya memperkaya uranium pada tingkat
pembangkit energi akan berhenti pada level tersebut, tetapi akan diteruskan untuk
merekayasa bom nuklir, sebuah tuduhan yang dengan konstan dibantah oleh oleh
Teheran.

Hingga saat ini, perang urat-syarat semakin intens. AS tidak
mengenyampingkan serangan-mendadak terhadap Iran. Sebaliknya, apabila
diserang, Teheran menegaskan Iran akan menyerang semua kepentingan AS di
seluruh penjuru dunia dan tentu saja, Isracl. Usaha AS di Dewan Keamanan PBB
untuk mengeluarkan resolusi untuk Iran gagal mendapat dukungan bulat. Kini,
solusi terhadap krisis menemui jalan buntu.

Mayoritas pihak yang bertikai termasuk Teheran, Washington, London
dan Paris melihat bahwa celah diplomasi masih terbuka Solusi militer tidak akan
menyelesaikan persoalan. Diperkirakan jika opsi militer ini diambil oleh AS dan
sekutunya, efeknya akan sangat berbeda dari suksesnya aksi serangan-mendadak
yang dilakukan Israel terhadap fasilitas nuklir Osirak. Dalam kasus Osirak, Irak
tidak memiliki kepabilitas militer yang memadai untuk melakukan serangan-balik
terhadap aksi punitive yang dilakukan Israel karena telah letih dalam Perang Irak-
Iran. Disamping itu, dukungan internal terhadap rezim Saddam Hussein sudah
teriregmentasi dan tidak kohesif, serta absennya dukungan ideologis yang kuat.
Teheran tampaknya kini memiliki semua aspek kapabilitas di atas.

Dalam kasus proliferasi nuklir Iran ini, posisi Indonesia cukup dilematis.
Hal ini disebabkan tingkat ketergantungan Indonesia terhadap Barat masth tinggi
di satu pihak, sedangkan di pihak lain, Indonesia adalah negeri yang berpenduduk
mayoritas Muslim terbesar di dunia. Posisi inilah membuat Indonesia memberikan
dukungan yang bersyarat kepada Iran dalam program nuklirnya. Indonesia hanya
mendukung Teheran sejauh program proliferasi nuklir tersebut hanya untuk
kepentingan damai yaitu sebagai sumber energi alternatif. Jakarta tidak
mendukung Teheran jika teknologi tersebut dikembangkan menjadi bom nuklir.

Dukungan kondisional Indonesia itu adalah untuk mencegah agar Barat
tidak teralienasi. Sebaliknya, jika Jakarta menolak rencana Iran secara mutlak
maka tindakan itu bisa menurunkan dukungan mayoritas umat Islam terhadap

Universitas Indonesla

Perubahan kebijakan..., Editha Mahrany, FISIP Ul, 2009.

mhaiflrEmEe e m=mF seFaa T



47

pemerintah. Di samping itu, mendukung proliferasi damai Iran juga memiliki
dasar strategis karena Indonesia akan melakukan hal yang sama dengan tujuan
yang sama. Kemudian, menolak mendukung Teheran akan menyulitkan Indonesia
untuk memperoleh dana investasi segar bernilai sekitar 600 juta US dollar di
sektor negeri sebagaimana yang disepakati dengan Iran.”

Alasan terakhir di atas cukup signifikan dalam mempengaruhi sikap
Indonesia. Hasil survei yang dikeluarkan oleh LP3ES, 24 Aprit 2006, produksi
BBM Indonesia 1,055 juta barel per hari. Sedangkan kebutuhan harian BBM
domestik Indonesia mencapai 1,35 juta barel. Jadi, ada defisit sekitar 300.000
barel per hari, yang hingga saat ini ditutupi dengan impor BBM. Dalam periode
2000-2004, LP3ES memprediksi biaya kerugian akibat selisih nilai ekspor-impor
itu mencapai Rp. 12,2 trilyun.”

Dalam konflik ini, Indonesia juga mengambil sikap menolak opsi atau aksi
militer terhadap Iran. Pertama, karena Indonesia masih trauma dengan pretext
yang dipakai untuk menyerang dan menduduki Irak vang ternyata tidak
menemukan stok senjata pemusnah massal. Jakarta -kuatir kasus serupa bisa
terulang pada Iran. Kedua, opsi tadi bisa berdampak negatif pada stabilitas
domestik Indonesia. Ketiga, aksi tersebut bisa mempersulit upaya Indonesia untuk
menjadi penengah dalam berbagai isu global akibat peristiwa 11 Septernber 2001.

Posisi dan sikap di atas barangkali sudah berada pada titik yang optimal
dalam konteks kebijakan luar negeri Indonesia. Pragmatisme tadi beresonansi
dengan kredo lara kebijakan Juar negeri Indonesia yang diperkenalkan oleh Bung
Hatta tahun 1948 yang "bebas" dan “aktif". "Bebas" di sini tidak bermakna
"netral” atau mengambil "jarak yang sama" dalam berbagi persoalan dunia, tetapi
"aktif" dalam kontribusi menemukan solusi terbaik, tentunya dalam rangka
kesinambungan dan kesejahteraan Indonesia. Untuk mencapai kedua tujuan
terakhir ini menjadi raison d'etre dari kebijakan luar negeri setiap negara.

Negara-negara anggota tetap maupun tidak tetap Dewan Keamanan
PBB telah menjatuhkan sanksi kepada Iran yaitu dengan mengeluarkan
Resolusi Dewan Keamanan PBB No 1696 Tahun 2006, No 1737 Tahun 2006,
dan No 1747 Tahun 2007. Resolusi yang dikeluarkan oleh Dewan Keamanan

® Op.Cit.,
" Op.Cit,.
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PBB ini berusaha keras menekan Iran agar menghentikan proyek nuklirnya.

2.3 Hubungan Bilateral antara Republik Indonesia dengan Republik
Islam Iran

Hubungan diplomatik antara Indonesia dan Iran dibuka pada tahun 1950
pada tingkat Kedutaan. Kepala Perwakilan Rl yang pertama adalah Mayjen R.H.
Abdul Kadir yang bergelar Duta Besar dan Menteri Berkuasa Penuh RI. Pada
akhir tahun 1960, Kedutaan RI di Tehran dinaikkan tingkatnya menjadi Kedutaan
Besar RI. Pemerintah RI selanjutnya menunjuk M. Bachmid sebagai Duta Besar
LBBP RI yang pertama.”

Hubungan bilaterat RI — Iran di bidang politik sefama ini berkembang
sangat cepat. Peningkatan hubungan baik itu diantaranya ditandai dengan saling
kunjung antara Kepala Negara/Pemerintahan, Ketua Parlemen dan para pejabat
tinggi lainnya serta saling memberikan dukungan dalam pencalonan pada jabatan
atau keanggotaan organisasi internasional.

Hubungan yang terjalin antara Republik Indonesia dengan Republik
Islam Iran tidak hanya didasarkan pada kesamaan agama yang dianut mayoritas
warga negara masing-masing tetapi juga didasari pada asas kerjasama yang saling
menguntungkan. Kerjasama yang dijalin pemerintah dan bangsa Indonesia dengan
pemerintah Republik Islam Iran terjadi dalam berbagai bidang seperti politik,
ekonomi dan perdagangan serta politik dan keamanan. Sebagai negara penghasil
minyak terbesar kedua di dunia setelah Arab Saudi, Iran memiliki potensi
ekonomi yang sangat besar. Kepentingan energi yang dibutuhkan oleh negara
Indonesia dapat terpenuhi melalui kerjasama yang erat dengan Iran. Sementara
kebutuhan akan bahan mentah dapat dipenuhi Indonesia sebagai negara kedua
terkaya sumber daya alamnya setelah Brasil.

Kedua pihak mempunyai keinginan kuat untuk meningkatkan hubungan
ekonomi dan perdagangan, sertea akan menindaklanjuti kesepakatan bilateral yang
telah dibuat pada sidang komisi bersama sekaligus mencari langkah-langkah
terobosan. Baik pihak Iran maupun Indonesia masing-masing belumn banyak

7Sekilas Hubungen Bilateral Indonesia-Iran  diakses dari  http://www.indonesian-
embassy.ir/english/index.php?option=com_content&task=view&id=139&ltemid=38 pade tanggal
6 Juli 2009 pukul 12.10 WIB.
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mengetahui potensi negara lainnya sehingga dengan terbentuknya Iran -
Indonesia Business Council diharapkan akan menjadi penggerak utama hubungan
bilateral dalam kerjasama ekonomi.

Kerjasama yang dibangun tidak hanya dalam bidang ekonomi maupun
politik. Jalinan kerjasama diperluas melalui forum-forum budaya dan kesenian.
Kekayaan budaya kedua negara dapat saling dipelajari sebagai khasanah kekayaan
budaya dunia. Iran telah membangun Pusat Kebudayaan Iran di Indonesia.
Pertukaran atau saling pemahaman antar budaya di kedua bangsa dapat
dijembatani melalui berbagai kegiatan budaya.

Sementara itu terkait dengan posisi Iran di Kawasan Timur Tengah
memiliki peranan dan fungsi strategis dalam menjaga stabilitas politik dan
keamanan kawasan tersebut. Iran sebagai salah satu negara besar di Timur Tengah
memegang posisi strategis dalam mengembangkan kestabilan kawasan tersebut.
Gejolak konflik yang senantiasa melanda kawasan tersebut terkait masalah
Palestina dan Israel dapat diimbangi oleh keberadaan Iran pasca tumbangnya
rezim Sadham Hussein di Irak. Hegemoni Israel dapat diimbangi oleh kekuatan
Iran yang memiliki sumber daya manusia dan alam yang cukup kaya.

Posisi strategis inilah yang disadari sepenuhnya oleh para pemimpin
Iran.-Dunia Islam terlepas dari perbedaan faham keagamaannya, berharap banyak
pada peran Iran dalam membangung kejayaan Islam di dunia. Ketidakberdayaan
negara — negara Arab dalam konflik Palestina — Israel dimanfaatkan benar oleh
pemimpin Iran untuk menunjukkan kekuatan. Beberapa kebijakan populis
ditempuh Iran sehingga mendapatkan dukungan dunia Islam di seluruh dunia. Iran
selalu mengambil posisi berseberangan dengan kebijakan Ammnerika Serikat
terutama menyangkut konflik Palestina — Israel maupun Lebanon — Israel.

Kebljakan yang diambil pemimpin Iran melalui bahasa Presiden
Mahmoud Ahmadinejad membuat Amerika Serikat dan sekutunya memberikan
tekanan baik politik maupun ekonomi melalui forum Perserikatan Bangsa-Bangsa.
Kegeraman Barat terhadap Iran menemukan momentumnya terkait program nuklir
Iran. Ada kekhawatiran yang sanpat besar Iran akan mengembangkan senjata
nuklir sehingga membahayakan Israel sebagai sekutu sejati negara-negara Barat
terutama Amerika Serikat dan Inggris. Akan tetapi program tersebut juga
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dijadikan alat negara-negara Barat utuk memberikan tekanan yang lebih besar
melalui forum-forum PBB yang memang berada dalam kendali mereka. Seluruh
kebijakan PBB dalam scjarahnya selalu menguntungkan atau atas inisiatif
maupun persetujuan Amerika Serikat.

Melihat kondisi tersebut Indonesia berada pada posisi yang cukup pelik.
Sebagai negara berpenduduk muslim terbesar di dunia, Indonesia diharapkan
dapat memainkan peranan yang Iebih besar dalam pergaulan internasional. Terkait
konflik Timur Tengah, Indonesia lebih diharapkan mampu mengimbangi Isracl
dalam tekanannya terhadap Palestina. Begitupun dalam isu nuklir Iran, Indonesia
diharapkan oleh dunia Islam untuk memberikan dukungan penuh terhadap Iran.
Akan tetapi selain memegang teguh prinsip perdamaian Indonesia juga harus
menghadapi tekanan dari negara-negara Barat yang notabene Indonesia memiliki
hubungan emosional yang cukup erat.

Guna mempererat kerjasama di bidang politik, pada tanggal 9 Mei 2003
di Tehran telah ditandatangani MoU mengenai pembentukan Komite Konsultasi
Bilateral di Bidang Politik yang dipimpin oleh pejabat setingkat Wakil Menlu
(Dirjen). Forum ini adalah untuk meningkatkan kerjasama politik dan bertukar
pikiran mengenai isu regional dan internasional.”

Mengenai masalah gerakan separatis di Aceh dan Irian Jaya, Pemerintah
Iran juga secara simpatik dan secara terbuka menyatakan dukungannya kepada
keutuhan integritas wilayah Indonesia. Begitupun dalam masalah pertikaian antar
umat Islam dan Kristen di Maluku, Iran mendukung ketegasan sikap Indonesia
untuk menyelesaikan sendin masalah itu dan menolak intervensi asing.

Berkaitan dengan masalah terorisme, Iran dan Indonesia memiliki sikap
dan pandangan yang sama_ Selain sama-sama mengutuk serangan teroris terhadap
AS pada tanggal 11 September 2001, kedua negara juga menghendaki agar
kampanye melawan terorisme internasional dipimpin oleh PBB serta mendesak
perlunya dicapai kesepakatan mengenai definisi terorisme.

Iran memandang Indonesia sebagai negara penting di kawasan, tidak saja
karena penduduknya sebagian besar beragama Islam, tetapi juga karena
peranannya yang menonjol di ASEAN, GNB, G-77, OKI, G-15, D-8, dil. Dalam

 Ibid.
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lingkup regional, Iran Indonesia sebagai negara anggota penting di ASEAN dapat
mendorong peningkatan hubungan kedua organisasi regional itu. Selain itu, iran
juga telah meminta bantuan Indonesia agar dapat diterima sebagai mitra dialog
ASEAN yang menjadi anggota ECO mengharapkan agar

Indonesia secara konsisten mengakui hak sah Iran dan mendukung
pengembangan teknologi nuklir Iran untuk tujuan damai. Dukungan tersebut
ditegaskan baik oleh Presiden RI maupun Ketua DPR RI. Sebaliknya Iran telah
mendukung pemilihan Indonesia sebagat Anggota Tidak Tetap DK PBB periode
2007 — 2008 yang telah diselenggarakan di New York tanggal 15 Oktober 2006.

Dalam pemungutan suara Resolusi 1803 DK PBB tanggal 3 Maret 2008,
Indonesia mempunyai posisi yang berbeda dengan 14 negara anggota DK lainnya.
Indonesia melihat laporan Dirjen IAEA tanggal 22 Februari 2008 telah
menunjukkan adanya perkembangan yang positif mengenai peningkatan
kerjasama antara Iran dengan IAEA. Untuk itu, Indonesia memandang tidak tepat
adanya resolusi yang menjatuhkan sanksi lebih luas terhadap Iran. Sanksi
bukanlah pilihan terbaik dan Indonesia mendukung dilanjutkannya kerjasama
antara Iran dengan IAEA tersebut.™

2.3 Perubahan Kebijakan Pemerintah Republik Indonesia terhadap
Program Nuklir Iran

Dalam beberapa tahun terakhir ini, sengketa nuklir Iran menjadi berita
hangat di berbagai media, baik cetak maupun elektronik. Masalah ini dimulai
ketika Iran memutuskan untuk melanjutkan kembali program pengayaan uranium,
dengan alasan penggunaan program nuklir untuk kepentingan sipil yaitu
memperoleh tenaga listrik. Namun usaba ini justru memicu tuduhan mengaktifkan
program senjata nuklir independen dart Amerika Serikat dan Uni Eropa, sebagai
suatu bentuk pelanggaran dari Nuclear Non-Proliferation Treaty (NPT).

NPT merupakan suatu bentuk perjanjian pembatasan penyebaran senjata
nuklir yang ditandatangani oleh 188 negara, termasuk Iran. Iran didesak untuk
membatalkan program nuklirnya, dengan ancaman sanksi ekonomi dan diseret ke
Dewan Keamanan PBB. Pemimpin Tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khameneli,

* Ibid.
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mengatakan bahwa dunia tidak dapat mencegah Iran dari pengembangan ilmiah-
nya. “Republik Islam, yang berpegang pada prinsip dan tidak takut pada
pertikaian yang muncul, akan melanjutkan langkahnya untuk mengembangkan
ilmu pengetahuan, dan dunia tidak dapat mempengaruhi tekad bangsa Iran”.”

Ketika pada akhirnya Iran benar-benar diajukan ke DK PBB, Presiden
Iran, Mahmoud Ahmadinejad, berkomentar keras. “Mereka (negara-negara Barat)
tahu, mereka tak mampu memberi tamparan selemah apapun terhadap bangsa Iran
karena mereka membutuhkan Iran. Mereka ringkih dan karenanya akan lebih
menderita.”’® Ahmadinejad kembali menegaskan bahwa Iran akan melanjutkan
program nuklimya Selama ini Iran telah berusaha meyakinkan dumia bahwa
program nuklirnya sepenuhnya bertujuan damai, yaitu untuk memproduksi listrik
bagi rakyat sipil.

Media massa Indonesia, memberikan porsi yang cukup besar dalam
memberitakan sengketa nuklir Iran ini karena Indonesia dan Iran memiliki
hubungan yang erat. Selain saling memiliki perwakilan diplomatik, keduanya
memiliki kesamaan dalam hal keislamannya sehingga seianjutnya mempengaruhi
pandangan politik mereka mengenai Palestina dan Irak. Indonesia dan Iran
menentang agresi Israel atas Irak dan invasi Amerika Serikat atas Iran. Khusus
dalam hal nuklir, Menteri Luar Negeri RI, Hassan Wirejuda, menyatakan bahwa
Indonesia sangat bangga dengan pencapalan Iran di dunia sains dan industri,
khususnya dalam teknologi nuklir. “Kami selalu menekankan bahwa anggota NPT
berhak atas penggunaan pemanfaatan teknologi nuklir secara damai. Menuduh
sebuah negara memiliki niat yang mencurigakan atas hal itu tidak bisa diterima™’

Keprihatinan Indonesia terhadap isu nuklir Iran telah disampaikan Menlu
RI di Teheran pada bulan Januari tahun 2006. Sebagai negara pihak dari NPT
(Nuclear Non-Proliferation Treaty), Indonesia mendukung hak negara pihak,
termasuk lran, untuk mengembangkan teknologi untuk tujuan damai. Indonesia
melihat inti permasalahan nuklir Iran adalah tidak adanya frust dari negara-negara
maju terhadap Iran. Sementara dialog perlu terus didorong, terdapat pula
keperluan bagi agar lebih transparan dalam aktivitas nuklirnya, mefalui kerjasama

7> Dikutip dari Harian Republika, edisi 19 Januari 2006.
7 Harian Kompas, edisi 10 Maret 2006, dikutip dari kantor berita mahesiswa, ISNA.
™ Islamic Republic News Agency, edisi 26 Januari 2006.
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dengan IAEA (Imternational Atomic Energy Agency). Dewan Keamanan PBB
baru saja mengesahkan Resolusi 1737 yang pada intinya menjatuhkan sanksi
terbatas dan reversible terhadap Iran.”®

Konstitusi Negara Indonesia mengamanatkan pencapaian tujuan dan
kepentingan nasional yang harus dicapai sebagai bangsa Indonesia. Konstitusi
juga mengamanatkan bahwa sebagai warga masyarakat internasional bangsa
Indonesia berkewajiban untuk ikut melaksanakan ketertiban dunia. Tatanan dunia
yang berdasarkan atas kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, masih
merupakan cita-cita yang secara aktif harus kita perjuangkan. Pada kenyataannya
kita masih hidup dalam dunia yang penuh ketidakadilan, dunia yang terpilah
antara negara maju dan negara berkembang, atau kaya dan miskin. Negara-negara
mengkiaim berada dalam kedudukan yang setara, tetapi pada kenyataannya
terdapat 5 negara anggota tetap Dewan Keamanan yang memiliki senjata nuklir
dan hak veto di Dewan Keamanan PBB.

Polittk luar negeri yang bebas dan aktif tidak berarti Indonesia sekedar
tampil berbeda dengan negara lain, tetapi memerlukan pola pikir konstruktif untuk
mencapat tujuan nasional sekaligus memelihara ketertiban dunia. Karena itu
Undang Undang Nomor 37 tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri
mengamanatkan agar politik Iuar negeri melaksanakan diplomasi yang kreatif,
aktif dan antisipatif, tidak sekedar rutin dan reaktif, teguh datam prinsip dan
pendirian serta rasional dan luwes dalam pendekatan.

Sesuai dengan salah satu prinsip Gerakan Non Blok, Indonesia
menentang pengembangan dan kepemilikan senjata nuklir, Deklarasi KTT GNB
di Havana tanggal 16 September 2006 menggarisbawahi kembali seruan bagi
perlucutan senjata nuklir serta bagi pelarangan pengembangan, produksi,
kepemilikan dan penyimpanannya Deklarasi tersebut juga mendorong negara-
negara untuk membentuk kawasan-kawasan bebas senjata nuklir di berbagai
wilayah dumia, termasuk di Timur Tengah. Indonesia menjadi bagian dari
Perjanjian Pelarangan Penyebarluasan Senjata Nuklir (NPT) yang bertujuan
menghapuskan senjata nuklir yang sudah ada (nuclear disarmament) dan

®Pernyataan Pers Tahunan Menteri Luar Negeri RI tahun 2007, diakses dari
www.indonesiaseoul.org/ pada tanggal 6 Juli 2009.
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mencegah negara-negara (baru) untuk mengembangkan teknologi nuklir untuk
tujuan militer (nuclear non-proliferation).

Dokumen NPT menjamin hak negara-negara untuk mengembangkan
teknologi nuklir untuk tujuan damai; sepanjang pengembangan itu dilakukan
secara transparan dan akuntabel, dengan tertib mematuhi sistem pengawasan
(monitoring) dan verifikasi oleh Badan Tenaga Atom Internasional (IAEA); sesuai
dengan "safeguard agreemenis”. Indonesia, Iran dan hampir sejumnlah 180 negara
yang berdaulat, atas pilihan bebasnya menjadi pihak dari NPT dan "safeguard
agreemenis”. Atas dasar posisi-posisi prinsip itulah peran Indonesia sangat
menonjol dalam fora perlucutan senjata, seperti pada Conference on
Disarmament, sebagai Ketua Komite Perlucutan Senjata GNB, dan Ketua Komite
Persiapan NPT Review Conference 2005.

Dinamika yang terjadi dalam forum Dewan Keamanan Perserikatan
Bangsa-Bangsa turut menjadi pertimbangan dalam pemilihan opsi-opsi posisi
Indonesia: mendukung, abstain, atau menolak, dengan keuntungan dan kerugian
masing-masing. Hasil konsultasi di New York yang dilakukan delegasi Indonesia
dengan delegasi dari negara-negara anggota Liga Arab, anggota tidak tetap DK,
khususnya Afrika Selatan dan Qatar, Kaukus GNB dan juga dengan Iran sendiri
akhirnya mengarahkan Indonesia untuk memajukan amandemen yang setelah
melalui proses perundingan intensif akhirnya.

Kiprah menonjol Indonesia di forum DK-PBB ditampilkan melalui sikap
berdasarkan prinsip dalam pemungutsuaraan atas isu nuklir Iran. Indonesia
senantiasa menyandarkan posisinya pada laporan 1AEA, sebagai lembaga
internasional yang berkompeten untuk menilai kepatuhan Iran dalam hal
pengembangan energi nuklir. Ketika laporan IAEA memastikan bahwa Iran tidak
cukup bekerja sama dan tidak transparan dalam pengembangan teknologi
nuklimya, Indonesia mendukung resolust (Resolusi 1737/2007). Tetapi ketika
laporan JAEA menampilkan Iran cukup bekerja sama dan lebih transparan, maka
Indonesia memilih posisi abstain (1 dari 15 anggota) (Resolusi 1803/2008). Selain
itu, Indonesia senantiasa mengedepankan cara penyelesaian yang mengutamakan
dialog dan negosiasi, dan bukan dengan penggunaan kekerasan. Dalam proses
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perancangan resolusi lainnya pada bulan September 2008 (Resolusi 1835/2008),”
Indonesia telah berhasil mengamandemen rancangan resolusi yang notabene
sudah didukung oleh P-5 untuk memastikan resolusi juga mengedepankan upaya
dialog.

Resolusi 1747 yang disahkan pada 24 Maret 2007 mengenai isu nuklir
Iran adalah resolusi ketiga yang dijatuhkan Dewan Keamanan mengenai isu nuklir
Iran. Dua resolusi sebelumnya, yaitu resolusi DK PBB No. 1696 pada 31 Juli
2006 dan resolusi No. 1737 pada 23 Desember 2006. Sesuai Pasal 25 Piagam
PBB, maka resolusi DK PBB bersifat mengikat (binding) bagi semua negara
anggota PBB.*® Dengan demikian masalah nuklir Iran di Dewan Keamanan PBB
bukanlah masalah baru. Partisipasi Indonesia sebagai anggota tidak tetap Dewan
Keamanan periode 1 Januari 2007 — 31 Desember 2008 merupakan posisi baru
karena itu ikut dalam pemungutan suara mengenai isu nuklir Iran untuk pertama
kali.

Dari segi substansi, masalah nuklir Iran sesungguhnya adalah masalah
pengembangan teknologi nuklir untuk tujuan damai (termasuk proses pengayaan
uranium) yang prosesnya tidak dilakukan dengan cukup transparan di bawah
pengawasan feknis oleh badan yang berwenang yaitu IAEA. Berbagai laporan
Direktur Jenderal IAEA, Dr. Mohamad El Baradei, menggarisbawahi proses yang
tidak transparan tersebut. Laporan bulan November 2003 antara lain mengatakan
"it is clear that Iran has failed in a number of instances over an extended period
of time to meet its obligations under its Safeguards Agreement and in the past,
Iran had concealed many aspects of its nuclear activities, with resultant breaches
of its obligations to comply with the provision of its Safeguards Agreements.”
(“Jelas bahwa Iran, selama waktu yang panjang dan dalam sejumlah hal, telah
gagal untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya di bawah Safeguard Agreements
dan pada masa lalu Iran telah menyembunyikan banyak aspek kegiatan nuklimya,
yang berujung pada pelanggaran atas kewajiban-kewajibannya untuk memenuhi
ketentuan Safeguard Agreements”). Selanjuinya, laporan Dirjen IAEA terkait

PPernyataan Pers Tehunan Menlu: Kilas Balik 2008 dan Proyeksi 2009 diakses dari
http://www.indonesia.go.id pada tanggal 6 Juli 2009 pukul 16.26 WIB.

®penjelasan Pemerintash Soal Dukungan Terhadap Resolusi DK PBB, diakses dari
http:/Awww.ina.go.id/ pada tanggal 6 Juli 2009 pukul 16.00 WIB.
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dengan resolusi 1747 menyatakan bahwa Iran tidak mematuhi resolusi 1696 dan
1737 serta masih melakukan pengayaan uranium di Natanz dan reaktor air berat di
Arak M

Dari uraian tersecbut dapat dilihat bahwa terjadi perubahan kebijakan
Pemerintah Indonesia dalam program nuklir Iran. Indonesia menolak untuk
mendukung resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa No.1696 dan 1737
yang memberikan sanksi terhadap Iran terkait program nuklirnya. Penolakan
tersebut didasarkan pada prinsip atau pandangan bangsa Indonesia bahwa semua
negara berhak mengembangkan teknologi termasuk nuklir selama bertujuan untuk
kepentingan sipil. Prinsip tersebut berlandaskan teks konstitusi yaitu turut serta
mendukung perdamaian dunia. Akan tetapi pada resolusi DK PBB No.1747
Indonesia bersikap mendukung pemberian sanksi yang lebih tegas terhadap Iran
terkait program nuklimya. Keputusan itu didasarkan pada pertimbangan bahwa
Iran tidak mematuhi resolusi yang dijatubkan sebelumnya. Selain itu Iran juga
tidak terlihat memiliki itikad baik untuk bekerjasama dengan TAEA terkait
program nuklirnya. Kecurigaan dunia internasional atas keinginan Iran memiliki
senjata pemusnah massal‘ menemui tittkk temu dengan keengganan Iran
bekerjasama dengan Badan Pengawas Nuklir (IAEA).

Indonesia sebagai negara berpenduduk Muslim terbesar di dunia
memiliki kedekatan emosional dan budaya dengan Republik Islam Iran. Berbagai
kebijakan yang ditempuh berprinsip pada kemanfaatan bersama atau saling
menguntungkan. Terlebih dukungan masyarakat muslim Indonesia terhadap
keberadaan Iran sebagai penyeimbang hegemoni Israel di Timur Tengah. Kondisi
tersebut tentu dipahami benar oleh Pemerintah Indonesia. Basis massa Islam dapat
memberikan tekanan politik bagi kestabilan jalannya pemerintahan seandainya
aspirasi mereka tidak ditindaklanjuti dalam wujud tindakan nyata termasuk dalam
masalah nuklir Iran. Mayoritas masyarakat Indonesia memberikan dukungan
terhadap program nuklir yang dikembangkan Iran bahkan seandainyapun untuk
kepentingan pembuatan senjata pemusnah massal. Faktor inilah yang menjadi
salah satu dasar bagi pemerintah Indonesia dalam menyikapi isu nuklir Iran.

8 Ibid
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Akan tetapi Indonesia juga terikat secara prinsip untuk tetap menjunjung
tinggi nilai-nilai perdamaian. Teknologi apa pun yang dikembangkan suatu
bangsa tidak terlepas dari tujuan untuk kepentingan sipil atau tujuan damai.
Terlepas dari kecurigaan berlebihan Amerika Serikat dan sekutunya, Indonesia
tetap memiliki posisi tersendiri dalam bersikap terhadap isu yang sensitif tersebut.
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BAB III
ANALITSIS FAKTOR-FAKTOR PERUBAHAN KEBIJAKAN
PEMERINTAH INDONESIA TERHADAP PROGRAM NUKLIR IRAN

3.1 Politik Luar Negeri Indonesia Masa Pemerintahan Presiden
Yudhoyono

Politik luar negeri Indonesia ditujukan untuk melindungi
‘kepentingan nasional, khususnya rencana pembangunan. Ditengah
perkembangan dunia yang ditandai oleh saratnya kepentingan nasional
masing-masing negara dalam proses negosiasi di tingkat bilateral, regional,
maupun multilateral maka semakin penting bagi Indonesia untuk menentukan
sikap dan menempatkan posisi yang tepat dan jelas.

Politik luar negeri merupakan kebijakan negara unfuk
memperjuangkan kepentingan nasional terhadap dunia lvar. Menurut Jack
Plano dan Roy Olton, kepentingan nasional merupakan tujuan mendasar serta
faktor paling menentukan yang memandu para pembuat keputusan dalam
merumuskan politik luvar negerinya. Sasaran politik luar negeri Indonesia
sifatnya fleksibel, bukan memaksakan kemauan sendiri untuk mengamankan
kepentingan nasional dengan merugikan pihak lain.

Dalam menghadapi konstelasi intermasional yang berubah serta
transformasi sosial politik dl dalam negeri, perumusan dari pelaksanaan
politik tuar negeri Indonesia mau tidak mau perlu diperbaharui. Dalam era
reformasi dan krisis multi dimensional ini, politik luar negeri Indonesia
diharapkan dapat memainkan setidaknya lima fungsi, yaitu membantu
pemulihan ekonomi, membantu menjaga keutuhan teritorial, memelihara
lingkungan regional yang aman dan stabil, menumbuhkan rasa kebersamaan
dalam masyarakat yang terpecah-pecah, serta membangkitkan rasa
kebanggaan pada masyarakat yang mulai kehilangan kepercayaan diri.

Sejak Perang Dingin berakhir, politik internasional telah mengalami
beberapa perubahan besar yang cukup mendasar. Perubahan yang paling
mencolok adalah berubahnya sistem internasional yang bipolar menjadi suatu

sistem yang multipolar, Indonesia menganut politik luar negeri yang bebas-

58 Universitas Indonesia

Perubahan kebijakan..., Editha Mahrany, FISIP Ul, 2009.

_: . Eiemc e i



59

aktif sehingga selama Perang Dingin, Indonesia tidak ikut terlibat dalam
konflik antara blok barat dan blok timur. Posisi yang independen ini dapat
dipertahankan Indonesia sejak awal kemerdekaan. Namun dalam
implementasi politik luar negeri Indonesia, dokirin bebas aktif tetap
dipegang. Dalam pengertian sederhana, politik bebas aktif berarti Indonesia
dalam melakukan hubungan internasional tidak akan condong terhadap suatu
negara atau blok tertentu, melainkan bersahabat dengan semua negara, tanpa
pretenst ideologi tertentu demi kepentingan nasional.

Politik luar negeri yang dianut bukan menjadikan Indonesia netral
terhadap suatu permasalahan melainkan suatu politik luar negeri yang bebas
menentukan sikap dan kebijaksanaan terhadap permasalahan internasional
serta tidak mengikatkan diri hanya pada satu kekuatan dunia. Aktif berarti
kita ikut memberikan sumbangan, baik dalam bentuk pemikiran maupun
keikutsertaan secara aktif dalam menyelesaikan berbagai konflik, sengketa
dan permasalahan dunia lainnya, seperti yang tertera dalam Pembukaan UUD
1945 yaitu agar terwujudnya ketertiban dunia yang berdasarkan
kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Pengertian politik luar negeri Indonesia dapat dilihat di dalam Pasal
1 ayat 2, Undang-Undang No. 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri
yang menjelaskan bahwa Politik Luar Negeri Republik Indonesia adalah:
"Kebijakan, sikap, dan langkah Pemerintah Republik Indonesia yang diambil
datam melakukan hubungan dengan negara lain, organisasi internasional, dan
subjek hukum internasiopal lainnya dalam rangka menghadapi masalah
internasional guna mencapai tujuan nasional".*

Politik lvar negeri atau kebijakan luar negeri tidak terlepas dari
berbagai perkembangan keadaan nasional dan internasional, bahkan politik
luar negeri merupakan cerminan dari kebijakan dalam negeri yang diambil
oleh pemerintah. Demikian pula dengan politik luar negeri Indonesia yang
tidak terlepas dari pengaruh banyak faktor, antara lain posisi geografis
Indonesia yang terletak pada posisi silang antara dua benua dan dua

samudera, potensi sumber daya alam serta faktor demografi atau penduduk di

¥2 UU Republik Indonesia No. 37/1999, Tentang Hubungan Luar Negeri, Lembaran Negara RI No.
3882,
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Indonesia, serta berbagai perkembangan yang terjadi di dunia Internasional.®
Dalam konteks perumusan Politik Luar Negeri Indonesia, kondisi domestik
atau faktor-faktor iniernal sangatlah menentukan arah dan dinamika
pelaksanaan. politik luar negeri, di samping faktor-faktor eksternal.

Pasta pemeriniahan Orde Baru, stabilitas dan keamanan nasional
memperlihatkan kondisi yang amat berbeda dengan masa pemerintahan
Presiden Socharto. Ancaman disintegrasi nasional masih menjadi ancaman
bagi keutuhan teritorial.

Gerakan-gerakan separatis seperti Aceh, Papua, Maluku menjadi
agenda nasional utama yang harus segera dituntaskan. Disamping itu,
ancaman terhadap kesatuan bangsa yang banyak bermunculan seperti konflik-
konflik berbau SARA di Ambon, Maluku memposisikan Indonesia sebagai
negara yang menakutkan dan tidak aman, intoleran terhadap agama tertentu.*

Selain itu, berlarutnya upaya pemulihan ekonomi merupakan faktor
penentu utama untuk membangun kembali kepercayaan, baik itu domestik
maupun dunia internasional. Secara domestik, kegagalan permerintah untuk
membangun kembali ekonomi akan meningkatkan derajat pembangunan sipil
(civil diobedience) yang akan menyebabkan instabilitas. Sebab, hal ini akan
berkaitan dengan terus bertambahnya jumlah pengangguran yang suatu ketika
dapat meledak sebagai permasalahan sosial dan politik. Kemampuan
Indonesia untuk keluar dari krisis ekonomi akan berdampak langsung kepada
kemampuan pembangunan sistem pertahanan Indonesia.®

Reformasi di segala bidang yang dilakukan bersamaan untuk keluar
dari krisis ekonomi merupakan tuntunan bagi masa depan Indonesia yang
demokratis. Oleh karena itu, berjalannya pemerintahan yang demokratis
dengan pemahaman terhadap perbedaan dan kemajemukan akan mendorong
terciptanya stabilitas politik karena penyaluran tuntunan-tuntutan politik akan

dapat disalurkan melalui mekanisme demokratis.®

% Ratna Shofi Inayati dkk. 1998. Peluang dan Kendale Politik Luar Negen Ri, Jakarta: PPW LIPL
Hal 53

¥Rama Shofi Inayati, dkk.2002. Politik Luar Negeri Indonesia Pasca Socharto: Diplomasi
Pemulihan Ekonomi Nasional. Jakarta: Pusat Penelitian Politik-LIPI (P2P-LIPI) hal 18

%3 Ratna Shofi Inayati. Jbid. hal 17

¥ Ratna Shofi Inayati. Ibid. hal 18
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Kondisi-kondisi domestik tersebut sangat berpengaruh terhadap
politik luar negeri Indonesia. Saat ini pemerintah Indonesia tengah berupaya
untuk mengembalikan kepercayaan luar negeri terhadap Indonesia dan hal ini
merupakan kebijakan untuk mengembangkan hubungan depgan negara-
negara lain atau organisasi internasional dalam upaya untuk mencapai tujuan
nasional.

Berdasarkan beberapa perkembangan internasional yang terjadi,
maka pemerintah Indonesia telah menetapkan Kebijakan Politik dan
Hubungan Luar Negeri pada tahun 2004 yang disebut Ecumenical Diplomacy
yaitu merangkui semua negara untuk memperluas persahabatan dan
kerjasama yang sating menguntungkan dengan memprioritaskan:

1) Pemulihan citra Indonesia di mata masyarakat internasional;

2) Pemulihan ekonomi nasional dan kesejahteraan umum;

3) Pemeliharaan keutuhan wilayah nasional, persatuan bangsa serta stabilitas
nasional, serta mencegah terjadinya disintegrasi bangsa;

4) Peningkatan hubungan bilateral dengan prioritas negara negara yang
dapat membantu percepatan pemulihan ekonomi, perdagangan, investasi

-dan pariwisata;

5) Memajukan kerjasama internasional dalam rangka pemeliharaan
perdamaian dunia.

Sasaran penyelenggaraan hubungan lvuar negeri dengan merujuk GBHN
1999 adalah "Perwujudan politik luar negeri yang berdaulat, bermartabat, bebas
dan pro-aktif bagi kepentingan nasional dalam menghadapi perkembangan
global”. Namun sebagaimana dituntut dan sctiap kebijakan dasar, dalam hal
sasaran-sasaran operasiopalnya politik luar negeri tersebut harus senantiasa
bersifat adaptif dan mampu menyesuaikan diri pada berbagai perkembangan serta
perubahan yang terjadi saat ini.

Penyesuaian atau adaptasi ini tentunya bukan dalam artian sebatas
mengikuti ke mana arah angin bertiup (bend with the wind), tetapi penyesuaian
dalam artian berperan aktif dalam mengusahakan agar perubahan-perubahan
terscbut mengarah pada terwujudnya dunia yang lebih damai, adil dan sejahtera;
mengarah pada kondisi yang dapat menpguntungkan bagi pencapaian sasaran-
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sasaran kepentingan nasional.

Pemerintah Indonesia yang baru di bawah kepemimpinan Presiden Susilo
Bambang Yudhoyono dan Wapres Jusuf Kalla memiliki mandat untuk metakukan
perubahan yang sulit guna mengembalikan pemerintah ke jalur yang benar.
Presiden Yudhoyono juga berupaya menghilangkan citra Indonesia yang kurang
baik di luar negeri akibat berbagai faktor internal seperti stabilitas keamanan,
transparansi, konsistensi kebijakan (termasuk penegakan hukum dan peraturan
perundang-undangan yang kondusif).¥

Pemerintahan Presiden Yudhoyono dalam memperjuangkan kepentingan
nasional pada tataran internasional dilakukan demi (1) pertahanan, (2} keamanan,
(3) kesejahteraan (4) prestige (5) ideologi.®® Implementasi dari kepentingan
nasional ini, Indonesia diharapkan dapat memainkan setidaknya lima fungsi, yaitu
membantu menjaga keutuhan territorial, memelihara lingkungan regional yang
aman dan stabil, menumbuhkan rasa kebersamaan dalam masyarakat yang
terpecah-pecah serta membangkitkan rasa kebanggaan pada masyarakat yang
mulai kehilangan kepercayaan diri.”

Tujuan politik luar negeri Indonesia di bawah Presiden Yudhoyono
menekankan pada perjuangan pembenahan kondisi politik dan ekonomi di
dalam negeri. Politik lvar negeri Indonesia harus selalu diabdikan untuk
kepentingan nasional. Dalam hal ini, kepentingan nasional yang paling utama
adatah bagaimana mempercepat proses pemulihan ekonomi. Hak dan
kebutuhan masyarakat Indonesia dalam memperoleh kehidupan yang layak
ini menjadi inti tujuan nasional yang menjadi tujuan yang utama pemerintah
dalam pelaksanaan politik luar negeri.”

Dinamika politik luar negeri Indonesia selama tahun 2007 yang sangat
dinamis menggambarkan kesungguhan Departemen Luar Negeri dan Perwakilan
RI dalam mewujudkan program Kabinet Indonesia Bersatu. 4 New Activism

¥7 Ratna Shofi Inayati.2005.Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono dan politik Luar Negeri
Indonesia. Jakarta: LIPI Press, hal 40

8 Abdul A. Said. 1998, dikutip dalam Tulus Warsito, Teori-Teori Politik Luar Negeri: Pelevansi
dan Keterbatasannya Yogyakarta:Bigraf Publishing, hal. 27.

* Ratna Shofi Inayati.2005.Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono dan politik Luar Negeri
Indonesia. Jakarta: LIP] Press. Hal 40

* Rizal Sukme. 2005. Dimensi Domestik Politik Luar Negeri Indonesia. Dolam Buku Mencari
Desain Baru Politik Luar Negeri Indonesia. Jakarta: CSIS hal 85
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hubungan dan politik luar negeri Indonesia di era Reformasi juga menggambarkan
kesungguhan Indonesia untuk memberi sumbangan yang lebih nyata bagi
perdamaian dan keselamatan dunia seperti yang diamanatkan dalam UUD 1945.
Hasil Reformasi dan perkembangan situasi di dalam negeri, serta perkembangan
sttuasi internasional dan kawasan yang semakin kondusif, telah memungkinkan
keleluasaan kiprah politik luar negeri Indonesia yang bebas dan aktif ke segala
penjuru.

Dalam memperjuangkan kepentingan nasional pada tataran internasional,
Presiden Yudhoyono memiliki serangkaian pilihan untuk menentukan perilaku
Indonesia dalam konteks regional dan global balk yang berskala bilateral maupun
multilateral. Peran nasional Indonesia dalam politik lvar negerinya berkaitan
dengan tingkat ketertibatan Indonesia dalam berbagai hubungan internasional.
Peran politik luar negeri Indonesia di bawah Presiden Yudhoyono mengarah
kepada pemulihan martabat bangsa dan negara sebagai satu diantara negara
penentu arah dan wama politik regional di Asia Tenggara, Hal ini dilakukan
secara sendiri maupun bersama-sama dengan negara lain yang sekawasan.”

Dalam memperjuangkan kepentingan nasional Indonesia di dunia
internasional juga dapat terlihat dari eksistensi Indonesia di kancah internasional
dengan mulai aktifnya Indonesia dalam organisasi-organisasi internasional, salah
satunya dengan terpilihnya Indonesia sebagai anggota tidak tetap Dewan
Keamanan PBB periode 2007-2008.

Dengan menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB,
Indonesia memainkan peranan yang cukup aktif di PBB terutama dalam

menciptakan perdamaian dunia,

3.2 Strategi Politik Luar Negeri Indonesia

Politik luar negeri adalah strategi dan taktik yang digunakan oleh suatu
negara dalam hubungannya dengan negara-negara lain. Dalam arti luas, politik
luar negeri adalah pola perilaku yang digunakan oleh suatu Negara dalam
hubungannya dengan negara-negara lain. Politik luar negeri berhubungan dengan

proses pembuatan keputusan untuk mengikuti pilihan jalan tertentu. Menurat buku

*! Agus R. Rahman 2005. Politik Luar Negeri Pemerintahan Susifo Bambang Yudhoyono terhadap
Eropa. Jakarta: LIP] Press. Hal 60
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Rencana Strategi Pelaksanaan Politik Luar Negeri Republik Indonesia (1984-
1988), politik luar negeri diartikan sebagai suatu kebijaksanaan yang diambil oleh
pemerintah dalam rangka hubungannya dengan dunia internasional dalarm usaha
untuk mencapal tujuan nasional. Melalui politik luar negeri, pemerintah
memproyeksikan kepentingan nasionalnya ke dalam masyarakat antar bangsa.
Adanya keinginan yang kuat dari bangsa Indonesia untuk membuat
negaranya menjadi lebih terhormat lagi di mata internasional, baik dilihat
dari keragamannya (diversity) maupun peluang dan keahliannya. Semua ini
dapat dicapai antara lain melalui jalur pendidikan, promosi perdagangan dan
diplomatic outreach atau melalui pencapaian konkret dan agenda politik luar
negeri yang lebih baru.

Sejak pemerintahan Orde Baru, politik luar negeri Indonesia menganut
teori lingkaran konsentris (Concentric Circles Formula). Lingkaran
Konsentris pertama adalah ASEAN yang diangpgap sebagai “comer stone”
dari politik luar negeri Indonesia.”

Di luar lingkaran tersebut, Indonesia juga memperkuat kerja sama
dengan negara-negara yang tergabung dalam Pacific Island Forum, the South
West Pacific Dialogue dan Konsultasi Tripartite diantara Indonesia,
Australia, dan Timor Leste yang mencakup wilayah dalam Lingkaran
Konsentris II. Termasuk didalam Lingkaran Konsentris II adalah’ negara-
negara yang tercakup dalam kerja sama ASEAN+3 (Jepang, China, dan
Korea Selatan).93

Dalam upaya memulihkan perekonomian nasional ditengah gelombang
globalisasi ini, politik luar negeri Indonesia difokuskan pada kerja sama
bilateral dengan negara-negara Asia Timur, ASEAN+3 (Jepang, Korea
Selatan, dan China), East Asia Community dan APEC pada tingkat regional,
serta kelompok-kelompok tertentu pada tingkat global.”* Hal ini dilakukan

Indonesia untuk menarik kembali investasi asing untuk menanamkan

modalnya kembali di Indonesia.

2 Ratna Shofi Inayati. 2005.Pemenntahan Susilo Bambang Yudhoyone dan poltitik Luar Negeri
Indonesia Jakarta: LIP1 Press, Hal 35

% Ratna Shofi Inayati. Ibid. hal 35
™ Ratna Shofi Inayati. [bid. hal 39
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Pada lingkaran konsentris ketiga, Indonesia mengakui pentingnya
menggalang kerja sama dengan {ike-minded developing countries. Itulah yang
menyebabkan Indonesia secara aktif ikut serta dalam keanggotaan Non-
Aligned Movement (NAM), the Organization of the Islamic Conference
(OIC), the Group of 77 (G-77) dan the Group of 15 (G-15). Dengan forum-
forum tersebut Indonesia dapat menerapkan diplomasinya untuk memperkuat
usaha bersama dalam rangka menjembatani kesenjangan antara negara-negara
berkembang dengan negara maju. Sementara itu pada level global, Indonesia
mengharapkan dan menekankan secara konsisten penguatan multilateralisme
melalui PBB, khususnya dalam menyelesaikan segala permasalahan
perdamaian dan keamanan dunia.

Di samping lebih mengintensifkan keterlibatannya dalam forum-forum
internasional, Indonesia juga memainkan peranan yang cukup aktif dan menonjol
dalam memperjuangkan demokratisasi sistem politik internasional, khususnya
PBB, yang sampai saat ini masih didominasi oleh segelintir negara-negara pemilik
senjata nuklir yang merupakan anggota tetap Dewan Keamanan PBB. Sedangkan
dan sisi tindakan, politik luar negeri Indonesia cenderung mementingkan tindakan
multilateral dan bilateral untuk menyuarakan jalan damai dalarn menghadapi isu-
isu-politik luar negeri Indonesia. %

Satu permasalahan yang ctkup pelik dihadapi Indonesia kini adalah krisis
politik luar negeri. Harus diakui dengan jujur, saat ini kita hanya memiliki
kumpulan kebijakan luar negeri tanpa ada satm politik luar negeri sebagai benang
merah yang berarti.

Masalahnya, politik luar negeri Indonesia bebas aktif dibangun pada
konteks internasional dan domestik yang kental dengan pertentangan ideologis
antara liberalisme dan komunisme. Politik bebas aktif pada konteks itu dapat
dimaknai sebagai sebuah retorika penolakan atas keberpihakan dan sekaligus
sebagai posisi pembeda yang jelas di duma internasional yang memiliki
karakteristik bipolar pada saat itu.

Namun, ketika kini dunia internasional mengalami perubahan secara

drastis, relevansi kontekstual dari politik luar negeri bebas aktif dipertanyakan.

% Ratna Shofi Inayati. /bid, hal 61
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Berbagai keluhan atas tidak jelasnya arah dan konsistensi kebijakan luar negeri
Indonesia sesungguhnya dilandasi oleh belum adanya politik luar negeri yang
tepat dalam siteasi internasional yang sudah berubah secara ekstrem ini.
Kebijakan luar negeri yang dihasilkan pun menjadi tumpang tindih jika tidak
bersifat sektoral.

Tindakan politik luar negeri Indonesia yang cenderung hati-hati ini
dapat terlihat dari pengambilan keputusan Indonesia di DK PBB untuk
mendukung atau tidak kelvarnya Resolusi DK PBB No 1747 tahun 2007.
Posisi Indonesia pun menjadi sulit dan menjadi serba salah. Jika menolak
sanksi, Indonesia akan menjadi sendirian karena bersebrangan dengan posisi
14 anggota DK PBB lainnya. Sebaliknya, jika mendukung sanksi, dianggap
hanya mengikuti skenario dunia barat yang memang menginginkan sanksi
kepada Iran.

Posisi Indonesia baik mendukung atau menolak sanksi, tidak akan
mengubah putusan DK PBB karena 14 angpota lainnya sudah mendukung
keluarnya Resolusi DK PBB No 1747 tahun 2007.

3.3 Persepsi Indonesia Terhadap Ancaman Senjata Nuklir

Semenjak berakhirnya Perang Dingin, dunia internasional telah
mengalami perubahan yang besar. Perubahan konstelasi politik internasional
dari bipolar menjadi multilateral justru menyebabkan sitwasi internasional
menjadi penuh dengan ketidakpastian. Globalisasi di segala bidang dan
perubahan-perubahan mendasar yang dipicu oleh kemajuan teknologi
komunikasi menjadi sumber pergeseran seluruh persepsi dunia mengenai
ikatan-ikatan yang timbul oleh konsep regionalisme.

Potensi konflik yang masih sangat besar di Kamboja yang secara tidak
langsung merupakan akibat dari situasi Perang Dingin dan perebutan
pengaruh antara negara-negara adi kuasa, merupakan tantangan utama bagi
terwujudnya keamanan dan kestabilan kawasan yang sangat diperlukan oleh
negara-negara ASEAN guna melaksanakan pembangunan dengan damai dan

tentram.
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Dalam mengantisipasi hal tersebut, pada tanggal 27 November 1971
ASEAN mencanangkan gagasan Zone of Peace, Freedom and Neutrality
(ZOPFAN). Selanjutnya KTT I ASEAN di Bali tahun 1976 menghasilkan
Treaty of Amity and Cooperation in South East Asia (TAC) yang merupakan
dukungan terhadap proses perwujudan ZOPFAN. Salah satu komponen
penting dari TAC adalah kesepakatan untuk mengatur hubungan antara
anggota ASEAN dengan prinsip-prinsip dasar penyelesaian konflik secara
damai. Kemudian pada ASEAN Ministerial Meeting XVII (Juli 1984) di
Jakarta, dicetuskan Kawasan Bebas Senjata Nuklir Asia Tenggara (KBSN-
AT) sebagai komponen utama ZOPFAN.%

Sebagai tindak lanjut dari keinginan para angpota ASEAN untuk
mewujudkan KBSN-AT, maka ditandatanganilah Traktat mengenai Kawasan
Bebas Senjata Nuklir Asia Tenggara (KBSNAT) di Asia Tenggara (Treaty on
South East Asia-Nuclear weapon Free Zone- TSEA-NWFZ) oleh kepala
negara/pemerintah ASEAN dan Kepala Pemerintahan Kamboja, Laos, dan
Myanmar pada KTT V ASEAN, 14-15 Desember 1995 di Bangkok untuk
mewujudkan perdamaian yang langgeng di kawasan Asia Tenggara.
Penandatanganan Traktat KBSN-AT ini merupakan suatu kemajuan penting
dalam upaya mewujudkan ZOPFAN. Traktat KBSN-AT pada dasamya
merupakan sumbangan konkrit bagi proses denuklirisasi yang selanjutnya
diharapkan dapat membantu menciptakan perdamaian di kawasan dan
perdamaian dunia pada umumaya.”’

Dalam framework ASEAN sendiri melalui Treaiy on the South East
Asia Nuclear Weapon Free-Zone yang disepakati di Bangok, juga
menckankan pelarangan upaya apapun yang terkait dengan pengembangan
dan produksi senjata nuklir di kawasan Asia Tenggara, Namun masih dalam
framework yang sama tersebut, juga menyepakati dimungkinkannya

penggunaan teknologi nuklir untuk tujuan damai sepanjang hal tersebut

% Hambatan dan Peluang Perwujudan Kawasan Damai, Bebas dan Netral (ZOPFAN) di Asia

Tenggara. Final Report. Maret 1999. Kerjasama Yayasan Pusat Studi Asia Tenggara dengan

gadan Penelitian dan Pengembangan Departemen Luar negeri Republik Indonesia. Hal 1-2.
Ibidhal 15
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dilakukan secara aman dan ramah lingkungan.’
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8

Adapun tujuan dari pembentukan KBSN-AT ini adalah:*

a. Meningkatkan keamanan di kawasan Asia Tenggara dengan cara:

Mencegah segala bentuk penyebaran senjata-senjata nuklir seperti uji
coba, penggunean, pembuatan, penerimaan, penyimpanan, pemilikan,
pembangunan instalasi, penempatan dan pengpelaran;

memperkokoh semangat saling percaya dan meningkatkan hubungan
yang lebih serasi antara negara-negara di dalam kawasan;

Mencegah serangan nuklir terhadap negara-negara di dalam kawasan
atau dilibatkan dalam perang yang mempergunakan senjata nuklir;
Memajukan kerjasama yang sudah ada demi kesejahteraan masing-
masing negara di dalam kawasan, termasuk kerjasama pemanfaatan

tenaga nuklir untuk tujuan damai.

b. Memberikan sumbangan bagi pemeliharaan perdamaian dan keamanan

internasional.

¢. Sebapai salah satu upaya ke arah tercapainya perlucutan semjata nuklir

dalam rangka perlucutan senjata secara umum dan menyeluruh di, bawah

pengawasan internasional yang efektif.

d. Mencegah pacuan senjata, termasuk senjata nuklir, di kawasan karena

dengan demikian sumber-sumber dana yang terbatas dapat dialihkan

untuk keperluan pembangunan sosial/ekonomi masing-masing negara

yang berada di dalam kawasan.

Sikap Indonesia tetap konsisten dalam permasalahan nuktir bahwa

setiap negara-negara pihak dalam Perjanjian Non-Proliferasi Nuklir (NPT)

tetap memiliki hak untuk mengembangkan nuklir untuk tujuan damai.

Sebagai salah satu pemain kunci dalam Nuclear Non Proliferation

Treaty (NPT), yaitu sebagai Ketua PrepCom NPT 2004 dan Ketua Mair

Committee | Review Conference NPT 2005, posisi Indonesia terhadap isu

*® Begi Hersutanto. Posisi Indonesia Dalam Polemik Program Nuklir Iran. Disampaikan dalam
Pertemuan Kelompok Ahli membahas Arah Kebijakan Indonesia dalam Menyikapi 1su Nuklir
Iran. diselenggarakan oleh Badan Pengkaijian dan Pengembangan Kebijakan-DEPLU RY, Hotel
Novotel-Solo 27-28 April 2006

% Op. cit hal 16-17
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nuklir adalah sebagai berikut:

¢ Tidak dapat menerima penyebaran pengembangan persenjataan nuklir
(horizontal proliferation);

» Mengakui adanya hak bagi setiap negara untuk mengembangkan energi
nuklir untuk maksud damai, namun pada scat yang sama memahami
bahwa pengembangan energi nuklir untuk maksud damai tersebut bisa
disalahgunakan ke arah pengembangan senjata nuklir. Oleh karena itu,
Indonesia mendorong semua anggota NPT untuk memberikan
kerjasamanya kepada IAEA dengan menempatkan program-program
nuklirnya dibawah pengawasan IAEA;

e Menekankan kewajiban negara nuklir (AS, Inggris, Rusia, Perancis, dan
RRC) untuk mewujudkan perlucutan senjata nuklir sesuai komitmen
mereka pada NPT;

¢ Menekankan perlunya universalitas dari traktat NPT, schingga negara-
negara non-NPT seperti Israel juga harus memenuhi ketentuan yang
-terdapat dalam NPT.

3.4 Posisi Awal dan Dukungan Indonesia Terhadap Proliferasi Nuklir
Iran

Nuklir semakin penting bukan karena alasan keamanan dan prestige
semata, namun di tengah terjadinya krisis sumber daya alam, setiap negara
semakin menyadari perlunya pengembangan energi non minyak'” Bahkan
dalam 30 tahun ke depan sumber daya alam terutama minyak dan gas bumi
akan menjadi langka.

Indonesia bersama dengan Australia dan Norwegia telah. mengawali
pelaksanaan Integrated Safeguards vyaitu kombinasi optium dari
Comprehensive Safeguards Agreement dan Additional Protocols, Indonesia
mendukung hak setiap negara pihak untuk menggunakan dan
mengembangkan energi nuklir untuk tujuan-tujuan damai dan mematuhi
ketentuan-ketentuan IAEA serta NPT.

' Walter S. fomes. I 993.Logika Hubungan Internasional: Kekuasaan, Ekonomi, Politik
Internasional dan Tatanan Dunia. Jakarta: Penerbit Gramedia Pustaka Utama.hlm. 142.
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Sesuai ketentuan-ketentuan NPT pads Pasal IV.2, sepanjang untuk
tujuan damai dan tidak terbukti melakukan penyimpangan maka pada
hakekatnya setiap negara pihak pada NPT mempunyai hal yang sama untuk
melakukan aplikast tenaga nuklir termasuk kegiatan riset maupun
pengembangan daur bahan bakar nuklir.

Negara-negara berkembang sebagai negara pihak NPT yang telah
melaksanakan Integrated Safeguards dengan konsekuen, perlu dijamin untuk
memperoleh akses pengadaan daur bahan bakar nuklir jangka panjang
khususnya pelayanan Uranium enrichment dan reprocesing pada saat
diperlukan.

Berkaitan dengan isu nuklir Iran, posisi dasar Indonesia adalah bahwa
Indonesia sebagai negara anggota dari NPT mendukung dan meminta agar
semua kesepakatan dalam semua Traktat tersebut dipenuhi. Traktat tersebut
menyebutkan bahwa semua negara pihak mempunyai hak untuk
mengembangkan energi nuklir untuk tujuan damai dan disisi lain, terdapat
kesepakatan yang lain untuk tidak boleh mengembangkan energi nuklir untuk
tujuan militer.

Seswai dengan perjanjian, dari sekitar 180 nepara yang
menandatangani NPT, hanya lima negara yang diizinkan untuk
mengembangkan nuklir untuk tujuan militer, selebihnya hanya boleh
mengembangkan nuklir untuk tujuan damai. Bagi negara-negara yang akan
mengembangkan nuklir untuk tujuan damai, mereka justru diharuskan untuk
sating membantu dan bekerja sama mengembangkan nuklir sebagai energi
alternatif.

Indonesia mendukung hak dari setiap negara pihak pada perjanjian
NPT termasuk Iran untuk mengembangkan teknologi nuklir untuk tujuan
damai. Posisi Indonesia dalam kasus proliferasi nuklir Iran ini adalah
mendukung Iran untuk mengembangkan nuklir bagi tujuan damai.

Dukungan Indonesia ini dapat terlihat dan kunjungan Menteri Luar
Negeri Dr. N Hassan Wirajuda pada tanggal 25 Januari 2006 ke Teheran dan
menemui Presiden Mahmoud Ahmadinejad, Menteri Luar Negeri Iran

Manouchehr Mottaki dan Kepala Juru Runding Iran Ali Latijani. Pada
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kunjungan tersebut Menlu Hasan Wrayuda menyampaikan sikap pemerintah
Indonesia yang menginginkan persoalan nuklir Iran tidak dibawa ke Dewan
Keamanan PBB.!" Dalam kesempatan tersebut, Menlu Hasan Wirajuda juga
menyatakan bahwa merupakan hak semu negera untuk memiliki akses
terhadap teknologi nuklir untuk kepentingan damai, untuk itu persoalan
nuklir Iran agar diselesaikan melalwi jalur dialog.'®

Dukungan Indonesia terhadap Iran juga ditujukan dengan mengambil
sikap abstain dalam pemungutan suara 35 anggota Dewan Gubernur IAEA
pada 4 Februari 2006. Sikap abstain Indonesia didasar agar para pihak yang
terkait dalam kasus nuklir Iran ini dapat memaksimalkan proses damai.

Permyataan sikap pemerintah Indonesia yang disampaikan oleh Menlu
Hasan Wirajuda merupakan pernyataan sikap yang dapat diterjemahkan
bahwa Indonesia secara implisit mendukung posisi Iran, sekaligus juga
mendukung program pengembangan teknologi nuklir untuk tujuan damai dan
tidak pernah ditujukan untuk pengembangan senjata pemusnah massal.

. Presiden Iran Mahmoud Ahmadinejad pun melakukan kunjungan
kenegaraan balasan ke Jakarta selama tiga hari sebelum menghadiri
Pertemuan Puncak KTT D-8 pada 12 Mei 2006 di Bali. Selama kunjungannya
di Jakarta, Presiden Iran meminta kepada rakyat Indonesia untuk mendukung
Iran dalam mengembangkan nuklir untuk tujuan damai. Bahkan kehadiran
Presiden Ahmadinejad di Universitas Indonesia untuk menyampaikan
pandangan-pandangannya mengenai proliferasi nuklir Iran, mendapatkan
sambutan yang hangat oleh para mahasiswa.

Dalam pidatonya tersebut, Presiden Ahmadinejad menyatakan bahwa
"Apa yang dilakukan bangsa Iran (dalam pengembangan program nuklir)
bukanlah sekadar mempertahankan haknya orang Iran, tetapi haknya negara-
negara Islam."'® Indonesia juga mendesak pemerintah Iran agar dapat
memaksimalkan perundingan dan bekerjasama dengan IAEA dan
melaksanakan selurvh kewajibannya sebagaimana yang terdapat dalam

ketentuan IAEA. Indonesia juga memberi saran kepada Pemerintah Iran

‘%! Ninok Leksono. Nekatnya Iran, Repotnya RI. Sumber. Koran Kompas Edisi 8-05-2007.
**? 1bid

'3 Negara Barat dan Zionis Berada dalam Krisis Koran Kompas edisi: 12 Met 2006
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untuk mempertimbangkan kembali secara positif usulan Rusia yang
menawarkan kepada Iran untuk melakukan proses pengayaan uranium di
Rusia. Usulan Rusia tersebut juga dinilai banyak negara sebagai usulan
kompromi yang terbaik saat ini dalam rangka mengembalikan kepercayaan
khususnya negara-negara Barat terhadap program nuklir Iran.

Sikap Indonesia yang mendukung Iran karenma beranggapan bahwa
pengembangan nuklir yang dilakukan oleh Iran ditujukan untuk kepentingan
damai. Bahkan dalam membantu upaya penyelesaian nuklir isu nuklir Iran
secara damai, Indonesia telah secara aktif dan konstruktif melakukan
berbagai langkah. Indonesia memperjuangkan hak setiap negara pihak untuk
mendapatkan manfaat alas pengembangan teknologi nuklir tersebut dan
menentang setiap upaya yang membawa dampak adanya pengurangan atau
pembatasan realisasi hak tersebut.'®

Menlu Hasan Wirajuda mengaskan bahwa "RI mendukung sepenuhnya
hak Iran untuk memiliki energi nuklir untuk tujuan damai. Akan tetapi, kita
akan menentang setiap negara yang mengembangkan senjata nuklir. Lima
saja cukup, pun negara tersebut akan mengembangkan. Kita tidak mau
mengalihkan hak untuk tujuan milter."*%

Dukungan yang diberikan Indonesia kepada Iran ini dikarenakan
menurut Indonesia program nuklir untuk tujuan damai (peacefiul purposes)
memang diperkenankan dalam Traktat NPT, khususnya Pasal IV.1. 3ahkan
menurut Pasal 4.2, negara pihak justru dapat mengadakan kerja sama
internasional dan bantuan teknik untuk mengembangkan program nuklirnya.
Jika program nuklir itu untuk tujuan damai, dalam arti untuk energi listrik
dan bukan untuk kepeiluan militer (membuat bom nuklir), setiap negara
berhak untuk mengembangkannya.

Dalam Pasal 11l.1 ditetapkan, negara pihak harus menerima
safeguards dan verifikasi yang dilakukan IAEA untuk menjamin bahwa

program nuklir itu tidak dialihkan menjadi program senjata nuklir. Selain itu,

1% Penjelasan Menteri Luar Negeri dalam Rapat Kerja Dengan Komisi I DPR-RI Mengenai
Resolusi Dewan Keamanan P8B No 1747. Diakses dari http://www.kompas.com/kompas-
cetak/0410/19/0pini/018285.htm. pada 26-10-2007 pukul 12.45

1% -8 bukan Wadah Negara Pendukung Nuklir {ran. Koran Pikiran Rakyat. Edisi: 11 Mei 2006
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berdasar Pasal 111.2, negara pihak tidak diperkenankan mengupayakan
penyediaan (fissue material (uranium yang diperkaya) sendiri kecuali
dilakukan dalam kerangka safeguards IAEA.'%

Bagi Indonesia sendiri, Indonesia mendukung setiap negara untuk
mengembangkan nuklir yang ditujukan untuk kepentingan damai selama
pengembangan nuklir tersebut dilakukan dalam "jalur " yang benar yaitu
bersedia bekerjasama dengan IAEA dalam melakukan pengawasan dalam
pengembangan nuklir.

Hal ini terlihat dari konsistensi Indonesia yang tetap mendukung Iran
untuk melakukan pengembangan nuklir. Indonesia juga meminta Iran untuk
bekerjasama dengan IAEA agar pengembangan nuklir Iran dapat dilakukan
secara transparan untuk mendapatkan kepercayaan dar negara-negara barat

bahwa nuklir yang dikembangkan oleh Iran adalah untuk tujuan damai.

3.5 Perubahan Kebijakan Luar Negeri Indonesia Terhadap Proliferasi
". Nuklir Iran

o Indonesia Sebagai Anggota Tidak Tetap Dewan Keamanan PBB
Indonesia akhirnya terpilih sebagai anggota tidak tetap Dewan
Keamanan (DK) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk periode
2007-2008 dalam Sidang Majelis Umum PBB pada 16 Oktober 2006.'"
Indonesia memperoleh suara 158 nepara yang mendukung
keanggotaan Indonesia di DK PBB. Keanggotaan Indonesia di DK PBB
sebetulnya bukan pengalaman yang pertama. Indonesia pernah menjadi
anggota tidak tetap DK PBB pads periode 1973-1974 dan 1995-1996.'%
Sejak 2005 Indonesia melakukan diplomasi memutar dengan cara
mencalonkan diri menjadi anggota tidak tetap DK PBB tahun 2007-
2008. Dengan suara mayoritas 158 Negara dan 192, RI terpilih sebagai
anggota tidak tetap. Sebagai anggota, Indonesia menginginkan agar

PBB menjadi instrumen multi lateralisme yang efektif. Keanggotaan

'% Dian Wirengjurit. Korut, Iran, dan Nuklir untuk Perdamaian. Sumber: Koran Kompas Edisi 9-
04-2007

o7 .
Op.Cit,,
"% Op.Cit.,
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Indonesia di Dewan Keamanan merupakan wujud dari upaya di bidang
diplomasi untuk melaksanakan amanah Pembukaan UUD 1945, yang
memandatkan Indonesia untuk "turut serta secara aktif dalam upaya
menciptakan ketertiban dunia yeng berdasatkan kemerdekaan,
perdamaian abadi dan keadilan sosial”.'®

Keanggotaan Indonesia di DK PBB dan duduknya Indonesia di kursi
Kepresidenan DK PBB telah memungkinkan Indonesia untuk memandu
(navigate) dan memberi jalan keluar terhadap berbagai permasalahan
prosedural dan substansif seperti ketika DK PBS membahas isu
Eritrea/Ethiopia, masalah penggelaran pasukan PBB di Darfur (Sudan),
Somalia, Timur Tengah (Palestina), Lebanon, Myanmar, dan Bosnia-
Herzegovina, sehingga DK PBB tetap padu dalam memenuhi tanggung
jawabnya dalam pemeliharaan, perdamaian dan keamanan
internasional.'!

Bersama dengan anggota tidak tetap lainnya, Indonesia akan mulai
peran baru di sebuah dewan yang selama ini mengendalikan arah dan
gerak PBB. Keputusan pemerintah untuk menjadi anggota tidak tetap
Dewan Keamanan PBB, memipakan upaya yang konsisten agar
Indonesia dapat memberikan sumbangsihnya yang lebih besar bagi
upaya memelihara perdamaian dan keamanan baik pada tingkat kawasan
maupun global, yang merupakan mandat utama Dewan Keamanan PBB.

Peran dan kontribusi Indonesia tersebut mencakup antara lain
keterlibatan pasukan Indonesia di berbagai misi penjagaan perdamaian
PBB sejak tahun 1957; upaya perdamaian di kawasan seperti Kamboja
dan Filipina Selatan; dalam konteks ASEAN ikut serta menciptakan
tatanan kawasan di bidang perdamaian dan keamanan, serta peran aktif
di berbagai forum pembahasan isu perlucutan senjata dan non-

proliferasi nuklir.'"!

'® Op.Cit.,

" op.Cit,,

"http://vwvw.indonesiamission-ny.org/fissuebarw/indToday/n101606.5tm  diakses pada 27
November 2007 pukul 15.00
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Dukungan Indonesia Terhadap Keluarnya Resolusi Dewan
Keamanan PBB No 1747 Tahun 2007

Posisi dan sikap Indonesia terhadap isu nuklir tetap konsisten, baik
di dalam maupun di War Dewan Keamanan, yaitu bahwa pengembangan
teknologi nuklir untuk tujuan damai merupakan hak mendasar
(inalienable rights) setiap negara.

Indonesia secara terbuka menyatakan di berbagai forum memberikan
dukungan sepenuhnya hak Iran untuk mengembangkan teknologi nuklir
untuk tujuan damai, tentunya dengan sepenuhnya menghormati
kewajibannya untuk melakukan pengembangan teknologi nuklir itu secara
transparan dan akuntabel. Hak Iran itu dijamin dalam kesepakatan
internasional dalam bentuk perjanjian.

Iran sebagai negara yang menandatangi Nuclear NonProliferation

Treaty (NPT) merasa berhak mengembangkan teknologi nuklimya untuk

tujuan damai. Untuk menunjukkan itikad baik bahwa program nuklirnya

benar-benar untuk tujuan damai, Iran telah mengijinkan 1600 petugas

IAEA mengawasi seluruh instalasi nuklimmya dan proses pengayaan
uranium setiap hari. Iran bahkan melakukan lebih dan semestinya dengan
mempersilahkan IAEA memeriksa sejum!ah pusat militer Iran.'"?

Untuk menambah kepercayaan Internasional, Iran secara sukarela
menandatangani protokol tambahan JAEA, dimana banyak negara Eropa
belum mengesahkannya. Iran telah pula menandatangani Konvensi
Larangan Ujicoba Senjata Nuklir (CTBT), Konvensi Larangan Perluasan
Senjata Biologi (CWC). Apabila Rusia dan USA bersedia, Iran juga
menawarkan kelanjutan program nuklirnya dilakukan dalam kerangka
kerjasama ataupun proyek internasional dengan negara tersebut. Semua
itu dilakukan agar masyarakat internasional percaya bahwa program

nuklir Iran benar-benar untuk tujuan damai.'

2 Op.Cit,
U3 op.Cit.,
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Permasalahan nuklir Iran sesungguhnya adalah masalah
pengembangan teknologi nuklir untuk tujuan damai (termasuk proses
pengayaan uranium) yang prosesnya tidak dilakukan dengan cukup
transparan di bawah pengawasan teknis oleh badan yang berwenang di
bidang itu, yaitu IAEA. Selain itu juga adanya ketidakpercayaan negara-
negara Barat terhadap program nuklir Iran karena Iran menolak bekerja
sama dengan JAEA.

Pada tanggal 31 Juli 2006, DK PBB setuju untuk menjatuhkan
sanksi atas Iran dengan mengeluarkan Resolusi DK PBB No 1696 Tahun
2006. Dalam resolusi 1696 yang disetujui oleh 14 15 anggota DK PBB
ini disebutkan, jika Iran mengabaikan perintah penghentian aktivitas
nuklir ini maka DK PBB akan segera membahas sanksi ekonomi dan
politik untuk Iran. Resolusi ini juga mewajibkan Iran untuk mengikuti
semua petunjuk Badan Energi Atom Internasional (IAEA) tanpa
penundaan lebih lanjut, dan mewajibkan Ketua IAEA, Mohamed El
Baradel, untuk memberikan laporan apakah Iran mematuhi isi resolusi
itu.""* Pada Desember 2006, DK PBB setuju untuk menjatuhkan sanksi
atas Iran dan memberikan negara itu waktu 60 hari untuk menghentikan
program nuklir. Iran menolak dan menganggap resohisi DK PBB tersebut
ilegal.'’® Dalam sidangnya, Sabtu tanggal 23 Desember 2006, DK PBB
sepakat untuk mengadopsi Resolusi 1737 yang memberi sanksi kepada
Iran.'"® Resolusi ini menggariskan semua negara dilarang menyuplai,
menjual, atau mentransfer semua jenis material, perlengkapan, barang,
dan teknologi yang terkait dengan program nuklir Iran.

Selain itu, resolusi sanksi pertama bagi Iran itu memerintahkan
pembekuan dana, aset, dan sumber ekonomi yang dimiliki orang atau
entitas yang terkait dengan pengembangan nuklir Iran. Resolusi itu

menyatakan jika Teheran tetap tidak menghentikan pengayaan

1% Diakses: httn://republika.co.id koran detail asp?id=259080&kat id_id+7&kat id1=94&kat id2

da 22 Oktober 2007 pukul 10.00.
3 Iran Akan Hentikan Jika Barat Melakukannya Juga, Sumber: Koran Kompas, Edisi 22 Oktober

2007 pukul 10.00

''¢ Iran Abaikan Sanksi Dewan Keamanan PBB; Diakses dan www_jurnainet.com pada 220ktober
2007 pukul 10.00
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uraniumnya sesuai dengan tuntutan DK PBB, DK akan melakukan
langkah-langkah lanjutan sesuai dengan Pasal 41 Bab 7 piagam P8B,
yaitu sanksi nonmiliter.'!” Iran tidak memperdulikan sanksi Dewan
Keamanan PBB yang dijatuhkan Sabtu {23/12) terkait program nuklirnya.
Teheran bahkan mendongkrak kapasitas pengayaan uranium.

DK PBB akhimya kembali mengeluarkan Resolusi DK PBB No
1747 tahun 2007 yang dikeluarkan pada tanggal 24 Maret 2007. Dimana
resolusi ini merupakan kelanjutan Resolusi 1737 setelah Iran hingga
batas waktu dua bulan tidak memenuhi ketentuan DK PBB serta JAEA
untuk menghentikan pengayaan uraniwmnya. sisi substansi, inti Resolusi
1747 sebenarnya tak banyak. Apa yang disebut sanksi tambahan itu
adalah pertama, seruan kepada seluruh negara untuk tidak memberikan
akses masuk atau persinggahan bagi orang -orang atau organisasi/badan
di Iran yang termasuk dalam daftar "cekal" karena dugaan keterlibatan
mereka dalam pengembangan nuklir; kedua, ada larangan kepada Iran
untuk menjual berbagai jenis senjata dan amunisi ke luar Iran; ketiga, ada
seruan kepada seluruh negara dan lembaga-lembaga keuwangan
internasional untuk tidak membuat komitmen hibah, bantvan keuangan,
maupun pinjaman ke Iran, kecunali untuk tujuan kemanusiaan dan
pembangunan. Sedangkan tuntutannya adalah melanjutkan tuntutan
Resolusi 1737, yaitu Iran segera menghentikan aktivitas pengayaan
uranium dan bekerja sama penuh dengan IAEA."'®

Hampir semua anggota Dewan Keamanan PBB menyetujui resolusi
tersebut, termasuk negara-negara yang selama ini dikenal sebagai sckutu
Iran untuk mendukung program nuklirnya, seperti Rusia, China,
Indonesia, Qatar dan Afrika Selatan. Indonesia sebagai salah satu negara
anggota tidak tetap DK PBB, selain Qatar dan Afrika Selatan semula
menolak resolusi itu karena pembangunan energi nuklir Iran untuk tujuan
damai. Akan tetapi hingga menit-menit terakhir menjelang voting,

berlangsung negosiast insentif antara Indonesia, Qatar, dan Afrika

"7 1bid

""®pro-Kontra Sanksi DK P88 ke Iran: Simbol Ketidakberdayaan Masyarakat Internasional
Sumber: Koran Kompas. Edisi 01-04-2007
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Seiatan. Ketiga negara itu ingin ada pernyataan tentang zona bebas nuklir
Timur Tengah dalam mukadimah resolusi. Namun, aspirasi ketiga negara
itn kalah dengan kepentingan negara-negara besar, terutama Amerika
Serikat dan akhirnya Indonesia pun menyatakan "ya" atas resolusi
tersebut.'!’

Keputusan Indonesia mendukung sanksi baru terhadap Iran tersebut
sulit dipercaya serta mendapat kecaman dari umat Islam di Indonesia.
Bahkan Iran sendiri menyatakan kekecewaanya alas keputusan
pemerintah Indonesia. Mengingat dalam tiga kali pertemuan Presiden
Yudhoyono dengan Presiden Ahmadinejad, Indonesia selalu menekankan
dukungannya terhadap program nuklir Iran.

Menlu Hassan Wirajuda justru merasa pilihan mendukung itu adalah
pilihan yang paling mungkin untuk mendorong penyelesaian masalah
nuklir secara damai. Resolusi itu juga harus dilihat tidak berdiri sendiri,
melainkan sebagai kelanjutan dari Resolusi 1737, hasil laporan Dirjen
IAEA -yang ternyata tidak dipatuhi Iran. Oleh karepa itu, pilihannya
adalah tidak menentang arus. Namun ada upaya untuk memperbaiki
perubahan atas draft tersebut. Perbaikan tersebut adalah disetujuinya
usulan Indonesia, Qatar dan Afrika Selatan menyangkut Kawasan Timur
Tengah Bebas Nuklir (Nuclear Free Weapon Middle East/NWFME).'®

Menlu juga menegaskan bahwa resolusi tersebut selain bersifat
persuasif, juga membuka peluang bagi solusi damai. Selain itu, posisi
Indonesia dalam masalah penggunaan tenaga nuklir sangat jelas, yakni
menentang setiap negara yang membelokkan penggunaan tenaga nukiir'
dan maksud maksud damai.'*!

Melalui perwakilannya di DK PBB, Indonesia telah mengambil
berbagei langkah yang ditujukan agar resolusi yang dihasilkan berimbang

dan tidak menutup kesempatan penyelesaian secara dialog. Dalam

Y Rumadi. Iran Pasca-Resolusi DK P88. Sumber: Koran Kompas Edisi 3-04-2007

Y tndonesia Kembangkan Nwklir Kenapa Takur? Diakses dari: file:///E:/data2/indonesia-
kembangkan-nuklir-kenapa-takut-3.htm. pada 26 Oktober 2007 pukull1.00

“YMenlu: Posisi Indonesia Tidak Berubah Dalam Masalah Nuklir lran. Diakses dan:

http:tlwww.kornpas.cortdkompas-cetak/(:509/19/0pini2054757.him. pada 26 Oktober 2007 pukul
11.00.
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kaitannya, delegasi Indonesia telah secara aktif mengusulkan perubahan

terhadap rancangan resolusi, yaitu:'?

e Dimasukkannya rujukan tentang kawasan-bebas senjata pemusnah
massal di Timur Tengah

o Kewajiban untuk memenuhi ketentuan Traktat NPT yang berlaku juga
bagi Negara-negara yang memproduksi nuklir

e Jaminan tentang hak setiap negara, termasuk Iran, wuntuk
mengembangkan teknologi nuklir untuk tujean damai

¢ Perundingan dilakukan dengan “in good faith" (niat baik/negosiasi)

Posisi dan kebijakan Indonesia untuk mendukung perluasan sanksi
terhadap pengembangan nuklir Iran didasarkan pada politik luar negeri yang
bebas dan aktif sesuai UUD 1945 baik yang tercantum dalam pembukaan
maupun batang tubuh. Konstitusi kita jelas mengamanatkan pencapaian
tujuan dan kepentingan nasional yang harus dicapai untuk kita sendiri
sebagai bangsa. Konstitusi kita juga mengamanatkan bahwa sebagai warga
masyarakat internasional kita berkewajiban untuk ikut melaksanakan
ketertiban dunia. Tatanan dunia yang berdasarkan atas kemerdekaan,
perdamaian abadi dan keadilan sosial, masih merupakan cita-cita yang secara

aktif harus kita perjuangkan.

3.6 Faktor-Faktor yang Menyebabkan Perubahan Kebijakan Luar
Negeri Indonesia Dalam Penyelesaian Nuklir Iran

Howard Letner mengklasifikasikan dua komponen besar faktor
faktor yang mendasari dan menentukan rencana-rencana serta pilihan-pilihan
yang dibuat oleh para pembuat keputusan yang dipengaruhi cleh lingkungan
internal dan lingkungan eksternal.

Adapun faktor internal yang mempengaruhi perubahan kebijakan
luar negeri Indonesia dalam penyelesaian nuklir Iran adalah:

1) Pandangan Indonesia terhadap Program Nuklir Iran

'2 penjelasan Menteri Luar Negeri dalam Rapat Kerja Dengan Komisi I DPR-RI Mengenai
Resolusi Dewan Keamanan PBB No 1747. Diakses den: http:/hwww kompas.com/kompas-
cetak/0410/19/0pini/018285.htm. pada 26 Oktober 2007 pukul‘11.00.
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Indonesia mendukung sepenuhnya hak Iran untuk mengembangkan
nuklir untuk tujuan damai karena Indonesia beranggapan bahwa Iran
sebagai anggota penandatangan NPT memiliki hak mutlak untuk
mengembangkan nuklir untuk tujuan damai. Indonesia akan menentang
Iran jika pengembangan nuklir yang dilakukan oleh Iran ditujukan untuk
kepentingan militer.

Masalah nuklir Iran berawal dan ketidakpercayaan negara-negara
barat terhadap program nuklir Iran. Dalam pengembangan nuklir ini, Iran
dicurigai telah mengembangkan nuklir yang mengarah kepada pembuatan
senjata pemusnah massal. Bahkan Iran secara sepihak pada tanggal 9
Januari 2006 telah membuka segel instalasi nuklimya di Natanz. Hal ini
telah memicu DK PBB mengeluarkan Resolusi No 1696/2006 yang
disetujui oleh 14 dari 15 anggota DK PBB. Garis besar Resolusi
1696/2006 ini berisi mengenai perintah kepada Iran untuk menghentikan
program pengayaan uraniumnya.

Akan tetapi Iran tidak mengindahkan peringatan dari DK PBB yang
memberikan waktu dua bulan kepada Iran untuk menghentikan program
pengayaan nuklirnya sehingga DK PBB dalam sidang pada Sabtu
(23/12/2006) sepakat untuk mengadopsi Resolusi No 1737/2006 yang
memberi sanksi kepada Iran.'” Resolusi No 1737/2006 memuat sanksi
bahwa semua negara dilarang menyuplai, menjual, atau mentransfer
semua jenis material, perlengkapan, barang, dan teknologi yang terkait
dengan program nuklir Iran. Selain itu, resolusi ini juga berisi perintah
tentang pembekuan dana, aset, dan sumber ekonomi yang dimiliki orang
atau entitas yang terkait dengan pengembangan nuklir Iran.

Iran tidak memperdulikan sanksi Dewan Keamanan PBB yang
dijatuhkan Sabtu (23/12) terkait program nuklirnya. Teheran bahkan
mendongkrak kapasitas pengayaan uranium. Atas dasar tersebut, Iran
dicurigai mengembangkan nuklir yang mulai mengarah pada

pengembangan nuklir untuk senjata pemusnah massal.

'Blran Abaikan Sanksi Dewan Keamanan PBB; wnrw,jumalnet.com. diakses pada 22 November
2007 pukul 15.00
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Dalam jangka wakiu 60 hari yang telah ditetapkan oleh PBB, Iran
tidak juga menghentikan program pengayaan uraniumnya. Akhirnya
dengan suara bulat pada tanggal 26 Maret 2007, DK PBB mengesahkan
resolusi yang berisi penambahan sanksi bagi Iran. Resolusi 1747/2007
menjatuhkan sanksi yang lebih berat kepada Iran, antara lain melarang
ekspor senjata serta membekukan aset 28 orang dan organisasi yang
terkait dengan program nuklir dan misil Iran. Dalam Resolusi 1747/2007
juga menjatuhkan sanksi di bidang ekonomi yaitu meminta semua negara
dan lembaga keuangan internasional untuk tidak membuat komitmen baru
dalam rangka hibah, bantuan keuangan, dan pinjaman lunak kepada
pemerintah Iran. Semua negara juga diminta DK PBB agar secara
sukarela memberlakukan larangan bepergian terhadap pihak-pihak yang
terkait dengan program nuklir Iran,'**

Indonesia sebagai salah satu negara anggota tidak tetap DK PBB
selain Qatar dan Afrika Selatan semula menolak resolusi itu karena
pembangunan energi nuklir yang dilakukan oleh Iran untuk tujuan damai.

. Hingga menit-menit menjelang voting, berlangsung negosiasi intensif

_ dengan Afrika Selatan, Indonesia dan Qatar.'”® Akhirnya Indonesia
menyatakan untuk memberikan suara dan mendukung kelwarnya Resolusi
No 1747/2007 yang memberikan sanksi lebih berat kepada Iran.
Keputusan Indonesia ini adalah untuk semakin mendorong solusi damai
atas masalah nuklir Iran.

Dinamika di Dewan Keamapnan PBB telah menggiring Indonesia
mendukung sanksi karena dalam kenyataannya 14 anggota Dewan
Keamanan PBB lainnya sepakat menjatuhkan sanksi. Bahkan China dan
Rusia yang awalnya mendukung Iran dalam pengembangan nuklir Iran
juga turut mendukung dijatuhkannya sanksi terhadap Iran. Apa pun sikap
Indonesia atas resolusi Dewan Keamanan PBB No. 1747 tahun 2007, baik
mendukung, abstain ataupun menolak, dapat dipastikan resolusi tetap
bergulir mengingat anggota tetap Dewan Keamanan PBB telah bulat

mendukung dikeluarkannya resolusi tersebut.

124 1
Ibid
'?5 Rumadi. fran Pasca-Resolusi DK PBB. Kompas Edisi 3-04-2007
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Dalam menghadapi situasi yang memburuk di Iran, Indonesia telah
mengambil langkah-langkah proaktif untuk mengakhiri konflik yang
terjadi di Iran dengan mendorong diupayakan jalan damai dalam upaya
penyelesaian proliferasi nuklir Iran.

2) Peran Serta Indonesia Dalam Upaya Menciptakan Perdamaian Dunia

Posisi yang diambil oleh pemerintah dalam permasalahan nuklir
Iran, pada hakekatnya merupakan bagian dari implementasi hubungan dan
politik luar negeri Indonesia. Dalam Pembukaan UUD 1945, tercantum
bahwa alinea pertama menyatakan "...kemerdekaan ialah hak segala bangsa
dan oleh sebab itu, maka penjajahan diatas dunia harus dihapuskan karena
fidak sesuai dengan Perikemanusiaan dan perikeadilan." Alinea keempat
menyebutkan bahwa pemerintahan nepara Indonesia bukan saja harus
melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia,
memajukan kepentingan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, tetapi
juga "...ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan,
perdamaian yang abadi dan keadilan sosial...".'?

Konstitusi Indonesia ini jelas mengamanatkan bahwa sebagai warga
masyarakat internasional kita berkewajiban untuk ikut melaksanakan
ketertiban dunia yang berdasarkan pada kemerdekaan, perdamaian abadi dan
sosial, yang masih merupakan cita-cita yang secara akfif harus kita
perjuangkan.

Untuk menciptakan lingkungan regional yang kondusif, Indonesia
melibatkan diri dalam wadah kerjasama internasional serta secara aktif
menciptakan suatu dunia yang lebih damai, sejahtera dan adil. Keberhasilan
diplomasi Indonesia dalam rangka diplomast pencegahan (prefentive
diplomacy), penciptaan perdamaian (peace-making), pemeliharaan
perdamaian (peace-keeping) di fora regional dan Internasional.'”’

Peran serta Indonesia pada tingkat regional dan internasional, baik
di arena diplomasi maupun teknis ilmiah, perlu diintensifkan demi

mengangkat lebih tinggi citra Indonesia sebagai salah satu “champion of

125 pembukaan UUD 1945

'ZRatma Shofi Inayati dkk. 1998. Peluang dan Kendala Politik Luar Negeri RI, Jakarta: PPW
LIPI. Hal 44
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peace” dalam memerangi pengembangan dan penggunaan tenaga nuklir
selain dan tujuan damai, baik oleh state actors maupun oleh non state actors.
Dalam konflik ini, Indonesia juga mengambil sikap menolak opsi atau aksi
militer terhadap Iran.

Salah satu kegiatan politik Iuar negeri Indonesia sejak masa orde
baru adalah mengusahakan perdamaian antar negara-negara di dunia
internasional. Oleh sebab itu, Indonesia juga terus mengupayakan
perundingan dan diplomasi dalam upaya mencari solusi damai dari
permasalahan dan konflik nuklir internasional. Hal ini juga untuk
memperlihatkan kepada dunia internasional bahwa Indonesia berkepentingan
untuk sungguh-sungguh membebaskan umat manusia dari ancaman senjata
nuklir.

Menlt Hassan Wirajuda menegaskan bahwa sesungguhnya,
dukungan Indonesia terhadap Resolusi DK PBB No 1747 tabun 2007
dilandasi dengan niat untuk terus mendorong upaya mencari solusi damai
dalam isu nuklir Iran. Indonesia juga telah secara aktif dan konstruktif
melakukan berbagai langkah dalam upaya membantu penyelesaian isu nuklir
Iran secara damai melalui negosiasi.

Indonesia konsisten untuk mencari solusi damai sejak tahun lalu ketika
masalah ini dibahas dalam sidang Dewan Gubemur IAEA, untuk mencari solusi
damai. Waktu itu Indonesia bahkan menentang arus dengan menolak sikap
tergesa-gesa untuk membawa masalah ini ke DK PBB dan meminta agar upaya
mencari penyelesaian melalui IAEA dapat dimaksimalkan terlebih dahulu.
Indonesia hanya dapat menyetujui sanksi jika dijatuhkan sebagai pilihan akhir
dengan tujuan bukan merupakan hukuman, melainkan bagian dari upaya persuasif
agar suatu negara mengubah posisi dan sikapnya sesuai dengan tuntutan resolusi.
Kalaupun sanksi dijatuhkan, maka hal tersebut hendaknya tidak menutup peluang
negosiasi.m

Terjadinya perpacuan senjata pemusnah massal dan akumulasi senjata
lainnya telah menjadi keprihatinan masyarakat internasional. Dalam rangka

penjelasan Menteri Luar Negen dalam Rapat Keqa Dengan Komisi 1 DPR-RI Mengenai
Resolusi Dewan Keamanan PB8 No 1747. diakses dari: htip:llwww.kompas.comlkompas-
cetak/04 10/19/opinilC 18285 htm. pada 26-10-2007 pukul 11.00 WIB.

Universitas Indonesia

Perubahan kebijakan..., Editha Mahrany, FISIP Ul, 2009.

B R e e e R ]



84

mewujudkan keamanan regional, global serta menciptakan rasa saling percaya di
antara negara dalam kawasan. Forum Asia Paciific Arms Control, Non
Proliferation and Disarmament mengupayakan pembatasan, pelarangan
penyebaran serta pengawasan terhadap senjata. Melalui forum tersebut diharapkan
setiap konflik regional hendaknya dapat diselesaikan melalui meja perundingan
dan pencegahan akumulasi senjata di suvatu negara atau suatu kawasan perlu
dilakukan, karena akumulasi senjata akan menyebabkan terganggunya "ekosistem
dan military balance".

Rekomendasi NPT pada dasarnya merupakan kesepakatan bersama yang
membahas tentang penegasan kembali "Decision on principles and objectives for
nuclear disarmament" yaitu Universality, Nonproliferation, Nuclear Disarmament,
Nuclear Weapons Free Zone, Safeguard JAEA dan Peaceful uses of nuclear
energy dalam rangka implementasi traktat, serta untuk menjaga kestabilan dan
perdamaian internasional.

Negara pihak pada NPT dan masyarakat internasional mengharapkan
NPT sebagai perjanjian multilateral dapat menjaga stabilitas keamanan
internasional dengan cara mencegah penyebaran senjata nuklir, meningkatkan
kerjasama multilateral di bidang perlucutan senjata serta meningkatkan kerja sama
internasional dalam penggunaan energi nuklir untuk maksud-maksud damai.
Traktat ini mulai diberlakukan 5 Maret 1970 dan telah diratifikasi oleh 187 negara
kecuali Cuba, India, Pakistan dan India.

Pada Review Conference (Revconf) tahun 1995 sidang telah
menghasilkan 3 materi pokok yaitu perpanjangan NPT tanpa batas, upaya untuk
memperkuat proses pelaksanaan NPT serta melaksanakan prinsip dan tujuan
penyebaran senjata nuklir. Revconf tahun 2000 dilaksanakan di New York pada
tanggal 24 April hingga 19 Mei 2000 yang akan membahas masalah substansial
dan prosedural, serta menindaklanjuti keputusan dan resolusi yang telah
dihasilkan oleh Revconf NPT 1995 serta rekomendasi lainnya yang akan
dihasilkan dalam rangka menegaskan kembali pentingnya kepatuhan setiap negara
pihak NPT.

Sebagai negara berkembang dan negara yang tidak akan
mengembangkan senjata pemusnah massal, Indonesia mengutuk setiap terjadinya
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ancaman dan serangan jenis senjata tersebut. Oleh sebab itu, Indonesia
menggugah kesadaran negara-negara pemilik senjata pemusnah massal untuk
segera menghancurkannya dan menggugah negara nuklir dan Jepang untuk
mengakui pembentukan South East Asia Nuclear Weapons Free Zone
(SEANWFZ) yang dapat mendorong upaya pembentukan kawasan serupa di
tempat lain.

Indonesia sangat mendukung NPT karena hal ini sejalan dengan sikap
dan politik luar negeri. Berkaitan dengan traktat-traktat yang membahas senjata
pemusnah massal termasuk senjata nuklir, Indonesia menyatakan bahwa tidak
mempunyai senjata nuklir dan tidak berniat untuk memiliki senjata nuklir.

Melalui ASEAN Regional Forum (ARF) yang telah dimulai sejak tahun
1993, dan interaksi ASEAN dengan negara Pasifik, menunjukkan bahwa ARF
telah memberikan kontribusi yang baik. Eksternalitas positifnya telah ditunjukkan
dalam mengimplemtasikan NPT, deklarasi Bangkok Treaty, tanggal 15 Desember
1995, sebagai Kawasan Bebas Senjata Nuklir Asia Tenggara (Nuclear Weapons
Free Zone-South Asia), seperti halnya kawasan bebas nuklir di Afrika (Pelindaba
Treaty). Untuk kepentingan perlucutan senjata menjelang Reveonf 2000,
Indonesia mengusulkan: meniadakan keadaan siaga bagi kekuatan senjata nuklir,
mengeluarkan hulu ledak nuklir dari peluncurnya, mengakhiri semua percobaan
nuklir termasuk simulasi serta memberikan komitmen no-first-use oleh negara-
negara senjata nuklir (NSN) kepada negara-negara nonsenjata nuklir (NNSN).
Sebagai wujud ketaatan terhadap konvensi, salah satu kasus yang terjadi di
Indonesia berkaitan dengan FMCT, BATAN telah mengirimkan kembali bahan
bakar bekas nuklir dari reaktor nuklir Serpong yang telah digunakan di Indonesia,
atas biaya Amerika Serikat.

Dukungan Indonesia terhadap dikeluarkannya Resolusi no
1747/2007 merupakan salah satu bentuk konsistensi Indonesia dalam
penerapan kebijakan luar negeri yang turut ikut serta dalam menciptakan
perdamaian dunia sesuai dengan pembukaan UUD 1945. Sikap Indonesia
tersebut menjadi salah satu upaya untuk mewujudkan ketertiban dunia yang
didasarkan pada kemerdekaan, perdamaian abadi, keadilan sosial dan upaya

penyelesaian dengan cara diplomasi.
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3) Meningkatkan Citra/Prestige Indonesia di Dunia Internasional

Peristiwa kejatuhan Presiden Socharto pada tahun 1998 ielah
membawa dampak buruk terhadap citra Indonesia di dunia internasional.
Berbagai persoalan domestik yang terjadi akibat dari krisis dalam kebijakan
politik luar negeri. Kepercayaan luar negeri yang sangat rendah akibat citra
bangsa Indonesia yang dianggap tidak dapat melindungi hak asasi manusia
dan praktek KKN menjadi faktor utama dalam citra Indonesia di mata
internasional.

Berbagai peranan dan partisipasi aktif Indonesia di forum
internasional adalah dalam upaya perbaikan posisi dan citra Indonesia dalam
pergaulan internasional dan membangkitkan sentimen nasional akan
pentingnya stabilitas hubungan internasional Indonesia. Dalam menjalankan
diplomasi internasionalnya, Indonesia tidak hanya telah aktif membangun
persahabatan dengan negara lain ke segala penjuru tetapi juga aktif
memprakarsai dan membangun berbagai kerjasama dan kemitraan
internasional baru.

Upaya Indonesia dalam perbaikan citra Indonesia ini terlihat dari
peran serta aktif Indonmesia pada forum-forum internasional. Setelah
Indonesia menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB periode 2001-
2009, Indonesia semakin dipercaya untuk duduk sebagai anggota organisasi
internasional. Adapun capaian penting yang diraih pada tahun 2006 adalah
Indonesia telah memperoleh kepercayaan untuk duduk sebagai anggota
Dewan HAM PBB periode 2006-2007, Peace Building Commission (PBC}
periode 2006, The Council of the International Telecommunications Unrion
periode 2006-2010, ECOSOC periode 2007-2008, Governing Council UN
Habitat periode 2007-2010, Commission on Crime Prevention and Criminal
Justice periode 2007-2009, International Law Commission periode 2007-
2011, dan International Narcotics Control Board periode 2007-2012.
Kesempatan ini sangatlah penting bagi Indonesia untuk turut serta

berkontribusi dalam menyelesaikan berbagai persoalan internasional yang
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juga sangat erat Kkaitannya dengan berbagai kepentingan nasional
Indonesia.'?

Keikutsertaan Indonesia dalam berbapai kerjasama internasional
merupakan salah satu upaya untuk menunjukkan peranan Indonesia di dunia
internasional. Hal ini dapat terlihat dari terpilibnya Indonesia menjadi
anggota tidak tetap Indonesia di Dewan Keamaan PBB. Dengan menjadi
anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB, Indonesia juga berperan secara
aktif dan konstruktif dalam mencari jalan keluar terbaik terkait dalam
pengembangan nuklir Iran dan juga terus berupaya agar permasalahan nuklir
Iran diselesaikan dengan cara damai yaitu diupayakan dengan cara diplomasi
dan negosiasi. Indonesia juga menjadi salah satu negara yang turut
menjembatani proses penindingan antara Iran dan negara-negara Barat.

Berbagai kemajuan yang telah dicapai setelah 10 tahun Reformasi
akan semakin melapangkan kelelnasaan kiprah politik luar negeri Indonesia
yang bebas dan aktif ke segala penjuru. Meskipun masih banyak tantangan
yang kita hadapi, tetapi kemajuan yanp telah kita raih serta dukungan dan
apresiasi masyarakat internasional akan semakin menumbuhkan rasa
percaya din kita sebagai bangsa.

Indonesia terus menunjukkan peran aktifnya di dunia internasional
dengan aktifnya Indonesia diberbagai organisasi-orpanisasi internasional. Selain
itu, Indonesia juga melakukan pendekatan politik dengan mengadakan kerjasama
baik bilateral maupur muititateral di bidang ekonomi, sosial, budaya, pertahanan
dan keamanan.

Di bidang NPT, Indonesia memandang periu adanya suatu formasi
perjanjian international yang memperketat dan meningkatkan regime nuclear non-
proliferation, dan pada saat ini dipandang perlu bagi Indonesia untuk memulai
upaya-upaya mensukseskan Review NPT Tahun 2000,

Di bidang START, Indonesia akan mendesak Negara bersenjata nuklir
termasuk US dan Russia melalui UN dan forum lainnya, untuk membuat upaya

" hitp://64.233.167.104 1search?q=cache:OH4wY zTkg21J:www.bappenas.go.idlindex.p
hp%3Fmodule?%s3DFilemanager%26func%3Ddownload%26pathext%3DContentEx
press/RKP%252020081Perpres/Buku2/%626viewva3dDBab%252007%2520

2520Narssi.doc+indonesiatsebagai+anggota+ttidakrtetap&hi=en&ct=cink&cd=16  Bgl=us&Ir--
tang id
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lebih lanjut mengurangi persenjataan nuklirnya, termasuk ratifikasi START II dan
pembicaraan START IH.

Di bidang CTBT dan FMCT, Pemerintah Indonesia secara aktif
mempromosikan pelarangan secara menyeluruh uji coba senjata nuklir, dan secara
serius memprotes ujicoba peledakan senjata nuklir yang dilakukan oleh siapapun
termasuk menganjurkan penghentian berbagai bentuk bantuan bagi India dan
Pakistan yang telah melakukannya. Demikian pula dalam upaya mengagendakan
perlunya segera pembentukan komite adhoc untuk penyelesaian pembahasan
traktat bahan nuklir fisil (Fissile Material Cut-Off Treaty).

Di bidang APL, pemerintah Indonesia telah bekerja secara aktif untuk
mencapai tujuan "zero victim", dan mengambil pendekatan pelarangan efektif
terhadap ranjau antipersonnel, penghapusannya, dan termasuk pemberian bantuan
teknis dan medis.

Di bidang Small Arms, Pemerintah Indonesia mendukung laporan Group
of Governmental Experts on Small Arms pada Sekjen PBB, dan akan
mengupayakan agar resolusinya dapat diterima, yang akan mempromosikan
implementasinya dan merekomendasikan laporan tersebut. Indonesia juga akan
mengupayakan melalii  berbagai aspek wuntuk mensukseskan konferensi
internasional tentang small arms untuk segera digelar paling lambat tahun 2001.
Sedangkan dalam hat registrasi senjata konvensional Indonesia terus memberikan
dukunpannya.

Keputusan Indonesia menjadi bagian dari upaya multilateral untuk
mengatasi, antara lain, masalah penyebaran senjata nuklir, terorisme internasional,
dan perubahan iklim menunjukkan bahwa Indonesia berpihak kepada cara-cara
multilateral untuk menyelesaikan masalah-masalah internasional. Tahun 2007
secara jelas menunjukkan komitmen Indonesia untuk tetap menjadi bagian dari
kolaborasi internasional guna menciptakan lingkungan global yang lebih stabil
dan aman. Tentu tanpa harus mengorbankan kepentingan nasional Indonesia.

Dalam lingkungan internasional yang terus berubah, sepertinya
diperlukan semacam konsensus perdamaian. Stabilitas dalam negeri sangat
bergantung pada perkembangan di lingkungan ekstemal Indonesia . Itu berarti
keputusan-keputusan politik luar negeri Indonesia pada tahun-tahun mendatang
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sedapat mungkin disesuaikan dengan kebutuhan domestik. Mampu mengantisipasi
perubahan global di kemudian hari, sekalipun dampak negatifnya sulit dicegah.

Adapun faktor eksternal yang mempengaruhi perubahan kebijakan
luar negeri Indonesia dalam penyelesaian nuklir Iran adalah:

Sebelum revolusi Islam, Iran merupakan salah sata sekutu terdekat
Amerika Serikat (AS) di Timur Tengah. Di bawah rezim Syah Pahlevi, Iran tidak
cuma dekat dengan AS, tapi juga memiliki tingkat ketergantungan yang tinggi
pada AS. Para mullah melihat hal tersebut sebagai sebuah ancaman serius bagi
kelangsungan eksistensi politik Islam di Iran,

Namun, revolusi itu telah mengubah Iran dari monarki menjadi sebuah
republik Islam yang dikuasai para mullah di bawah pimpinan Khomeini. Sejak
saat itulah interaksi antara Iran dan negara-negara Barat cenderung diwamai
permusuhan. Barat pun mengisolasi Iran dari pergaulan internasional.

Angin perubahan sempat bertiup tatkala Rafsanjani tampil sebagai
presiden pada 1989. Rafsanjani, yang moderat, memprioritaskan perbaikan
kondisi’ dalam negeri yang hancur lebur pasca-Perang Iran-Irak dan pembukaan
pintu isolasi internasional sebagai agenda utama pemerintahannya. Garis
kebijakan Rafsanjani ini kemudiar dilanjutkan oleh Mohammad Khatami, yang
terpilih sebagai presiden pada 1997.

Sayangnya, gelombang reformasi yang dirintis oleh Rafsanjani dan
Khatami segera surut seiring dengan terpilihnya Mahmud Ahmadinejad sebagai
presiden pada pemilu 2005. Sejak awal, Ahmadinejad langsung mengemukakan
tekadnya untuk membanting setir pemerintahan Iran kembali ke hatuan
konservatif. Para pengamat politik internasional menilai political will
Ahmadinejad tersebut sangat potensial untuk meningkatkan kembali suhu
ketegangan dengan negara-negara Barat.

Tak sampai sepekan pasca-kemenangan Ahmadinejad, ketegangan yang
diramalkan oleh banyak pihak menjadi kenyataan. Pertentangan Ahmadinejad
denpan AS semakin intens menyangkut program nuklir Iran. AS dan sekutu-
sekutunya menuntut Iran menanggalkan program nuklimya. Program nuklir yang
dikembangkan Iran ditengarai bertujuan memproduksi senjata nuklir, meskipun
Ahmadinejad berkali-kali menyatakan bahwa program nuklir Iran sepenuhnya
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untuk tujuan damai.

Sikap keras Iran direspons oleh AS dengan membawa masalah nuklir
Iran ke Dewan Keamanan PBB. Berkat diplomasi dan propaganda AS, keluarlah
resolusi PBB. Namun, Iran bergeming dengan resolusi tersebut. Meski belum
dapat dipastikan, bukan tidak mungkin Iran memang tengah merintis jalan untuk
memproduksi senjata nuklir guna mengamankan berbagai kepentingan dan
meluaskan pengaruhnya di Timur Tengah. Jika hal tersebut benar terjadi, itu
artinya dalam beberapa iahun mendatang Iran akan masuk dalam jajaran negara
yang memiliki kekuatan nuklir.

Status Iran sebagai negara nuklir akan menyebabkan terjadinya
perubahan perimbangan geopolitik Timur Tengah. Keberadaan Iran dengan
senjata nuklimya akan menciptakan sebuah pusat kekuatan baru yang akan
meredam hegemoni Israel. Perlahan tapi pasti, Iran akan menggerogoti supremasi
militer Israel yang selama ini nyaris tanpa pesaing. Pudarnya kekuatan Israel akan
berdampak pada meningkamya kekuatan negara-negara lain di Timur Tengah.
Israel tidak akan bisa lagi seenaknya melancarkan invasi terhadap negara-negara
di sekitarnya, sebagaimana yang pernah dilekukan terhadap Suriah. Pasalnya,
invasi semacam it akan dengan mudah despat memancing Iran melakukan
serangan balasan.

Memudarnya hegemoni dan supremasi Israel, yang dibarengi dengan
meningkatnya kekuatan negara-negara lain di Timur Tengah, juga berpotensi
menciptakan instabilitas berkepanjangan di kawasan tersebut. Negara-negara
Timur Tengah akan saling bersaing satu sama lain dalam memperebutkan
pengaruh dan supremasi dalam percaturan politik regional. Instabilitas yang
berkepanjangan sudah barang tentu akan mengakibatkan melambungnya harga
minyak dunia, karena Timur Tengah merupakan kawasan penghasil minyak
terbesar di dunia. Sebuah kondisi yang sangat tidak disukai AS dan sekutu-
sekutunya.

Di samping untuk membenamkan hegemoni Israel, tak berlebihan pula
kiranya untuk menduga bahwa Iran sendiri memiliki ambisi untuk menguasai
sumber minyak dunia dan menjadi pemimpin di Timur Tengah. Saat ini saja Iran
telah meluaskan pengaruhnya di kawasan tersebut melalui beberapa proxy yang
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mereka bina, Di Irak melalui kelompok-kelompok Syiah, di Libanon melalui
Hizbullah, di Palestina melalui Hamas dan Jihad Islam, serta ditambah lagi
dengan Suriah yang sejak dulu telah menjadi sekutu Iran. Bukan tak mungkin,
keinginan besar Iran memiliki kekuvatan nuklir berbanding lurus dengan ambisi
tersebut.

Ambisi fran untuk menjadi pemimpin Timur Tengah tidak serta-merta
dapat dijamin dengan kepemilikan senjata nuklir semata. Untuk mencapai ambisi
itu, Iran terlebih dahulu harus mentransformasi diri menjadi sebuah negara
demokrasi yang adil, makmur, dan sejahtera, yang tak sekadar dapat menjadi
panutan, tapi juga mampu memberikan kontribusi nyata—khususnya ekonomi-—
kepada negara-negara lain di kawasan itu yang membutuhkan. Ini penting
mengingat Timur Tengah merupakan kawasan dengan stabilitas politik dan
ekonomi yang rendah.

Namun, kondisi tersebut tidak mudah dilakukan. Setidaknya, ada tiga hal
utama yang menjadi kendala. Pertama, masatah dalam negeri Iran masih terus
disibukkan dengan pergulatan ideologi yang terjadi antara kaum konservatif dan
reformis. Keduva, masih kuainya pengaruh Arab Saudi di Timur Tengah.
Keberhasilan Arab Saudi mendamaikan Fatah dan Hamas guna menghentikan
perang saudara di Palestina merupakan bukti teranyar kuatnya pengaruh tersebut.
Hal yang sama juga pernsh dilakukan Arab Saudi terhadap konflik Sudan pada
1967 dan perang saudara d: Lebanon pada akhir 1980-an.

Ketiga, struktur politik Iran yang bercorak monarki dengan disertai
kekuasaan kaum muilah yang nyaris tak terbatas secara tidak langsung telah
membuat Iran dijauhi oleh negara-negara tetangganya, karena Iran dikhawatirkan
akan mengekspor revolusi Islamnya. Akhirnya, menarik untuk kita nantikan
apakah Iran mampu melalui tiga kendala tersebut sebelum menggapai ambisinya
menjadi pemimpin Timur Tengah.

Bertempat di Markas Besar Perserikatan Bangsa-Bangsa, New York, 15
negara anggota Dewan Keamanan PBB pada Sabtu, 24 Maret 2007, telah
memberikan dukungan suara secara bulat terhadap Resolusi Dewan Keamanan

PBB Nomor 1747, yang telah menjatuhkan sanksi kepada Iran sehubungan
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dengan program nuklir negara tersebut’’. Resolusi yang telah diadopsi secara
aklamasi itu telah mengundang reaksi serta kritik keras dari kalangan publik
domestik Indonesia, khususnya dari kalangan legislatif, organisasi masyarakat,
dan sejumlah pengamat scrta akademisi. Reaksi tersebut kian tajam dan
meningkat karena Indonesia, sejak Januari 2007, telah menjadi anggota tidak tetap
Dewan Keamanan PBB dan bersama 14 negara anggota lainnya telah mendukung
resolusi yang memberlakukan sanksi ekonomi dan perdagangan serta larangan
atas transaksi komoditas yang berhubungan dengan teknologi nuklir terhadap Iran.

Dukungan Indonesia terhadap resolusi Dewan Keamanan PBB nomor
1747 yang memberikan sanksi terhadap Iran telah menjadi kontroversi.
Pemerintah dianggap telah melukai Iran. Ada juga yang menyatakan Indonesia
telah keluar dari kebijakan politik luar negeri bebas dan aktif. Pemerintah
dianggap lebih memilih tunduk kepada kepentingan Amerika Serikat.

Juru Bicara Bush, Tony Snow, dalam pernyataan pers mengatakan bahwa
SBY dan Bush telah berdiskusi tentang kebijakan resolusi Dewan Keamanan
PBB, termasuk di dalamnya soal draf resolusi nuklir Iran."®! Sulit untuk
menyatakan bahwa pembicara ini tidak mengandung muatan tekanan AS.
Tentunya bukan hal yang biasa, kalau presiden negara besar seperti AS
melakukan kontak langsung dengan presiden dari negara lain, kecuali ada maksud
tertentu di balik itu.Di samping itu, dukungan terhadap resolusi Dewan Keamanan
PBB ini bisa menjadi indikasi bahwa pemerintah memang tidak sungguh-sungguh
untuk memberikan solusi substansial terhadap isu-isu yang berkaitan dengan
dunia Islam. Pemerintah lebih banyak beretorika. Isu-isu dunia Islam tampaknya
hanya dipakai untuk membentuk citra di dalam negeri bahwa pemerintah punya
solidaritas terhadap dunia Islam. Sementara itu, kalau dihadapkan pada pilihan
harus bertentangan dengan kebijakan AS, pemerintah sebenamya lebih memilih
pro AS.

Hal ini bisa dilihat dari kasus Palestina, Indonesia sesungguhnya tidak

memberi solusi konkret. Pemerintah malah meminta Hamas untuk menpakui

'*® Alasan Dukungan Indonesia terhadap Resolusi 1747, diakses http://www.unisosdem.org pada
tanggal 6 Juli 2009 pukul 17.23 WIB.

! Pernyataan Juru Bicara Presiden Bush diakses dari www.whitehouse.gov pada tanggal 17 Juni
2009.
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Israel, kebijakan yang sejalan dengan keinginan Amerika Serikat. Ketika Lebanon
Selatan diserang, Indonesia hanya mengecam, tidak ada tindakan konkret.
Pemerintah baru mengirim pasukan setelah perang berakhir, itu pun setelah AS
setuju dengan pengiriman pasukan perdamaian. Bukti lain dalam kasus Irak,
Indonesia menyerukan agar persoalan Irak bukan hanya dibebankan kepada AS
tetapi harus menjadi persoalan internasional. Sebuah sikap yang dianggap tidak
lebih menjadi corong suara Amerika yang memang menginginkan hal yang sama.
Jadi, selama ini kebijakan politikk luar negeri ini konsisten untuk tidak
berseberangan dengan kepentingan AS.

Alasan sebenarnya Barat menghalangi Iran untuk mengembangkan
teknologi nuklir adalah alasan politis. Negara-negara Barat terutama Amerika,
tidak menginginkan hegomoninya terancam oleh kekuatan baru dunia, apalagi itu
adalah negeri Islam seperti Iran. Jadi, krisis nuklir Iran ini tidak ada hubungannya
dengan masalah perdamaian. Kalaulah pemilikan senjata nuklir dianggap akan
mengancam perdamaian, mengapa negara-negara Barat justru pemilik senjata
nuklir terbanyak di dunia. Alasan yang mengatakan kalau teknologi nuklir jatuh
ke tangan Iran akan berbahaya dan mengancam internasional, juga patut
dipertanyakan. Seharusnya Amerika yang pertama kali dilarang memiliki nuklir
karena negara ini yang pertama menggunakan teknologi ini untuk menghancurkan
Hiroshima dan Nagasaki. AS juga biasa menggunakan senjata pemusnah massat
yang berbahaya, seperti zat kimia yang mereka punakan di Vietnam.

Jadi yang justru harus dikhawatirkan karena telah memiliki track record
buruk adalah AS. Alasan Dino Patti Djalal, jubir presiden, bahwa Indonesia
konsisten mendukung hak Iran untuk mengembangkan energi nuklir selama untuk
tujuan damai dan kepentingan sipil, bukan militer justru merupakan hal yang tidak
konsisten. Sebab mengapa hanya Iran yang diminta seperti itu, mengapa bukan
Amerika Serikat, Israel, atau negera-negara besar lainnya. Kalau pengembangan
nuklir untuk kepentingan militer dianggap berbahaya, seharusnya tidak boleh ada
satu negara pun di dunia ini yang berhak memiliki nuklir, termasuk Amerika.

Berdasarkan fakta yang diperoleh dari sikap pemerintah Indonesia dala
isu nuklir Iran menunjukkan keberanian dan independensi dalam mengambil
sebuah keputusan. Posisi tersebut tentu dapat meningkatkan citra Indonesia di
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kancah pergaualan internasional. Keberanian Indonesia dapat dipandang sebagai
sebuah keputusan atau tindakan bebas dari tekanan bahkan dari negara-negara
anggota tetap Dewan Keamanan Perserikatan Bangse-Bangsa. Indonesia
menunjukkan diri bahwa sebagai bangsa besar memiliki kekuatan dan perhitungan
matang dalam bersikap. Memang terlihat seperti terjadi penerapan standar ganda
yang dilakukan Indonesia. Di satu sisi Indonesia menjunjung tinggi dan
menghormati kedaulatan suatu negara untuk mengembangkan teknologi termasuk
nuklir. Akan tetapi di sisi yang lain Indonesia mendukung sanksi keras terhadap
Iran terhadap program nuklimya Dalam posisi ini Pemerintah Indonesia berada
dalam keadaan dilematis. Tekanan dalam negeri sebagai negara berpenduduk
muslim cukup keras untuk mendukung Iran, sementara tekanan negara-negara
Barat dengan Amerika Serikat scbagai motomya juga membuat posisi Indonesia
terjepit. Dengan tidak mengabaikan nilai-nilai yang dianut maka keputusan
Pemerintah Indonesia dapat dipahami.
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BAB IV
KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan

Dari uraian penjelas dari bab-bab sebelumnya mengenai Perubahan
Kebijakan Luar Negeri Indonesia Dalam Penyelesaian Proliferasi Nuklir Iran
(2006-2007), maka penulis mengambil beberapa kesimpulan antara lain:
4.1.1 Kebijakan Pemerintah Indonesia Mendukung Program Nuklir Iran

Sikap Indonesia yang mendukung Iran karena beranggapan bahwa
pengembangan nuklir yang dilakukan oleh Iran ditujukan untuk kepentingan
damai. Bahkan dalam membantu upaya penyelesaian nuklir isn nuklir Iran
secara damai, Indonesia telah secara aktif dan konstruktif melakukan
berbagai langkah. Indonesia memperjuangkan hak setiap negara pihak untuk
mendapatkan manfaat alas pengembangan teknologi nuklir tersebut dan
menentang setiap upaya yang membawa dampak adanya pengurangan atau
pembatasan realisasi hak tersebut.

Dukungan yang diberikan Indonesia kepada Iran ini dikarenakan
menurut Indonesia program nuklir untuk tujuan damai (peaceful purposes)
memang diperkenankan dalam Traktat NPT, khususnya Pasal V.1, Bahkan
menurut Pasal 4.2, negara pihak justru dapat mengadakan kerja sama
internasional dan bantuan teknik untuk mengembangkan program nuklirnya.
Jika program nuklir itu untuk tujuan damai, dalam arti untuk energi listrik
dan bukan untuk kepeiluan militer (membuat bom nuklir), setiap negara
berhak untuk mengembangkannya.

Bagi Indonesia sendiri, Indonesia mendukung setiap negara untuk
mengembangkan nuklir yang ditujukan untuk kepentingan damai selama
pengembangan nuklir tersebut dilakukan dalam jalur yang benar yaitu
bersedia bekerjasama dengan JAEA dalam melakukan pengawasan dalam
pengembangan nuklir.

Dukungan Indonesia terhadap Iran juga ditujukan dengan
mengambil sikap abstain dalam pemungutan suara 35 anggota Dewan

Gubernur IAEA pada 4 Februari 2006. Sikap abstain Indonesia didasar agar
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para pihak yang terkait dalam kasus nuklir Iran ini dapat memaksimaikan
proses damai.

Hal ini terlihat dari konsistensi Indonesia yang tetap mendukung
Iran untuk melakukan pengembangan nuklir. Indonesia juga meminta Iran
untuk bekerjasama denpan IAEA agar pengembangan nuklir Iran dapat
dilakukan secara transparan untuk mendapatkan kepercayaan dari negara-
negara barat bahwa nuklir yang dikembangkan oleh Iran adalah untuk tujuan
damat.

4.1.2 Kebijakan Pemerintah Indonesia Mendukung Resolusi DK PBB No.
1747 Tahun 2007

DK PBB akhirnya kembali mengeluarkan Resolusi DK PBB No
1747 tahun 2007 yang dikeluarkan pada tanggal 24 Maret 2007. Dimana
resolusi ini merupakan kelanjutan Resolusi 1737 setelah Iran hingga batas
waktu dua bulan tidak memenuhi ketentuan DK PBB serta JAEA untuk
menghentikan pengayaan uraniumnya. sisi substansi, inti Resolusi 1747
sebenarnya tak banyak. Apa yang disebut sanksi tambahan itu adalah
pertama, seruan kepada seluruh negara untuk tidak memberikan akses masuk
atau persinggahan bagi orang -orang atau organisasi/badan di Iran yang
termasuk dalam daftar "cekal" karena dugaan keterlibatan mereka dalam
pengembangan nuklir; kedua, ada larangan kepada Iran untuk menjual
berbagai jenis senjata dan amunisi ke luar Iran; kefiga, ada seruan kepada
seluruh negara dan lembaga-lembaga keuangan internasional untuk tidak
membuat komitmen hibah, bantuvan keuangan, maupun pinjaman ke Iran,
kecuali untuk tujuan kemanusiaan dan pembangunan. Sedangkan tuntutannya
adalah melanjutkan tuntutan Resolusi 1737, yaitu Iran segera menghentikan
aktivitas pengayaan uraninm dan bekerja sama penuh dengan IAEA.

Hampir semua anggota Dewan Keamanan PBB menyetujui resolusi
tersebut, termasuk negara-negara yang selama ini dikenal sebagai sekutu Iran
untuk mendukung program nuklirnya, seperti Rusia, China, Indonesia, Qatar
dan Afrika Selatan. Indonesia sebagai salah satu negara anggota tidak tetap
DK PBB, selain Qatar dan Afrika Selatan semula menolak resolusi itu karena

pembangunan energi nuklir Iran untuk tujuan damai. Akan tetapi hingga

Universitas Indonesia

Perubahan kebijakan..., Editha Mahrany, FISIP Ul, 2009.

N TR i s e



97

menit-menit terakhir menjelang voting, berlangsung negosiasi insentif antara
Indonesia, Qatar, dan Afrika Selatan. Ketiga negara itu ingin ada pernyataan
tentang zona bebas nuklir Timur Tengah dalam mukadimah resolusi. Namun,
aspirasi ketiga negara itu kalah dengan kepentingan negara-negara besar,
terutama Amerika Serikat dan akhimya Indonesia pun menyatakan "ya" atas
resolusi tersebut.

Keputusan Indonesia mendukung sanksi baru terhadap Iran tersebut
sulit dipercaya serta mendapat kecaman dari umat Islam di Indonesia.
Bahkan Iran sendiri menyatakan kekecewaanya alas keputusan pemerintah
Indonesia. Mengingat dalam tiga kali pertemuan Presiden Yudhoyono dengan
Presiden Ahmadinejad, Indonesia selalu menekankan dukungannya terhadap
program nuklir Iran.

Posisi dan kebijakan Indonesia untuk mendukung perluasan sanksi
terhadap pengembangan nuklir Iran didasarkan pada politik luar negeri yang
bebas dan aktif sesuai UUD 1945 baik yang tercantum dalam pembukaan
maupun batang tubuh. Konstitusi kita jelas mengamanatkan pencapaian
tujuan dan kepentingan nasional yang harus dicapai untuk kita sendiri
sebagai bangsa. Konstitusi kita juga mengamanatkan bahwa sebagai warga
masyarakat internasional kita berkewajiban untuk ikut melaksanakan
ketertiban dunia. Tatanan dunia yang berdasarkan atas kemerdekaan,
perdamaian abadi dan keadilan sosial, masih merupakan cita-cita yang secara
aktif harus kita perjuangkan.

4.1.3 Faktor-Faktor yang Menyebabkan Perubahan Kebijakan Luar Negeri
Indonesia dalam Penyelesaian Nuklir Iran

Dinamika di Dewan Keamanan PBB telah menggiring Indonesia
mendukung sanksi karena dalam kenyataannya 14 anggota Dewan Keamanan
PBB lainnya sepakat menjatuhkan sanksi. Bahkan China dan Rusia yang
awalnya mendukung Iran dalam pengembangan nuklir Iran juga turut
mendukung dijatuhkannya sanksi terhadap Iran. Apa pun sikap Indonesia atas
resolusi Dewan Keamanan PBB No. 1747 tahun 2007, baik mendukung,
abstain ataupun menolak, dapat dipastikan resolusi tetap bergulir mengingat

anggota tetap Dewan Keamanan PBB telah bulat mendukung dikeluarkannya
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resolusi tersebut.

Dalam menghadapi situasi yang memburuk di Iran, Indonesia telah
mengambil langkah-langkah proaktif untuk mengakhiri konflik yang terjadi
di Iran dengan mendorong diupayakan jalan damai dalam upaya penyelesaian
proliferasi nuklir Iran.

Indonesia konsisten untuk mencari solusi damai sejak tahun lalu
ketika masalah ini dibahas dalam sidang Dewan Gubernur IAEA, untuk
mencari solusi damai. Waktu itu Indonesia bahkan menentang arus dengan
menolak sikap tergesa-gesa untuk membawa masalah ini ke DK PBB dan
meminta agar upaya mencari penyelesaian melalui IAEA dapat
dimaksimalkan terlebih dahulu. Indonesia hanya dapat menyetujui sanksi jika
dijatuhkan sebagai pilihan akhir dengan tujuan bukan merupakan hukuman,
melainkan bagian dari upaya persuasif agar suvatu negara mengubah posisi
dan sikapnya sesuai dengan tuntutan resolusi. Kalaupun sanksi dijatuhkan,
maka hal tersebut hendaknya tidak menutup peluang negosiasi

Dukungan Indonesia terhadap dikeluarkannya Resolusi no
1747/2007 merupakan salah satu bentuk konsistensi Indonesia dalam
penerapan kebijakan luar negeri yang turut ikut serta dalam menciptakan
perdamaian dunia sesuai dengan pembukaan UUD 1945. Sikap Indonesia
tersebut menjadi salah satu upaya untuk mewujudkan ketertiban dunia yang
didasarkan pada kemerdekaan, perdamaian abadi, keadilan sosial dan upaya
penyelesaian dengan cara diplomasi.

Berbagai peranan dan partisipasi aktif Indonesia di forum
internasional adalah dalam upaya perbaikan posisi dan citra Indonesia dalam
pergaulan internasional dan membangkitkan sentimen nasional akan
pentingnya stabilitas hubungan internasional Indonesia. Dalam menjalankan
diplomasi internasionalnya, Indonesia tidak hanya telah aktif membangun
persahabatan dengan negara lain ke segala penjuru tetapi juga aktif
memprakarsai dan membangun berbagai kerjasama dan kemitraan
internasional baru.

Status Iran sebagai negara nuklir akan menyebabkan terjadinya

perubahan perimbangan geopolitik Timur Tengah. Keberadaan Iran dengan
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senjata nuklirnya akan menciptakan sebuah pusat kekuatan baru yang akan
meredam hegemoni Israel. Perlahan tapi pasti, Iran akan menggerogoti
supremasi militer Israel yang selama ini nyaris tanpa pesaing. Pudarnya
kekuatan Israel akan berdampak pada meningkatnya kekuatan negara-negara
lain di Timur Tengah. Isracl tidak akan bisa lagi seenaknya melancarkan
invasi terhadap negara-negara di sekitlarnya, sebagaimana yang pernah
dilakukan terhadap Suriah. Pasalnya, invasi semacam itu akan dengan mudah
dapat memancing Iran melakukan serangan balasan.

Memudarnya hegemoni dan supremasi [srael, yang dibarengi dengan
meningkatnya kekuatan negara-negara lain di Timur Tengah, juga berpotensi
menciptakan instabilitas berkepanjangan di kawasan tersebut. Negara-negara
Timur Tengah akan saling bersaing satu sama lain dalam memperebutkan
pengarih dan supremasi dalam percaturan politik regional. Instabilitas yang
berkepanjangan sudah barang tentu akan mengakibatkan melambungnya
harga minyak dunia, karena Timur Tengah merupakan kawasan penghasil
minyak terbesar di dunia. Sebuah kondisi yang sangat tidak disukai AS dan
sekutu-sekutunya,

Alasan sebenarnya Barat menghalangi Iran unfuk mengembangkan
teknologi nuklir adalah alasan politis. Negara-negara Barat terutama
Amerika, tidak menginginkan hegomoninya terancam oleh kekuatan baru
dunia, apalagi itu adalah negeri Islam seperti Iran. Jadi, krisis nuklir Iran ini
tidak ada hubungannya dengan masalah perdamaian. Kalaulah pemilikan
senjata nuklir dianggap akan mengancam perdamaian, mengapa negara-
negara Barat justru pemilik senjata nuklir terbanyak di dunia. Alasan yang
mengatakan kalau teknologi nuklir jatuh ke tangan Iran akan berbahaya dan
mengancam internasional, juga patut dipertanyakan. Seharusnya Amerika lah
yang pertama kali dilarang memiliki nuklir karena negara ini yang pertama
menggunakan teknologi ini untuk menghancurkan Hiroshima dan Nagasaki.
AS jupga biasa menggunakan senjata pemusnah massal yang berbahaya,

seperti zat kimia yang mereka gunakan di Vietnam.
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B. Saran

1.

Berdasarkan proses penelitian yang telah peneliti lakukan mengenai
perubahan kebijakan luar negeri Indonesia dalam upaya penyelesaian
profiferasi nuklir Iran (2006-2007), pencliti menyadari penulisan skripsi
ini kurang sempurna mengenai analisis kebijakan luar negeri Indonesia
yang sesunggubnya. Untuk itu peneliti menyaranken kepada para
pembaca terutama mahasiswa Hubungan Internasional dan para peneliti
lainnya untuk mengikuti perkembangan mengenai kebijakan luar negeri
Indonesia setiap hari baik dari media elektronik maupun media cetak.
Karena kebijakan luar negeri Indonesia semakin berkembang seiring
dengan perputaran waktu dan menjadi bahan utama dalam melakukan
politik luar negeri dengan negara lain.

Bagi para pembuat kebijakan luar negeri, dalam merumuskan kebijakan
luar negerinya benar-benar mengimplementasikan kepentingan nasional
negaranya tersebut tanpa adanya pengaruh-pengaruh dari pihak-pihak
yang memiliki kepentingan.Akan tetapi harus hati-hati juga dalam
membuat keputusan, jangan terlalu gegabah yang akhirnya akan merusak

citra bangsa sendiri dimata rakyatnya.
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pilhan bebasnyn menjad plhak derd NPT dan ‘safeguand agpaments” Alps dasar posisl-poalal mrinsip
Iuish parsn indoresis sargal mononjol delem fore perucutan wenjoin, sapark pada Confarence an
Dfsarmament, sebagal Ketua Kol Parbcutan Senjate GNB, dan Ketus Kemis Parsiapan AFT Review

Confarpnce 2005,

Sidang Faripurma DPR-R yang saye honred,

{FAKTA TENTANG PENGEMBANGAN NUMUA GLEH IRAN)

2 dari 8

71612009 6:45'
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rany g balum memild residor pembangidt cuKr yang telsh
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i
§
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ErgeTbarglen pengay.

uranium depd cladtican secara mudah uniuk Mok

(el urse). Mesidgun Dirjon JAEA mermyaiaken bahwa |can mesih memerbian wakks ssiter 3

8 thun Wk mercepal akaia lndusiial sy Kok fonmeren Iran ssama 20 Whn ssh
marmi

h

I Joxnamgaen den eviogl pelury kerdal
{missle), sepirl pangambangan rudd “Shaheb-5° dengen deya jangieu saldtar 6600 KW Gabagal
caigtan, hingouw ssat Il balm kschpal reflm yaryg margeahr senjats pomLsnsh mapal d kevessn Times

27. Wargarel resolusl 1747 Hu sendid, ramangan owal dizmn clsh P+ {negars-
regars anggois Wap Dowan Keamanan diambah Jammn mbecel Ketim Ul Eropa). Konsalasnsinya,
resvcangen eval resohnd torgebud dinilel borel schoiah den belum =]

¢. Prinalp panyeleaalen masaish matall daiog dan
d Jmmymnldﬁfdu(ymmdtmsm)

21 Rujlon-nuukon onsshd o olms mEUpSen parssalan prisp YEnD menisd kenaningan nesional
Inconesle, Korona menyangial parsoalan prinesip Juish moaka delsgas] nooresia mening kepads

paruningan kit akhinnya daped dvarima Kn-spansor,

Sidargy Pariguma yarg saya honmed_
{Q1: DASAR PERTIMBANGAN PEMERINTAH)

30, Periaraniariah soya unbuk jawal partany ann-partamy yag diguian dalam iniepelas
Dewan Pawaldin Rakyal Peranyson partame menjuk pada =

toerth P g i DK PEE na. 1747 yang berial perfiuaan sanial
terhadap i ®
. Iﬂmuputldp#uﬁmrm.dﬁﬂymdsﬂimmm Maral 2007 mengeral (su mukdr
Iran edaiah reschresl kel yarng dijgiublan Dewan Keamanan Isu ruidr [ran. Dua rasolrsl

o oegers ecggela PEE. Dangan damiidan massiah nuidr [ran di Dowon Keamonan PBS bukaniah
rrEsakah b Yang baru edatah parisipasi Mia setsagel engootn Gdak Biag Cawen Kaamanan porlods 1
Jarwew] 2007 — 31 Desacrber 2008 don kerena [0 feul dalam pamunguian sem mengenal 121 rukir Irm
uriui pertama kel

32 Kepuimen yag damhil Pemerintsh untuk manaiiukan posisl srhadsp sl rancangan Tesciusi

:an:nnrrmw pada koubdennya, balk pads paragral’ preambular dan panegral -

3, Parerintsh owmpatiungian batwa dengan dsahFamnye reschel 1747, prospek darl upey.
muﬂmmmwhlmmemuwm(Pﬁﬂ}
Dereunpouin-surggui datam mencart sclusl damal. Sebapal parkandingan, Komsa Unre yang juga sudah
djztuhian dua resolesl Dewean Keamenan mengensl |su nuidr Korea Lian, mellll proses S Parly
Talks poda buan Maret 2007, kWish mencopal kesopalaionbesspalatan socora damal unik
menghendian lkeglatan panembangan teknciogl nuidr unik iubusn miler cieh Korea Uaa,

35. Dart segl subshwmd, masaksh rukdr fren sesungguiTya adaiah mesalah

dilakakcEn
mmdmmmmmymmdummymm
Barbagal taporan Direkiur Jandaral 1AEA, Dr. Mohamed El Saradel, menggansbewahi proses yang téak
trovesporan orsabad Loporen buban Nevamber 2003 entara lain mongatekan U /s clear thal iran has
fadadt n & number of Inslances over an extended pariod of Ume o meal X3 obfgations under ii5
Safequands Agresmant and i (a3 pecst, fran had concealed mary aspects of Hy ruciear activities, with
resuitanl breaches of ifs ohigations o comply with Ihe povition of s Safegards Agroamerts.”
("Jelza balwva lran, eslama wakt yang panjeng <an delam sohaish hal, eish gagal untuk memenuhl
lncsjban-lowajbannya o beweh Safoquand Ageemenis dan pada mesa Bu Imn elah

Perubahan kebijakan..., Editha Mahrany, FISIP Ul, 2009.
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mmnmm&mwmnﬂnﬁn yang bangjung pace peleggermn sixy lowe)ben-

4 UnilC mamanuil - keberan Y. Selonjnys, lspaan Dijan LAEA
mnmmummmmlmmwm1mm1mmnuh
rratal o Py i Lranium A el den reskker sir berat of Ak

38, Seperf saya sapalkan wbolrrrwa, Inen etas pittannys sandid mesTul esion manid negars plhak
pade NPT dan Safagesvcts Agreemeny, dan krane | seperS haimya Indoresla dan 160 negare plhek
lairrryn, beckoswejban membusl penpembengan sknoiogi nuidmy'a ransparn dan sontabel Proyek
ruldr yong Mta mild & Sepong den Yogyslowis, seperuinys disnkson ECas rampaan dan
siuniabal  separuhnya mamaihl  prosss morforing dan verifiigel oish  Boden  Tenage  Alom
|

27. Pamexinbsh Indoresis msih melhel peiusng unbk solel damal derd mesalsh nuidr fran. Dert sls
Iain, delem prows negoeiesl lechadep rAncangan reschsl yang dalapkan cish 5 negara anggots iebp
Ol PES, yalu Irggrie, Permncls, Rusis, China den Ameariia Garliat, dan Jeomen (Pl 1). indosia ieish
i berupaya menjedian reechsl [ lebih ssirbeng (balance) dengan mATEmSGN oETeTEn-
amanderen

gl
a. Kmmww-mmmm sorjain-sarjatany &
Pambanhulcr nessn bebes muidr d Temur Tengalt
ch&qﬁmtﬁ:dwmuﬂwﬂﬁmﬁﬂoﬂnﬂmﬁkﬂmﬂ:h
o Ager paruncingan entar [ren cangan Uni Eropa (ELE) diakaion dengen Heced beik

8. Setelah malakd proses panringsn yang sangat ol Bndama bufr amandamen yang pertama dan
foached, e aikhirrys weul Inisialll [ndoneala yang juga ddifeng olah Qetar dan Alrka Saletan, depat
oFerima. Calam proses MaTeng &da upays Iran metaldl s balk Afike Selatan uniuk Bmpil dengan
sl umdan schsl, salEnggR dangan begitu rencangen resciusl bisa dkesarpingkan. Afilka Seletary
wampal mangeciakan parisuen koneutasl dengan Duta Besar Inggoris (wekl] darl P54 1) dan Irn, yang
dipkmpin oieh Afrfm Selstan selky Kelul sidang Cewen, Nermun Exryata Kdak ee usuan shetanlf
mpapn, lreng Hu rancangan rescius lekr dpunguisceralorn.

9. Alas parfimbengen hel-hal lorsebul, Pemerirtal By memutsion ukk magamhll parEsman
mendularg resolusl yang o syahlcn secara iormsemn,

{CZ HAK MEMANFAATKAN IPTEM)

40, Beri@itan dengan partanyasn kwho yak) "Apaich ponisl yang dismbll terhadap resokal D
mmmmﬂmmwnuqnmmummum
yang menryangiot pasal-pazal tanteng hak mamantastion ke pengetaihcan dan aknalogl unfuk
ajahiaraan Pamarinizh barpandirien betsis postd yang diambl Pemerinish erhacdep
reschol DI PBE 1747 Bdsk berisiongan dengan Undeng-Undarg Deesar 1045, bk Pembuiaan
mapar betag ubuhrya.

ki uniuk, ijuan damal menspeken hak mendesar (TraFanabis rights) dari sebap nogarn.

42 Kayerm I Indonesdla sacarn rbuka monyetlen d berbedgal forum batwa Indanesia mandulang
mnrﬂlmmwmmmwm fntunya dengan
sepmrutnye monghomal koweibannya wiiuk melalalen pangembangan ieknclogl nudr fu wcam
transparsan dan alantebel. Hak Iran fu djamin detam kesepalatan Inismasional dalam banhk perjanjan.
Dan bk Lran hu juga sesunggrtay s Tk 10 jugs dan bek tamy sk negamn barkembang teinnye.

nmmanImmmmmrmHm wmm
umhy

delogas! Indonesia, dan kerers lwish buls smendeemen tontang jaminan hak Il yang kemudian mesuk
dalam reschrgl 1747,

44 Posial yang dathl Pemernkah brierap resolel 1747, mamang depet dighker dengan uren
Todoniuan konsius], sk pamiudam maipun batang ubuh UUD 1045, Jaminen-jaminan kg hak
mmmemf(n).m1mmmzs(c) UaTETys Mg tmk

clatam suaby rakdal nisrnasional yailu NPT,

QWaMJWWWMMMMIMMMWa

Iy sarefirl, istapl begalmena hek ales pengemhbengan kool rokc untuk pEn damal dilskukan
cian alentbal segual dengan kalarilatan yang disat aksh |an saxdd pada barbega!

puhimmwoﬁ'mymm

46. Dangan Indonesin monduung resokal 1747, |mmmmmwammm
dlarmed deri permesslahtan dan konfEx bnismesions, estal dengen amonal koretts! don polfk bear

sabagal e,
mlumlmmnﬂmmmmmmumwm

anggols Dewan Keamanan PEB, yaiu 5 anggota tetap, dan 10 enggole Tdak fotap, yeity Indonssia,
Cotor, Afrfla Selotan, Ghars, Kongo, Peru, Pararme, Baigle, Itala don Siveka. Ke- 15 negars ersebar
orti darl 5 negara pamilk senjaia muidr yang mampunyal hak weip, dan yang 10 kinnys 1dak 15

mhmwﬂMTWammamthﬁrmam

49, Jork aangal ek mungiin uniuk diatakan tabwa ke-15 negam inl barkonspiresl g marindas
Iran, kamona seldakrys napana-Negamn berkemiang srggota Non-Sok secam bersame-sama salama Inl
korsision dalam raTparjengicn dunia yanp lehih @men dan damal, bebes darl serjaia ruklr, laat
mmmmmmmwmummwm
negara barkambans untic mengambeangian isknokogl rukd uriul bjuan damal.

50 Kesan spolgh-olah beiwa resobsd 1747 samois-mols dipslopad oleh Amorlke Serlkat, pada

Perubahan kebijakan..., Editha Mahrany, FISIP Ul, 2009.
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lortadcn helgh dan malsiclon y oobw wenjein nuidr, Semeriare i mudc fnan,
bk rambust '

S

i
i
i

:

i

%

f

:

Agreaments @ mana Iran manjed pitek. M lu Indonesis, detam berbagal ek
Presiden Yudhoyans dengan Preeldan poada bulan Mt 2008, maminia
keypads Iran uniuk bakerjasama panuh dangen Badan Teraga Alom |nbarmresians maliganaken
lorpnjtar-ewajbaTrye.
54, Pariitian speiah [ran iaish mengembangkan teknolog) nuidiys secars frarsparan
Scik Abwml alsh haden pole seporl Dewan Keamanan, rmalsinin dish badan iy yalu Badan !
Tamaga Alom Intemesional Saselum rargangiat dan mamblcarskan s mdr Iran, Ceswan Kasmansan .

mmwdmmmmmmmmum

mdwlm

laicasnan aanpal mononjol, WAaTETYA ok MegaE-Nogara besar yang

menarag dn mnghepusian mnjsin midn menupsicen Eosss yag fdek mudeh  Komne negara-
regard il slken manggurakan hak uso-nya epabils ek marela dlarangl.
58 S shem porucutan senjsta nuide yang diotur NPT dan Safoguards Ageenants acdaiah sistemn minimal

56 Ada sejumiah mecera nmmmdmmwmmw
yaitu Pakisian, India, |erasl don bobkancen Koroa Ltera. Lebih dart 180 necara enggots FRB

mmmmmmmmmwmmmdmm
kerjasama pangambengan Blnolagl ruidc unbuk bjon damal. Sebegal icXaMya, regara-NogETm
fersebul mendapat ok Mkt unbuls TaTPercish Manfem B pergesThercan BTl UK Uk

o damal,

60. SeballTwya nogers-1egara y ey fcak hinduk pacta rezim NPT, Bclaks bertisi mendepal duiengan dan

Karona lu mevaa

fuidr beik ains emETETYR end

mengambangian tekrlogl
maupun mancud ekeolegl derl pilek Bing Koaena Hu lerepas darl kefdeicudlon temer. kelan ta
baxticera eiany weniogl don eanjets mukde, Sdok dopal Kis sera mata membandnglon kees lren

dangan |srael

B2 Indonedln dan rogara-negara anpgots Gerelan Nen-Blok lalnmye, yang

mayories masysroial infemasional, lerus bangayn lon dafam hal fenamitkan
sanjaln dan mqofogl ruidr, KiA konsigtan menoki kepamilan enjatn mide oleh [ereal, yearg jelx
berarte d Ler sstom tPT, Diledmanye untuk partams kal

ruidr o Tirur Tengeh dedam reschesl Dewan Meamanan PBO Nomor 1747 marupalan beglan dari
teianen erhadap |srael

63 Lengiah-angiksh ko arah pambatasan wimyah panggelaren senista nukdr metal ionsep kawssan
mmmfmmnumjmpm;mmmuqu

parbaiztan proffares] horizontat. Metshal
dunia dlen mambatzs ang

1

pancipian kewesan-iwasan bebws sanjain muidr o
garak sonjats mukdr, separti yag moeh ada d Asia Tenggara

{Traaly of Barygkok-1055): Pﬂﬂkﬂmﬂ{dmtm Amarika Laiin [Trealy of Tiaeloco-1087),
Afrika {Trealy of Pel rdaba-1599) dan Asla Tongsh {Treaty of Sermipastalrmk-2008),

84 Dalam loriedo tnilsh, kali; (ndonesla bechesil mamemukian amendemon leniang iewesan bebes
neidc & Timur Tengeh, meka negara-regera Timur Tengah manyamiat beik dan manghargal peran dan

posidl inconesia.

(Q& REPUTAS! DIPLOMAS! INDONESIA)

lari 8

Perubahan kebijakan...,
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&8, Posd lu inmigion dathi dsh Indonesia. Jauh sebeksm Dowen Kearersn membehes dan
mareatian repckal 1747, Presiden Yughoyono wish meanyeranken kepada Prasidan Ahmadinejad sael
DBerkaunjung ke [ndonesia pacty sl Med tGhun 2008, hal-hal sebagal berliat:
& Agar |ran belejesarms dengan Bedan Tenaga Alom intermesional;

Safag e Agreameris;

62 Possd yang damhd indonesln bl menjsd bogian knnsonors detsm pengesshen reschel 1747,
separd digtaian d abxe, merupaken posidl yarg jJuge darbil negara-regara angpota dak btp yang
menjad arggota Garakan Non-Biok dory ORI, Jad buien pesis yang fenisolr darl perdangsn malnsireaT
negera-rega of dunia, femesuk enbra negara-noCare berkesmieng. khussanya regars-negers Areh
dan nopere-negera O alnmya.

70. Kalila Wakil Presiden Jusuf Kalla hadr d KTT Liga Arab o Riyadh pada tanggal 28 Maret 2007, 4
Iepan

folologl .
mmmmmmm@mmmu Imdahnmsdﬁlmnﬂr
Iran d Dowen Keamarsn PED

72 Pada kenyatasnmya, possl yanp damibd Indonmsla orhacdap resoled 1747 Sdai mengurengl rputasl
Indonnsla etaupun mMarpuAngl kelohuassan (mdonasla borpeul deNcan nBgarE-NoQard ain, Brmasuk
mlmkﬂmlrﬂ:ﬂummuﬂnmmhmmdmpudmwk

o bangsa-bergsa kin henn dilhal dalam ity barbegal fringan Wedesara regiosl den
trimmasional o besbogal bidang d mana indonesa mengad bagian oidf o dalamnya,

{Q& SOAL KDWSISTENSS .
73 Pertany ean heonam, "Bagaimana Pemerintah aken menjeiesian persetijusn resolus! tersebut
[T

kepails mesyartiad indonesls dan Republk lsdam ran farena sabelom il Pemvintsh
mengeialan dan tidek permah memcarigal pregram pengembangen nukiie ran untuk fgusn

74, Dapel szya lagaskon batwa seak de tahun el Pamecineh

dusangannya erhedap ran dakan tobqoiogl qukdr uniukc e damel. Pameringh §dak
pamah mencyrigal etan Bdak moneurigal program pengambengan nuikdn [een ke amah hjuen
milder, ke dan eperss sartn penguasaan eoabgl unbk manitsl T I e pads

Itk yerg manjad desar dan scusn negane-negeara enggota DX PEB, el Sndonesin.

75 Iran whu porels, kebka mengambll kepubsan ik mambewa mealah nukdr (ren ke Dewan
Kaamanan dalam paramoon Dewan Gubsrmor Baden Terage Alom (nearmesional argoal 4 Fabruard
2000, Indoreeesia mengaidl posel Abstain {yang barard menguniungien Iren). Indonesia rrenginginken
masaiah nuidr Iren o seiesalian melski lergeama 1ren dengan Badean Tanegs Afom Inerasionsl delam
Inghup badan inds rseiat Tetopl, fal ind Adak lerjad,

76, Posan-pesan yang disampailan secarn langean) tleh Presiden Yudyono hepada Presiden
Ahmodneiad peds buan Mel el e d Saans sargat jeies bogl fran dan posisl yeng diamtiil
|man::mmmm1mmmmpwsymdmlwnm
tehun

. mlmmnmmmmﬂdymdmmrmﬂnmmw
dangan

wammmammmmtwmmaw
17

78, Balkan 5 harl sesudsh reochesl diashican, [ran tedah mamintg fess ball [rdonedla unbéc mambaniu
merzegah ka3 15 anggats marninit Ingors yarg diahan iren uniuk dibewa ka Dewen Keamanan PBB
dan moncageh Dewan mengeluersen pernyatsn mengenal kesus breebul Indonesia bersama Rusla
merEntang kersd wsubin Inpgria komne mamandang kens Hu merupalan mesalsh bilieral yang hans
disglssalkan sniea Inggre dan e Pada ekhirya Dewan Keamenon Odek jad mengeksrien
pemyataon sty Jass iy dan dalegaal fran di Mew York wish Ay aTpeilan p waan dan farma
mhmmmmnmm“uaummmmmmmmmrmmw
dipanggil olah Kamanindan Luar Negari dan pada kesanpatan inrsobif Perreriniah (ran secara khusa

Perubahan kebijakan..., Editha Mahrany, FISIP Ul, 2009.
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ey ampalkan panghangesn dan lerima kash,

79. Pernahamn sias poslsl Indanesds der lasian hubongen bl yang mull-dmensionsl hulsh yarg
mlwmwdpddmlmmmmum&nim&rmmm

B0, Dalam pecierbangen hubungen Indonesls-lren, peru puls dicaist upeys Indonesla mansntang
perTy sinan pars Presksen Deowan Keamansn mangansl “ramark” Preslden Iran ientarg |meel,

Indorwala malhal adarya sclekafias dalam rencangan Brsabul, dan
permnyaiasn tarsebut fisk mamber terhaciap lowm yang lsbih
ok sapard din pormharan 45 orang anggoll periemen den kebina! Puiskins, sarts

pamyntmn poryokn paabet 1nggl lnalrr-urd remana oxirpulciy assassinations Wrhacsp
parn parrimypin Hartes termescd ihaled ashwnl

8. Upayo-upsyp yerg bish dislkuian Indormsla rsetat o eios secary khums eish mandepet
nﬂd«unmwm

Padn keeerpein ki permerintsh lnen e rerta wkk lens
Ierjan e bilesderal btk dl Bicang brivestal

B2 Atps desor poslsi-posisl prinsip Indonesin mengonsi messkeh parkcytan sanjals nukin, Indoneads

akpn orus mandorong |nen untuk bekerasama dangan Badaen Tenaga Alom |nismeslonal. Dengan begiu

polenyl korflik yang kebih Jss dapat dhindar] dan keperceyaen arakal inlbrmasional kechadap |ran

mmmmmmmmmmmmmpn
rmpairTy A sesul dengen pringlp-prindp yang daut.

{Q7: PROSES PENGAMBILAN KEPUTUSAN)

5. Parionarkan says sebarjnys unbuk merbarien pwoben e portayien kejuh Dapd.hil
le:nmm“mmmmmw

84. Sojak roncongon roscksl manganal lee rukdr lran disenckald cieh P5+1, socom wirtilel Input den
Eypangen lah PTHI BHow ork d exmpailan ke Pusol, daiam hal inl keparta Menieri Luar Mogerd; dan gleh
Manter Luer Negerd fmoacta Presiden,

BS Socara horizental, proses konatesl Juge dikusen okh dolegasi Indonesla Sengan saTa EgRta

Kagmaenan dan Presiden Atvmedinejed sebagal pihak yarg paling beriepeningan.

B8, Parell dalam kefga Bnghatan proses korsuitasl d New York, d Jalexta pacts Fngkal presidan dan
menter] Lew reger, ndoresa manyampalkon pesw Bntang parlrya poses konadasl d Doesen
dislaien pecar bnkdsdf den calam alokinl wakiu yang cuan. Indanesla barsama Afrika Seltan dan
Qoler benpersdarat beiwea wak | rEnvEnEn { suciah dislapiain olsh ma negara enggata letap,
Wmmmmmwm*mmmdm
yuakh) Uik ol dan waikan Saren by rancengan resolsf.

a7 Mmuummmmwmmlmmmmm
usub-usl Jonsutad d borbagal

mongueshoekan jalan kmpmmi mencogeh sl dangan mengurstang
konsuttrsl Dutn Bosar ImwaIWMMBﬂImeﬁm1mm
mumu = i

tonggat waldu 1b Iran dharmpian manghendian mmmw@mmm
muidr lran melshd nogoslasl dengan PS+1. Dirjen Badan Tenaga Alom Inemasional sebpiah
ity By clarpad, hant meryampalien laporan kepauhan Iren Erhadap cesohed 1747

FEB

2. Dengan keta kain, lekhawatiran sebagion mesyaraial baiwa setelsh 50 har ionggal wakdu terbrmpaut
alan arad Rerurgikdoan Invesl miiler ertadop fran, (dak fedad, Hal Inl dssbablon karens resol
1747 didasarican pda Pasal 41 Bab Vil Plogam PEB, yang hanys mamungkinican DK PAE marmberiken
sanksl bty poca Iran. Resols fu Bdak secara olomafia membariian mendat kepeds slapamn unik
mengambll Endokan, opalegl rocars milllor.

B3 Pamernsh mash menaruh harapan masaiah nuidr [ren dapel dsslassilkan secam damal melshul

3601a parkecruen-parieusn Mengenal mesaih ek dmona Merten Luer Neger] Amerks Serlat dan

Perubahan kebijakan..., Editha Mahrany, FISIP Ul, 2009.
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Iren barsare hadr, Jugs peremien Ingiert Duts Bemyr snirs Amerika Serigd dan [nan yang
cHamglian guna memblcansian mtasish keamanan  Irak, tapl dduca dar bear leamLngidnan rrassish
lotr bt [ran juga dbahed
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SBY-Ahmadinejad akan Bahas Krisis
Nuklir Iran

10-May-2006

Penulis:MirzaAndreas

JAKARTA--MIOL: Presiden Susilo Bambang Yudhoyono akan membahas krisis
nuklir di Iran dengan Presiden Iran Mahmoud Ahmadinejad. Hal itu menjadi topik
utama pembahasan kedua kepala negara dalam rangkaian kerja Presiden
Ahmadinejad di Indonesia.

“Ini kesempatan pertama bagi kita untuk mendengar langsung respons Iran
terhadap resolusi yang sedang dirancang lima anggota tetap Dewan Keamanan
(DK) PBB. Termasuk, adanya surat dari Presiden Ahmadinejad pada Presiden
Amerika Serikat (AS) George W Bush,” papar Mentern Luar Neperi Hassan
Wirajuda kepada wartawan di Istana Nepara Jakarta, Selasa (9/5).

Presiden Ahmadinejad dijadwalkan memulai kunjungan kerjanya di Indonesia,
Selasa, termasuk mengikuti Konferensi Tingkat Tingpgi delapan negara
berkembang (KTT D-8) yang terdiri dari Indonesia, Iran, Turki, Pakistan,
Malaysia, Bangladesh, Nigeria dan Mesir, di Bali pada 12 Mei mendatang.

Dalam pertemuan antara Presiden Susilo dengan Presiden Ahmadinejad yang
akan berlangsung Rabu (10/5) pagi, lanjut Wirajuda, Indonesia berharap dapat
memperoleh gambaran langkah lanjutan yang harus diambil untuk mengurangi
ketegangan dart krisis nuklir Iran.

Namun demikian, Wirajuda tidak mau menjelaskan sikap tegas Indonesia
terhadap krisis nuklir itu. Indonesia pernah bersikap abstain dalam sidang darurat
Badan Tenaga Atom Internasional (IAEA) pada Maret lahw

“Meski kita sudah tahu draf awal, tapi resolusinya kan belumn dihasilkan. Jadi kita
belum mau berprasangka untuk menentukan sikap kita. Sejauh ini posisi kita
mendukung pengembangan tenaga nuklir untuk tujuan damai. Ini hak mendasar
setiap negara. Tapi kita juga konsisten menolak penyebarluasan senjata nuklir,”
tegasnya.

Sikap Indonesia itu, lanjut Wirajuda, telah disampaikan kepada pemerintah Iran
dan mendapat sambutan positif Iran menegaskan bahwa proses pengayaan
uranium yang dilakukannya tidak ditujukan untuk memproduksi senjata pemusnah
massal sebagaimana tuduhan AS selama ini. Iran melakukan pengayaan uranium
untuk keperluan pembangkit energi.

Selain mengagendakan pembicaraan tentang krisis nuklir tersebut, kedua kepala

negara juga akan membicarakan peningkatan kerjasama di bidang IPTEK dan
keimigrasian. Pihak Indonesia memutuskan untuk memberi fasilitas Visa on
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Arrival {VoA) bagi warga Iran yang berkunjung ke Indonesia. Iran sendin telah
memberikan bebas visa dua minggu bagi pemegang paspor Indonesia.

Kedua kepala negara juga akan membahas peningkatan hubungan ekonomi,
perdaganpgan, dan invests, termasuk pembangunan kilang minyak di Indonesia.
(Msc/OL-06)

Sumber: Media Indonesia Onling, 10 Mei 2006
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Oleh Hikmahanto Juwana
Guru Besar Hukum Internasional FH-UI, Jakarta
http://www, kompas.co.id/kompas-cetak/0704/10/0opini/3429923 . htm

Drkungan pemerintah atas Resolusi Dewan Keamanan PBB 1747 untuk
memperberat sanksi terhadap Iran menvai reaksi. Pemerintah
berupaya melakukan damage control.

Kebijakan pemerintazh itu menjadi sumber ketidakpuasan berbagai
pihak terhadap pemerintahan SBY.

Menakar justifikasi

Justifikasi keputusan pemerintah yang dikemukakan Menlu dan jurn
bicara Presiden kurang memadai dalam meyakinkan publik.
Justifikasi yang diberikan masih dapat dipersocalkan.

Pertama, argumentasi Resclusi DK PBB Womoxr 1747 didukung karena
belum ada jaminan resmi TIAEA patut dipertanyakan. Jika
pengembangan program nwoklir IYran masih disangsikan, mengapa
Indonesia harus turut dalam arus pandang di DK PBB yang
mengasumsikan Iran melakukan pengembangan nuklir untuk tujuan
militer? Tidakkah pemerintah dapat melihat dari perspektif
sebaliknya? Belum adanya Jjaminan resmi IAEA tak serta-merta Iran
dianggap mengembangkan program nuklir untuk tujuan militer.

Dalam kesangsian, tidak selalu harus diambil posisi pradega
bersalah (presumption of guilt}, tetapi bisa diambil praduga tidak
bersalah (presumption of innocence}.

Kedua, argumentasi pemerintah yang mengesankan publik Indonesia
terjebak perspektif mendukung resolusi berarti tidak solider
negara Islam di Timur Tengah tidak dapat diterima. Yang menjadi
masalah adalah bukan solider atau tidak dengan negara 7Islam,
tetapi apakah Indonesia dalam posisi bisa menerima Jjika suatu
negara dipojokkan sekelompok negara lain?

Indonesia seharusnya menolak upaya pemojokan. Berdasar pengalaman
sendiri, pemerintah seharusnya tahu betapa tidak enak jika
dipojokkan. Dalam posisi ini Indonesia melakukan berbagai upaya,
termasuk lobi, untuk membebaskan diri. Sebagal contoh saat DK FPBB
membentuk peradilan kriminal dinternasiomnal untuk Timer Timur
{(International Criminal Tribunal for East Timor). Indonesia merasa
dipojokkan sejumlah negara Barat. Karena itu, menjadi kewajiban
Indonesia untuk menyuarakan secara

lantang di DK PBB jika ada negara yang dipojokkan.

Ketiga, apa pun sikap Indonesia atas resolusi—mendukung, abstain,
atau menclak—dapat dipastikan resolusi tetap bergulir mengingat
anggota tetap DK bulat mendukung. Sebagai anggota tidak tetap,
seharusnya Indonesia tidak menekankan pada terbit atau tidaknya
reselusi, tetapi apakah suvara kebanyakan negara di dunia dapat
disvarakan.

Jika Indonesia menolak atau abstain, berarti Indonesia telah

mewakili sebagian pandangan negara-negara dunia, terutama negara
berkembang, yang merasakan ketidakadilan sistem PBB. Posisi ini
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banyak diharapkan negara-negara yang mendukung Indonesia
(konstituen} saat pencalonan sebagai anggota tidak tetap DK PBB,

Keempat, argumen yang mengatakan resolusi telah mengakomodasi
aspirasi Iran adalah absurd. Absurd karena esensi dari
Resclusil747 adalah memperberat sanksi yang telah diberikan kepada
Iran. Resclusi sama sekali tidak bertujuan menjadikan Timur Tengah
daerah wilayah bebas senjata nuklir. Apalagi keinginan untuk
menghentikan usaha Israel yang diduga sedang mengembangkan senjata
nuklir.

Kelima, menjadi pertanyaan besar, apakah pemerintah telah
melakukan pengecekan satu per satu daftar perusahaan, instansi,
dan nama individu yang ada dalam lampiran Resolusi 17477 Ataukah
Indonesia hanya mengikuti daftar yang telah dibuat. Tidakkah
pemerintah belajar dari kesalahan resclusi yang terkait terorisme
di mana warga Indonesia yang memiliki kedudukan terhormat
dimasukkan dalam daftar teroris?

Keenam, ada klaim Indonesia sukses mengubah kalimat dalam
resolusi. Ttu tidak signifikan. Kalaupun ada perubahan, itu
terjadi pada konsideran resolusi, bukan pada isi/substansi
resolusi.

Ketujuh, tidakkah pemerintah sadar, Resolusi 1747 dapat dijadikan
entry point pemerintahan Bush untuk memperlakukan Iran seperti
Irak? Resolusi ini dapat dijadikan peringatan terakhir sebelum
penggunaan kekerasan (use of force} dilakukan.

Dukungan Indonesia atas resolusi dapat dikesankan sebagai
persetnjuan Indonesia membiarkan penggunaan Kekerasan dalam
penyelesaian konflik internasional. Menjadi pertanyaan,
demikiankah kebijakan luar negeri Indonesia yang bebas aktif?

Konsekuensi

Nasi telah menjadi bubur. Dukungan resoclusi tidak mungkin ditarik
kembali. Kini pemerintah disibukkan untuk menjelaskan, diminta
maupun tidak, kepada berbagai pihak. Sayang, berbagai penjelasan
itu terkesan masih sulit diterima berbagai kalangan. Kalaupun ada

yang menerima, terkesan ada kompromi politik ataupun pertimbangan
lain.

Satu hal yang pasti, Indonesia telah kehilangan momentum untuk
berperan secara signifikan di DK PBB maupun berbagai konflik di
Timur Tengah. Negara berkembang dan Islam tidak akan 1lagi
memperhitungkan kedudukan Indonesia di DK PBB.

Pemerintah telah gagal dalam menyuarakan aspirasi rakyat.
Pemerintah masih menggunakan paradigma lama yang memosisikan
pemerintah adalah pihak yang paling tahu apa yang terbaik untuk
rakyat. Pemerintah belum dapat berperan sebagai fasilitator atas
kehendak dari masyarakat. Pemerintah telah memasung kedaulatan
rakyatnya sendiri.

Pemerintah seolah tidak dapat berempati dengan posisi Iran. Sikap
pemerintah yang tidak memahami posisi Iran patut disayangkan
karena terjadi saat Indonesia menginginkan dirinya bisa berperan
secara signifikan dalam berbagai konflik di Timur Tengah.

Perubahan kebijakan..., Editha Mahrany, FISIP Ul, 2009.
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Kini Indonesia tidak memiliki pilihan lain selain menjalankan
kebijakan luar negeri yang low profile. Dukungan pemerintah atas
Resolusi 1747 telah menghilangkan legitimasi Indonegia sebagai
sebuah harapan bagi rakyat dan banyak negara di dunia. Hikmahnya,
mungkin pemerintah harus terus berkonsentrasi menangani berbagai
tantangan dalam negeri.
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02 Mar 2008 13:46

SOAL NUKLIR IRAN OLEH HASSAN WIRAJUDA*

Konsultast dan pembahasan Intensif isu nuklir I@n akan berujung pada
pengesahan resolusi baru yang mungkin dilakukan Jumat (29/2) atau Sabtu
(1/3) waktu Jakarta.Keputusan Indonesia bergabung dengan 15 anggota
Dewan Keamanan {DK) PBB saat Resolusli 1747 disahkan (24/3/2007) sempat
mengundang pro-kontra. Bahkan, terjadi interpelasi. DPR meninta pemerintah
menjelaskan posisl ltu. Dalam kehidupan demokrasl, int adalah wajar.

Setelah resolusi disahkan, Isu nuklir Iran mengemuka lagi. Resolusl 1747
memandatikan perlunya evaluasl setelah tiga bulan untuk memastikan apakah
Iran telah atau belum meratuhi permintaan DK PBB. Namun, evajuas! baru
dilakukan sekarang.

Sejak diajukan ke DK PBB tahun 2006, dibahas pada 23 Desember 2006,
hingga menghasiikan Resolusi 1737, inti masalah nuklir Iran adalah tidak
adanya kepercayaan pada pengembangan teknolog! nuklir Iran. Proses
pengayaan uranlum Iran ditengaral memperkuat kecutigaan ltu. Iran dinllal
tidak transparan. Resolusi 1747 meminta Iran transparan dan bekerja sama
dengan Badan Tenaga Atom Internasional (IAEA), menjadl plhak Additional
Protocol IAEAS, dan menghentikan proses pengayaan uranlumnya,.

IAEA adalah badan yang berkompeten menilai masalah lu. Karena itu,
pembahasan isu nuklir Iran di DK PBB tahun 2006 dan 2007 selalu didahulul
dan merujuk [aporan Dirjen IAEA. Menpariknya, sejak Februarl 2008,
pembahasan dan penetapan resolusi idak didahulul laporan Dirjen 1AEA.
Pemerintah Indonesla menolak cara-cara sepertl itu sebab pendekatannya
menjadi amat polltis.

Ketidakwajaran

Laporan Dirjen IAEA tanggal 22 Februar 2008 berbeda dengan laporan tahun
2006 dan 2007, basls lahirnya resolusi 1737 dan 1747 yang memberi sanksl
kepada Iran. Laporan Dirjen IAEA kall ini menggarisbawahi adanya kerja
sama dan transparansi yang diberlkan Iran, termasuk kesepakatan tentang
enam butir rencana kerja yang harus dipenuhi Iran.

Meski belumn selesai, laporan Itu jJelas menyebutkan tidak ditemukannya
tanda-tanda Iran membelokkan teknologl nuklir untuk tujuan militer. Di laln
pihak dlakul, Iran belum menghentikan pengayaan uranium dan belum
menjadi negara plhak pada Additional Protocol IAEA seperti dituntut DK.
Dengan kata laln, ada kemajuan yang telah dicapai meskl belumn sepenuhnya.

Pertanyaannya, apakah proses pengesahan resolusi baru oleh KD PBB itu
wajar? Bagl negara pendukung rancangan resolusl, proses ini dlanggap wajar.
Sebelum Iran memenuhl tuntutan DX, perlu dikirim pesan baru, termasuk
pengenaan sanksi tambahan agar Iran sepenubnya patuh. Namun, apakah
langkah sekarang inl tepat? Jika tidak, ini justru akan kontraproduktif.
Kemajuan dalam kerja sama Iran-IAEA memungkinkan proses pengesahan
resolust baru ini kontraproduktif apalagi dengan adanya sanksl tarnbahan.

Perubahan kebijakan..., Editha Mahrany, FISIP Ul, 2009.
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Selaln itu, ada ketidakwajaran (insensibility) datam melihat perubahan asumsl
yang menjadl sasaran utama, yalie ketidakparcayaan bahwa pengembangan
tekneologi nuklir Iran hanya untuk tujuan damai seperti klalm setama Inl.
Lapotan National Intelligence Estimate (AS) menyebutkan, sejak tahun 2003
Iran tidak lagi mengembangkan teknologl nuklir untuk tujuan militer, dan
dibenarkan Dirjen JAEA. Dalam laporannya, la mengatakan “tldak ada
undeclared nudear materials dan keglatan tersembunyi”.

Hal yang telah menjadi landasan resolusi sebelumnya itu tampaknya tidak lagi
menjad! faktor. Dikhawatlrkan, hal itu akan mengurangi sensibllitas dalam
mengangkat masalah nuklir Iran, termasuk cara yang diambil, terkait sanksl
tambahan baru.

Proses pengayaan uranlum Iran yang tidak ilegal itu telah menjadi Isu pokok.
Traktat Non-Proliferasi Nuklir (NPT), Pasat IV, membolehkan pengayaan
uranium sebagal baglan pengembangan teknologf nuklir secara damai,
Namun, masalahnya bukan hanya hak secara hukum, tetapl leblh karena
tidak ada jarminan pengayzan teknologi uranium untuk tujuan damal. Cara
plkir dan langkeh yang dilakukan masyarakat intermmasional cenderung
berputar-putar dan curiga.

Terobosan baru

DI bawah rezim NPT dengan 189 negara berplhak pada perjanjian itu, negara-
negara non-nukllr menglkat diri untuk tidak mengembangkan senjata nuklir
(beda dengan lima negara pemllik senjata-nuclear weapon states). Sebagal
gantinya, negara pemilik teknologi nuklir bersedia membanty negara bukan
nuklir mengembangkan teknologi nuklir untuk keperluan damai.

Rezim NPT Inl mengandung anomall, Negara pemilik teknologi nuklir
mengelompokkan dir dam supplier group. Mereka menentukan sendiri, bukan
sebagal baglan komitmen kerangka multdiateral, negara mana yang boleh
diberi bantuan teknologi maupun materi nuklir, dan negara mana yang tidak.
Tak adanya kerangka multilateral Ini menjadlkan negara yang memerlukan
bantuan amat tergantung dari negara pemilik teknologi nuklir. Negara yang
dinlial patuh tidak mengalami kesulitan. Namun, negara yang dicurigal mudah
dijadikan bulan-bulanan.

Kepatuhan dan kecurigaan Itu didasarkan penifalan sepihak. Situasi Ini
menjadi sepertli "antara ayam-telur”, mana yang duluan. Menghentikan
pengayaan uranium yang tidak llegal, atau terus mencurigai dan mengenakan
sanksl banu.

Datam kasus Iran, selama Inl membuktikan cra pendetakan Ini tidak
produktlf. Karena itu, Indonesla mengusulkan perlunya membangun kerangka
pengaturan baru tentang pasokan teknologi dan material nuklir sebagal
baglan tak terpisabkan rezim NPT. Kerangka ini merupakan pengaturan
multilateral, bukan bilateral. Dengan adanya jaminan security of supply
uranium yang diperkaya itu, jika Iran benar mengembangkan teknoiogi nuklir
hanya untuk tujuan damuai, tidak ada alasan baginya untuk mengembangkan
teknologi pengayaan sendir,

Prospek ke depan

Masatah nuklir Iran menjadl sangat politis karena penanganannya sudah
dialihkan dari 1IAEA kepada DK PBB. Penanganan di DK akan mengedepankan
pendekatan kekuasaan, apalagl llma dar 15 anggotanya adalah negara
pemilik senjata nukllr dengan hak veto. Rancangan resolusi yang sedang
dibicarakan ini dlajukan lima negara anggota tetap plus Jerman. Namun,
dipastikan rancangan resolusl akan disahkan. Sebagian dari 10 neqara
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anggota tidak tetap lainnya diperkirakan akan mendukung rancangan resolusi
itu.

Lalu, bagaimana posisi Indonesia? Akan mendukung sepertl tahun lalu?
Indonesla akan mengambil posisl prinslp, yang dldasarkan penllalan atas
merit, merujuk laporan Dirden IAEA, bukan akibat Jobby (atau tekanan)
negara lain.

Pemerintah Indonesia konsisten dengan politik luar negeri bebas-aktlf, yang
berarti kebebasan untuk mengambll sikap atau posisi berdasar penllalan,
prinsip, dan semata-mata didikte oleh kepentingan nasional sendiri. ING

*HASSAN WIRAIUDA

Menteri Luar Negeri RI
Sumber: Kompas, 1 Maret 2008
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27 Jan 2006 08:19

Menlu RI: Indonesia Mengharapkan Penyelesaian Secara Damai Isu
Nuklir Iran

"Indonesla mengharapkan proses perundingan mengenal isu nuklir Itan
akan berujung pada solusi damal. Karena konsekuensi dari membawa
masalah Isu nuklir Ity ke Dewan Keamanan PBB dipastikan akan
memunculkan ketegangan-ketegangan dan bahkan konflik yang tidak akan
membantu menyelesalkan masalah pokoknya. Kegagalan penanganan
masalah ity akan juga memunculkan masalah-masalah laln yang dapat
merugikan masyarakat Internasional. Tawaran Rusia kepada Iran untuk
melakukan pengayaan uranium dl Rusia nampak akan membuka peluang
solusl damai”,

Hal Itu dikemukakan oleh Menteri Luar Negeri Hassan Wirajuda harl inl Jumat,
27 Januari 2006 dalam acara Press Briefing mingguan dl ruang Palapa,
Departemen Luar Negerl.

Menurut Menlu, pesan yang disampaikan ¢leh Menteri Luar Negeri Indonesia
adalah jelas, yaknl agar Isu mengenal nuklir Iran dapat diselesalkan melalul
dialog dan perundingan dan agar pihak-plhak yang berkepentingan tidak
tergesa-gesa membawa persoalan ke Dewan Keamanan PBB, Kepada Iran
Indonesla mendorong agar Iran tentunya melgkukan kerja sama erat dengan
Badan Tenaga Atom Intemaslonal sehingga kecurigaan-kecurigaan yang ada
tentang niat Iran untuk mengembangkan teknologi nukidir untuk tujuan damal
tidak perlu ditafsirkan sebagai pengembangan teknologi nuklir ke arah tujuan
milliter. .

Menurut Menlu, Ir@an menanggapl seruan Indonesia dan secara terbuka
menyatakan bahwa Iran akan melakukan semaksimal mungkin proses dlatog
dengan Rusia, Inggris, Jerman dan Perancis serta memaksimaikan kerja sama
dengan Badan Energi Atom Internasional. Dan sebetulnya instalasi-Instalasi
nuklir Iran masih berada dalam pengawasan para Inspektur dari Badan
Tenaga Atom Internaslonal dan kamera-kamera yang dipasang pada instalasi
nuklir tersebut masih aktif. Yang dilakukan oleh Iran bebarapa waktu yang
lalu adalah membuka segel instalasi nuklir (Masa) yang berarti Iran sejak saat
itu dan sampal sekarang telah melakukan pengayaan uranium.

Penegasan plhak Iran Ttu diperoleh oleh Menlu setelah mengadakan
kunjungan mendadak selama dua belas jam di Ian, serta setelah
mengadakan pertemuan dengan Menteri Luar Negeri Iran, Presiden Iran dan
Ketua Tim Perunding Nukiir Iran. Kunjungan Menlu yang diinspirasikan oleh
hasll pertemuannya dengan Javier Solana (Perwakilan Tinggl Uni Eropa untuk
untuk Kebijakan Keamanan Luar Negeri), memberikan opthmisme akan ada
titik terang penyelesaian masalah tersebut. Dikemukakan oleh Menlu, "Saya
menangkap pesan bahwa Iran akan bersedia menerima tawaran Rusia.” ING
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Rl Dukung Iran Kembangkan Nuklir Untuk
Tujuan Damai

Sel, Jul 10, 2007

Nasional

Jakarta ( Berita } : Pemerintah Indonesia menegaskan mendukung Iran
mengembangkan teknologi nuklir untuk tujuan damai sejauh hal itu
dilakukan secara transparan dan akuntabel sesuai dengan ketentuan
intemasional, termasuk yang ditetapkan Badan Tenaga Atom
Intemasional (IAEA).

“Masalah pokok dalam pengembangan nuklir Iran adatah pengembangan
itu meski untuk tujuan damai tidak dilakukan secara transparan,” kata
Menkopolhukam Widodo AS saat membacakan jawaban pemerintah atas
interpelasi DPR soal dukungan Rl terhadap Resolusi 1747 DK PBB di
Jakarta, Selasa [10/07].

la menegaskan, posisi dan kebijakan Indonesia untuk mendukung
periuasan sanksi terhadap pengembangan nuklir Iran didadsarkan pada
politik luar negeri yang bebas dan aktif sesuai UUD 1945 baik yang
tercantum dalam pembukaan maupun batang tubuh.

Dalam prinsip kebijakan luar negeri bebas aktif itu diamanatkan agar
Indonesia turut menciptakan ketertiban, keamananan dan memelihara
perdamaian dunia. “Karena itu Inodnesia sangat mendukung program
pengayaan uranium yang dilakukan Iran untuk tujuan damai.
Pengembangan nuklir untuk tujuan damai merupakan hak setiap bangsa
termasuk Iran dan negara lainnya,” katanya.

Indonesia dan negara fain yang teurut mendukung resolusi 1747 DK PBB
hanya meminta agar pengayaan uranium yang dilakukan Iran
dilaksanakan secara transparan dan akuntabel sesuai dengan ketentuan
intemasional. "Sebelum Indonesia dan negara lain mendukung resolusi
tersebut, kami telah mendengarkan masukkan dari berbagai pihak,
termasuk badan tenaga atom intemasional tentang pengayaan uranium
yang dilakukan Iran. Dari masukkan tersebut diketahui bahwa
pengembangan teknologi nuklir yang dilakukan Iran tidak dilakukan secara
transparan,” ungkap Widodo.

Atlas hal itu, tambahnya, Indonesia mendukung peruasan sanksi terhadap
pengembangan nuklir Iran yang disahkan pada 24 Maret 2007. Indonesia,
lanjut, Widodo, hanya tidak ingin penyelesaian terhadap nuklir Iran
berdampak negatif bagi pengembangan teknologi nuklir yang dilakukan
oleh negara-negara berkembang lainnya, termasuk Indonesia.
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“Jadi Indonesia ingin solusi yang diambil dalam penyelesaian nuklir iran
tetap mengacu pada ketentuan intermasional yang berlaku sehingga
pengembangan nuklir untuk tujuan damai, khususnya oleh negara-negara
berkembang dapat terus dilakukan,” katanya. Dalam rapat paripurna itu,
DPR mengajukan delapan pertanyaan seputar posisi dan kebijakan
Indonesia dalam mendukung resoclusi 1747 DK PBB. ( ant)

Hubungan RI-IRAN Cukup Baik

Menko Polhukam Widodo Adi Sutjipto mengatakan hubungan bilaterai
Indonesia — Iran tetap berjalan baik setelah indonesia mendukung resolusi
Dewan Keamanan (DK) PBB Nomor 1747 tentang periuasan sanksi
kepada Iran yang tetap mengembangkan nukiir.

“Tiga butan setelah resolusi disahkan (24 Maret 2007), citra Indonesia di
negara-negara Arab maupun di negara-negara kelompok GNB (Gerakan
Non Blok) tetap baik dan mereka mengakui politk luar negeri Indonesia
yang bebas aktif,” katanya saat membacakan jawaban pemerintah atas
hak interpelasi DPR terkait dukungan pemerintah terhadap resolusi DK
PBB No0.1747, pada rapat paripuma DPR di Jakarta, Selasa.

la mengatakan, baiknya hubungan Indonesia — [ran itu disampaikan
Presiden Iran Mahmoud Ahmadinejad kepada utusan khusus Presiden
Alwi Shihab saat berkunjung ke Iran pada 18-19 Juni 2007.

Dalam kesempatan itu, ungkap Widodo, pemerintah Iran menyatakan
tetap akan menjalin hubungan bilateral yang baik dengan Indonesia
khususnya dalam pengembangan investasi.

Menko Polhukam menambahkan, keputusan pemerintah untuk
mendukung resolususi DK PBB nomor 1747 sudah melalui proses yang
matang baik di tingkat menteri luar negeri, di tingkat kepala pemerintahan
maupun saat proses perundingan di DK PBB.

Pemerintah, katanya, memahami pro kontra yang terjadi di dalam negeri
termasuk dari kalangan DPR terhadap kebijakan yang diambil pemerintah
tersebut Karena itu pemerintah terus melakukan sosialisasi intensif
kepada semua pihak khususnya DPR mengenai kebijakan luar negen
Indonesia, khususunya saat memutuskan mendukung resolusi DK PBB
No. 1747.

Dalam rapat-rapat paripuma yang dipimpin Wakil Ketua DPR Zaenal
Maarif itu, Widodo memaparkan kehijakan luar negeri Indonesia terhadap
penyelesaian krisis Timur Tengah baik terhadap konflik Arab — Israel, lrak-
Iran, serta konfiik berkepanjangan di Libanon.
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Upaya Indonesia membantu penyelesaian krisis di Timur Tengah itu
antara lain dengan beberapa kali mengirimkan pasukan perdaiaman ke
Timur Tengah (terakhir ke Libanon) serta memberikan masukan-masukan
saat sidang Organisasi Konferensi Islam (OKI).

“‘Memang tidak semua konfiik tersebut dapat kita selesaikan namun
sekecil apapun kontribusi yang diberikan Indonesia itu harus kita teruskan
demi terwujudnya ketertiban, keamanan dan perdamaian dunia, sesuai
dengan kebijakan politik Indonesia yang diamanatkan dalam UUD 1945,"
katanya.

Widodo mulai membacakan jawaban pemerintah sekitar pukut 12.00 WIB
sefelah sebelumnya rapat paripuma berdebat mengenai perlu tidaknya
Presiden hadir dalam rapat panpuma untuk memberikan penjelasan
langsung terhadap hak interpelasi DPR.

DPR Terima Jawaban

Rapat Paripuma DPR-RI akhimya menerima semua jawaban pemerintah
atas hak interpelasi soal dukungan pemerintah terhadap Revolusi 1747
Dewan Keamanan PBB tentang pengembangan nuklir Iran.

Keputusan DPR itu dicapai dalam Rapat Paripuma yang dipimpin Wakil
Ketua DPR Zainal Ma'arif setelah mendengar sekaligus berdialog dengan
Menko Polhukam Widodo AS yang mewakili Presiden Susilo Bambang
Yudhoyono, di Gedung MPR/DPR, Jakarta, Selasa [10/07].

Pada rapat interpelasi kedua tentang Iran itu, Presiden diwakili Menteri
Sekretaris Negara Hafta Radjasa, Menko Polhukam Widodo AS, Menteri
Luar Negeri Hassan Wirajuda, Menteri Pertahanan Juwono Sudarsono,
Menko Kesra Aburizal Bakrie, Menteri Sosial Bachtiar Chamsyah, Menteni
Negara Ristek dan Teknologi Kusmayanto Kadiman.

Dalam rapat yang diwamai perdebatan antar anggota DPR, Zainal
mengemukakan, jika anggota DPR belum puas atas jawaban pemerintah
maka bisa mengajukan hak menyatakan pendapat. Alasan tersebut
kemudian menjadi peluang bagi Zainal untuk menutup rapat paripuma,
dan dengan demikian hak interpelasi DPR ini sudah berakhir. ( ant)
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Liputan6.com, Jakarta: Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa
mengeluarkan Resolusi Nomor 1747, Resolusi ini merupakan sanksi tambahan
kepada Iran karena terus melanjutkan program nuklimya. Bentuk hukuman itu di
antaranya, larangan bagi semua negara dan lembaga kenangan internasional untuk
memberikan bantuan baru kepada Iran.

Indonesia sebagai salah satu anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB awalnya
menolak resolusi. Tapi, akhimya mendukung sanksi tambahan bagi Teheran.
Keputusan pemerintah ini ternyata mengundang kecaman dan berbagai kalangan.
Reaksi keras terutama datang dari sejumlah tokoh Islam. Mantan Ketua Umum
Pengurus Pusat Muhammadiyah, Amien Rais, dengan tegas menyatakan ini salah
satu contoh bahwa Indonesia masih menpekor kemaunan Amerika Serikat.

Sikap serupa dilontarkan Jalaluddin Rakhmat. Intelektual muslim ini menyebut
Indonesia telah mengkhianati Undang-Undang Dasar 1945 yang menggariskan
kebijakan luar negeri yang bebas aktif. "Dengan mendukung ini [resolusi}, berarti
Indonesia telah berkhianat,” kata Jalaluddin dalam acara Topik Minggu Ini di
Jakarta, Rabu (28/3).

Pendapat senada dikemukakan Hajriyanto Y. Thohari, anggota Komisi Bidang
Luar Negeri DPR. Menurut dia, dukungan pemerintah Indonesia terhadap
keputusan PBB menunjukkan sikap keberpihakan kepada salah satu kekuatan
besar dunia. "Kita semua tahu yang memprakarsai resolusi ini adalah AS," njar
Hajriyanto.

Bahkan, Jalaluddin dan Hajriyanto sepakat resolusi yang dikeluarkan PBB
menunjukkan badan dunia ini telah berfindak diskriminasi kepada Iran. Jalaluddin
mencontohkan Israel. Negara ini, seperti dikemukakan Perdana Menteri Ehud
Olmert, secara terang-terangan mengaku memiliki senjata nuklir, tapi tak pernah
diawasi PBB. Sementara di Iran, hampir setiap han sekitar 2.400 orang dari Badan
Atom Internasional (LAEA) meninjau fasilitas nuklirnya.

Namun, tudingan Jalaluddin mavpun Hajriyanto dibantah Juru Bicara
Kepresidenan bidang Luar Negeri, Dino Patti Djalal. Menurut Dino, politik bebas
aktif mengandung pengertian bahwa Indonesia tidak pemmah menggadaikan politik
Juar negeri kepada negara mana pun termasuk Amerika Serikat. "Tak pernah ada
dalamn sejarah diplomasi, kita mendukung suatu negara," kata Dino.

Dino juga menyatakan pandangan bahwa PBB telah berbuat diskriminasi adalah
fakta yang keliru. Iran, kata Dino, malah tidak mau secara terbuka memberikan
laporan kepada IAEA. "Kalau Iran mau bekerja sama, saya kira semua negara
akan bungkam," kata Dipno.

Pandangan Dino mendapat dukungan Hamid Basyaib, pengamat Timur Tengah.
Sikap pemerintah yang mendukung resolusi PBB tidak menandakan Indonesia
berada di bawah bayang-bayang AS. Hamid merujuk dukungan dua negara besar
lainnya, yakni Cina dan Rusia. Dia menilai, sanksi lebih disebabkan karena sikap
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keras kepala pemerintah Iran.

Pada bagian lain perbincangan, Jalaluddin sempat menyayangkan sikap nepara-
negara Arab pada Konferensi Tingkat Tinggi Liga Arab ke-19 di Riyadh, Arab
Saudi. Pasalnya, seperti yang dilaporkan reporter SCTV, Mauluddin Anwar, kasus
yang dihadapi Iran hanya masalah pinggiran. Ini dikarenakan Iran bukan negara
Arab.

Meski begitu Jalaluddin maklum karena para pemimpin negara-negara Arab selalu
memiliki kepentingan politik yang berbeda. Dia berpandangan, Indonesia yang
diundang sebagai peninjau dalam konferensi itu, termasuk di antara 15 negara
anggota DK PBB, semestinya bisa merepresentasikan kepentingan negara-negara
kecil menghadapi negara besar.

Dino membenarkan Indonesia memang memiliki posisi strategis dengan memiliki
hubungan baik dengan Iran, dan negara-negara besar. Tapi, tambak Dino,
pemerintah juga harus cerdik jangan sampai menjadi bemper Iran.

Selama ini, lanjut Dino, hubungan Indonesia dengan Iran baik ekonomi, militer,
dan diplomatik, masih terjalin dengan baik. Maksud dunia internasional
menjatuhkan sanksi adalah sebagai upaya menggiring Iran kembali ke meja
perundingan,

Penjelasan Dino dipertegas Hamid yang menyatakan Indonesia sebaiknya
memiliki pijakan atas kepentingan nasional. "Meskipun sama sebagai negara
Islam, narmm Indonesia mesti melihat kenyataan bahwa Iran keras kepala tidak
mau bekerja sama dengan masyarakat internasional,” kata Hamid.

Selain itu, menurut Hamid, Presiden Iran Mahmoud Ahmadinejad juga semestinya
mau mendengarkan suara rakyatnya. Pasalnya, tidak semua warga Iran
mendukung kebijakan Ahmadinejad.

Terlepas dari pendapat mereka, keputusan DK PBB sudah menjadi bola panas di
Tanah Air. Babkan, sebagian anggota Parlemen sudah menggalang dukungan
untuk menggunakan hak interpelasi mempertanyakan sikap pemerintah atas Iran.

Lebih dari 100 anggota DPR dari lintas fraksi, maupun partai berbasis agama dan
pasionalis, mendukung hak tersebut. Mereka menilai pemerintah Indonesia telah
berkhianat kepada Iran. Rencananya, hari ini surat interpelasi akan diserahkan
kepada pimpinan DPR [baca: Interpelasi Diterima Ketua DPR].

Namun tekanan yang dilakukan DPR ini sempat disayangkan Wakil Presiden
Jusuf Kalla. Menurut Kalla, sebagian besar anggota Dewan belum membaca isi
Resolusi PBB secara utuh. "Mungkin anggota Dewan baru membaca judulnya
saja,” kata Kalla,

Secara terpisah, Forum Umat [slam dan sejumlah tokoh secara terpisah juga
mengecam dukungan pemerintah atas sanksi bagi Iran [baca: Ormas Islam
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Mendukung Interpelasi DPR].

Tahun silam, Presiden Iran Mahmoud Ahmadinejad berkunjung ke Indonesia. Tur
politik Ahmadinejad ke Tanah Air mendapat sambutan hangat. Perjalanan kali ini
adalah bagian diplomasi Teheran untuk meminta dukungan negara-negara dunia
terkait program nuklirnya.

Berkali-kali Ahmedinejad mengatakan, program nuklir Iran tidak dipakai untuk
kepentingan militer. Dukungan pum mengalir kepada Iran, termasuk dan Presiden
Susilo Bambang Yudhoyono, Presiden menyatakan akan mendukung proyek
nuklir Iran sejauh untuk kepentingan damai.

Dalam satu kesempatan wawancara khusus dengan Pemimpin Redaksi Liputan 6
SCTV Rosianna Silalahi, Ahmadinejad meyakinkan soal energi nuklir tidak
sampai menimbulkan perang sesungguhnya. Iran, kata Ahmadinejad, tetap
mementingkan jalur diplomasi. "Tidak ada peluang untuk berperang. Apalagi, apa
yang sebenarnya dipropagandakan mereka tidak sesnai dengan kebenaran,” kata
Ahmadinejad

Ahmadinejad adalah simbol perlewenan negara dunia ketiga atas dominasi
Amerika Serikat. Seperti pendahuiunya Ayatullah Rohuliah Khomeini, dia
menunjukkan sikap menentang politik luar negeri Paman Sam.

Namun, langkah Ahmadinejad di dalam negerinya sendiri mendapat reaksi
beragam. Dipuja sekaligus dikecam. Saat Iran mendapat tekanan soal nuklir,
sebagian besar anggota milisi pendukung Ahmadinejad menggelar rantai manusia
di sepanjang jalan utama Teheran. Tapi tak sedikit jupa yang mengecam
Ahmadinejad. Motor gerakan ini adalah kelompok oposisi reformis dana kalangan
muda.

Selama ini Iran memang tengah giat membangun keknatan militer. Pengaruhnya

pun kian meluas di Timur Tengah. Hal inilah yang membuat AS cemas dengan
negeri para Mullah ini.(IAN)
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